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Desa Logede merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Desa Logede sendiri termasuk Desa yang tergolong luas yang berada di Kecamatan Pejagoan, dan letaknya berada di samping pusat kecamatan. Penelitian ini meneliti tentang progam penyediaan air minum dan sanitasi di tingkat desa yang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, baik di level pusat maupun daerah. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pelaksaan Progam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yang dirancang sebagai wujud nyata peningkatan kinerja pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Namun, implementasi progam ini tidak selalu berjalan lancar. Dalam beberapa kasus, berbagai hambatan muncul sehingga menyebabkan proyek tidak dapat dilanjutkan atau bahkan terbengkalai. Khususnya yang dialami di Desa yang secara geografis mengalami keterbatasan sumber daya air, seperti saat musim kemarau yang berlangsung lama, sehingga akes terhadap air bersih menjadi persoalan utama. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melihat permasalahan yang ada dalam Implementasi Progam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan permasalahan mengenai kebijakan  progam Pamsimas di Desa Logede serta bagaimana penerapan implementasi dalam kebijakan Pamsimas di Desa Logede. Hasil penelitian implementasi progam Pamsimas Desa Logede dilakukan oleh Pemerintah Desa Logede, Dinas PUPR Kabupaten Kebumen, Satuan Pelaksana, dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Desa Logede baik dari perencanaan sampai pada pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program PAMSIMAS di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen pada tahun 2022. Program tersebut mengalami beberapa permasalahan signifikan dalam pelaksanaannya. Pada tahap awal, pengeboran sumber air pertama menghasilkan air yang keruh dan tidak layak untuk dikonsumsi. Akibatnya, pemerintah desa mengajukan tambahan anggaran ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kebumen. Air yang disalurkan masih kerap berwarna keruh, terutama saat musim hujan, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Beberapa warga yang sebelumnya aktif mengikuti program memilih mundur dan kembali menggunakan sumber air alternatif.
Kata Kunci : Implementasi, Pamsimas, Kebijakan, Pemerintah Desa


ABSTRACT

Logede Village is one of the villages located in Pejagoan Subdistrict, Kebumen Regency, Central Java Province. Logede Village is considered a relatively large village within Pejagoan Subdistrict and is situated adjacent to the subdistrict center. This study examines the drinking water and sanitation provision program at the village level, which is part of the government's responsibility, both at the central and regional levels. One concrete form of this effort is the implementation of the Community-Based Drinking Water and Sanitation Program (Pamsimas), which is designed as a tangible manifestation of government performance in addressing the basic needs of society. In several cases, various obstacles have emerged, causing the project to be delayed or even abandoned. Such conditions are particularly experienced in villages that face geographical limitations in water resources, especially during prolonged dry seasons, making access to clean water a major concern. This background encouraged the researcher to investigate the issues surrounding the implementation of the Pamsimas program in Logede Village, Pejagoan Subdistrict, Kebumen Regency in 2022.
This study employs implementation theory with the aim of describing and elaborating on the problems related to PAMSIMAS policy implementation in Logede Village, as well as analyzing how the implementation process is carried out. The results show that the implementation of the PAMSIMAS program in Logede Village involved the Village Government of Logede, the Kebumen Regency Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), the Program Implementation Unit (Satuan Pelaksana), and the Community Self-Reliance Group (KKM), covering all stages from planning to monitoring. This research aims to describe and analyze the implementation of the PAMSIMAS Program in Logede Village, Pejagoan Subdistrict, Kebumen Regency in 2022. The program faced several significant challenges during its implementation. As a result, the village government submitted a request for additional funding to the Public Works Office of Kebumen Regency. Although the additional funds were approved and construction continued, the water quality still did not fully meet clean water standards. The distributed water often remained turbid, especially during the rainy season, which led to a decline in community trust and participation. Some residents who had previously supported the program eventually withdrew and returned to using alternative water sources.
Keywords : Implementation, Pamsimas, Policy, Village Government
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A. [bookmark: _Toc203995775]Latar Belakang
Progam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah salah satu progam nasional di Indonesia yang fokus pada peningkatan akses air bersih dan sanitasi, terutama di wilayah pendesaan. Desa Logede, yang berada di Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, merupakan salah satu desa yang telah mengadopsi progam ini. Kabupaten Kebumen sendiri memiliki topografi yang beragam, sehingga akes terhadap sumber daya, termasuk air bersih, seringkali tidak merata. Desa Logede, seperti banyak desa lain di Indonesia, menghadapai masalah serius terkait kekurangan air, sanitasi yang buruk, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Kehadiran Pamsimas di desa ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut melalui partisipasi aktif masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan pengelolaan air yang berkelanjutan.
Desa Logede memiliki kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang membuat progam Pamsimas menjadi sangat relevan.  Wilayah ini didominasi oleh perbukitan, yang menyulitkan distribusi air ke seluruh desa. Saat musim kemarau tiba, masalah kekurangan air semakin parah, memaksa warga untuk mencari air dari sumber yang jauh atau membelinya dengan harga tinggi. Selain itu memimnya fasilitas sanitasi yang memadai meningkatkan risiko penyakit seperti diare dan tifus. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kurangnya akes terhadap air bersih dan sanitasi merupakan penyebab utama tingginya angka penyakit dan kematian di pedesaan Indonesia. Oleh karena itu, Pamsimas hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Logede.
Salah satu prinsip utama Pamsimas adalah pembangunan berbasis masyarakat. Artinya, progam ini melibatkan warga secara aktif dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan fasilitas air dan sanitasi. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Smets (2014), yang menyatakan bahwa progam yang digerakkan oleh masyarakat cenderung lebih berkelanjutan dan efektif dalam mengatasi masalah air dan sanitasi di pedesaan. Dengan melibatkan masyarakat, Pamsimas berupaya menciptakan rasa tanggung jawab bersama, yang sanat penting untuk menjaga keberlanjutan progam.
Namun, meskipun Pamsimas telah memberikan banyak manfaat, masih ada kelompok-kelompok tertentu yang kesulitan mengakses layanan ini, seperti rumah tangga berpenghasilan rendah. Penelitian Budiyanto dan Nugroho (2019) menunjukkan bahwa status ekonomi seringkali menjadi penghalang dalam memperoleh akses air bersih dan sanitasi. 
Ketahanan lokal juga menjadi fokus penting dalam progam Pamsimas di Desa Logede. Kemampuan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi dengan tantangan lingkungan progam. Untuk memperkuat ketahanan ini, Pamsimas menyelenggarakan berbagai pelatihan, seperti pengelolaan air, dan kesiapsiagaan bencana. Menurut penelitian Luthfi dan Hadi (2020), ketahanan masyarakat di pedesaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kekuatan sosialm dan dukungan dari lembaga terkait. Pamsimas membantu membangun ketahanan ini melalui bantuan teknis, penguatan jaringan masyarakat, dan penerapan praktik-praktik yang ramah lingkungan.
Progam ini juga tidak lepas dari kontribusi para ahli dan peneliti Indonesia yang telah lama mempelajari masalah air dan sanitasi. Dr. Ir. Mohmmad Zainal Fatah, pakar sumber daya air dari Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi modern. Menurutnya, “Kearifan lokal, seperti memanfaatkan mata air atau menampung air hujan, bisa dipadukan dengan tekonologi baru untuk mengatasi masalah kelangkaaan air di pedasaan.” Prinsip ini diterapkan dalam Pamsimas, yang menggabungkan metode tradisional dengan inovasisi seperti sistem perpipaan dan biofilter (Fatah, 2020).
PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah program nasional yang bertujuan meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi di pedesaan serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Program ini bukan merupakan kebijakan hukum seperti perda atau perwal, melainkan dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta aturan-aturan terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, program ini sejalan dengan Strategi Nasional untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait akses universal air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030.
Meski banyak kemjuan yang telah dicapai, Pamsimas di Desa Logede masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah keberlanjutan fasilitas air dan sanitasi. Menurut laporan Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, banyak proyek Pamismas yang mengalami kendala dalam hal pemeliharaan karena keterbatasan keterampilan teknis dan dana di tingkat masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya perlunya peningkatan kapasitas dan dukungan finansial yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi ancaman serius terhdap ketersediaan air, sehingga diperlukan strategi adaptif untuk mengurangi dampaknya.
Beberapa penelitian akademis telah mengkaji efektivitas progam Pamsimas. Salah satunya adalah studi oleh Saptomo, yang mengevaluasi dampak Pamsimas terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa progam ini berhasil menurunkan angka pneyakit yang ditularkan melalui air dan meningkatkan kesadaran akan kebersihan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik untuk mengatasinya. (Saptomo, 2021)
Pelaksanaan PAMSIMAS melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dengan tahapan yang sistematis. Tahapan pertama adalah perencanaan, dimulai dari identifikasi dan seleksi desa yang memenuhi kriteria seperti rendahnya akses air minum dan sanitasi, tingkat kemiskinan, serta komitmen pemerintah daerah. Tahap ini dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme program. Selanjutnya, masyarakat desa membentuk Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) untuk menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM), yang menjadi dokumen panduan berisi anggaran, jadwal, dan detail kegiatan. Tahapan berikutnya adalah pemban gunan infrastruktur, seperti sumur bor, instalasi pipa, toilet umum, dan fasilitas cuci tangan, di mana masyarakat turut berkontribusi melalui swadaya tenaga atau dana. Pemerintah daerah bersama fasilitator juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat terkait pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas, serta edukasi tentang PHBS. Setelah fasilitas selesai dibangun, pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS), yang bertugas memastikan keberlanjutan melalui pemeliharaan dan pengumpulan iuran masyarakat.
Proses Pamsimas telah berjalan di berbagai daerah di Indonesai sejak diluncurkan pada tahun 2008 dengan dukungan dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat lokal. Progam ini bertujuan untuk menyediakan akses air minum yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan penelolaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Di desa Logede, progam Pamsimas mulai diimplementasikan untuk mengatasi keterbatasan akses air bersih yang menjadi permasalahan utama di wilayah tersebut, terutama di musim kemarau ketika sumber air alami berkurang drastis (Sugiarto & Wijaya, 2017).
Selain PAMSIMAS, pemerintah juga telah  menjalankan program lain seperti Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC), yang bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih di komunitas berpenghasilan rendah. WSLIC yang merupakan program sebelumnya, berfokus pada pengembangan infrastruktur air bersih di desa-desa terpencil, namun pada implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia di tingkat lokal. Program WSLIC ini kemudian berkembang menjadi PAMSIMAS yang lebih menekankan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun (Septiana, 2016).
Program-program penyediaan air bersih seperti Proyek Nasional Pembangunan Sarana Air Bersih dan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) juga turut mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi masalah air bersih di berbagai wilayah. Proyek ini bertujuan untuk menekan angka kawasan kumuh di perkotaan dengan menyediakan akses terhadap air minum yang layak dan fasilitas sanitasi yang memadai. Program-program ini memiliki sinergi yang kuat dengan PAMSIMAS karena saling melengkapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. PAMSIMAS sendiri telah diimplementasikan di lebih dari 27.000 desa di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Logede, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 
Lebih jauh lagi, penelitian mengenai keberlanjutan program PAMSIMAS sering kali menjadi perhatian utama dalam kajian akademis. Penelitian oleh Budianto menunjukkan bahwa keberlanjutan program sangat terkait dengan kemandirian masyarakat dalam mengelola sistem air minum yang telah dibangun. Apabila masyarakat tidak dilatih dengan baik atau tidak diberdayakan untuk merawat dan memperbaiki infrastruktur yang ada, maka keberhasilan jangka panjang dari PAMSIMAS menjadi terancam. Oleh karena itu, peran pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat menjadi krusial dalam memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga manfaat berkelanjutan (Budianto, 2021).
Desa Logede yang terletak di Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, merupakan salah satu penerima program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Regional Management 2 (RM2) pada tahun 2022. Program ini merupakan intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di daerah pedesaan. Sebelum program ini dilaksanakan, sebagian besar warga Desa Logede menggunakan sumur gali dan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Kondisi air yang digunakan kerap berwarna kuning dan keruh, menandakan kualitas air yang tidak layak konsumsi. Sebelum adanya Pamsimas, desa ini belum pernah mendapatkan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari pemerintah. Program Pamsimas di Desa Logede dimulai pada 12 September 2022 dan berakhir pada 30 November 2022. Opsi yang dipilih dalam penyediaan air bersih adalah pembangunan sumur permukaan komunal, yakni jenis sumur yang digunakan bersama oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sumur komunal ini mengambil air dari lapisan tanah yang dekat dengan permukaan. Proyek ini berhasil menyelesaikan fasilitas penyediaan air minum untuk satu dusun dengan total penerima manfaat sebanyak 934 jiwa dari 180 kepala keluarga yang tersebar di 145 rumah.
Namun, masalah mulai muncul pada Februari 2023, ketika beberapa penerima manfaat melaporkan bahwa air yang dihasilkan kerap keruh dan kotor. Keluhan ini memicu pengunduran diri sejumlah masyarakat dari program Pamsimas. Kelanjutan dari laporan masyarakat ini, Pemerintah Desa Logede bersama dengan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM), lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program ini, berupaya meningkatkan kualitas air dengan mengajukan bantuan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kabupaten Kebumen. Hingga kini, belum ada kepastian terkait tindak lanjut dari pengajuan bantuan tersebut. Permasalahan ini menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi Pamsimas di Desa Logede, khususnya terkait kualitas air dan respons pemerintah desa serta KPSPAM terhadap keluhan masyarakat. Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi program ini, seperti masyarakat, pemerintah desa, dan KPSPAM, dinilai lambat dalam menangani keluhan yang muncul, sehingga mendorong sebagian warga untuk membuat sumur gali secara mandiri. Perlu ada pengecekan bagaimana standar pengelolaan yang baik agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Kurangnya dana dari untuk pengelolaan progam Pamsimas, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masalah tersebut menurut Pemerintah desa setempat.
Penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana implementasi program Pamsimas di Desa Logede berjalan dan bagaimana peran serta interaksi antara aktor-aktor terkait dalam menangani masalah air bersih ini. Menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana respons pemerintah desa dan masyarakat terhadap permasalahan yang muncul dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program ini. Dengan mempelajari kasus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya dalam penyediaan layanan dalam pelaksanaanya atas dasar seperti kualitas air bersih dan sanitasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan implementasi program Pamsimas di masa depan.
B. [bookmark: _Toc203995776]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan masalah yang akan dibahas dalam proses penelitian ini, yaitu :
1. Bagimana proses implementasi kebijakan Pamsimas di Desa Logede, Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana interaksi antar aktor dalam implementasi Pamsimas di Desa Logede, Kabupaten Kebumen ?
C. [bookmark: _Toc203995777]Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin diraih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk menguraikan dan mengungkap permasalahan proses implementasi kebijakan Pamsimas di Desa Logede, Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menguraikan dan mengungkapkan permasalahan tentang interaksi antar aktor dalam implementasi Pamsimas di Desa Logede, Kabupaten Kebumen. 
D. [bookmark: _Toc203995778]Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang didapat peneliti dari penelitian ini yaitu :
1. [bookmark: _Toc203995779]Manfaat Teoritis
a. Sebagai bahan bacaan atau referensi untuk mahasiswa.
b. Sebagai salah satu data awal, informasi, atau rujukan utama bagi mahasiswa dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.
c. Sebagai rujukan dalam diskusi maupun kajian terkait pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
2. [bookmark: _Toc203995780]Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi bagi pemerintah di Balai Desa Logede untuk mengembangkan program Pamsimas. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran bagi pihak SPAM Pamsimas guna meningkatkan kualitas program.
b. Dapat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan air bersih di desa merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan agar program Pamsimas di Desa Logede dapat berjalan berkelanjutan.
c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau kajian bagi pemerintah daerah maupun pihak swasta yang berencana menerapkan program Pamsimas.
E. [bookmark: _Toc203995781]Tinjauan Pustaka
Penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi utama bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga dapat memperluas landasan teori yang digunakan untuk mendalami kajian. Peneliti menemukan studi-studi dengan tema serupa dari penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan untuk memperkaya materi kajian. Berikut adalah rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.
1. [bookmark: _Toc203995782]Kebijakan Pamsimas
Kebijakan PAMSIMAS sebagai salah satu program pemerintah untuk mengatasi permasalahan akses air minum dan sanitasi di wilayah pedesaan. Mereka menyoroti bahwa kebijakan ini diarahkan untuk mendukung target nasional 100% akses air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2025. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, yang dianggap sebagai kunci keberhasilan program ini. Namun, peneliti mencatat bahwa keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis pemerintah daerah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan air bersih masih rendah, yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam program ini (Nugroho & Setiawan, 2017).
Putri dan Wibisono (2019) menyoroti kebijakan PAMSIMAS dalam konteks kebijakan desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi di wilayah yang kurang terlayani, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang sering muncul, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya. Namun, kebijakan ini tetap dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah air bersih di daerah pedesaan jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat (Putri & Wibisono, 2019).
Rahman dan Sugiyono (2020) meneliti kebijakan PAMSIMAS dengan fokus pada proses perumusan kebijakan di tingkat nasional dan lokal. Mereka menemukan bahwa kebijakan ini didesain secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan yang seringkali diabaikan oleh program-program pembangunan lainnya. Peneliti juga mencatat bahwa kebijakan ini disusun dengan memperhatikan kerangka kebijakan internasional, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, di tingkat lokal, implementasi kebijakan sering kali tidak sesuai dengan perencanaan awal karena keterbatasan sumber daya dan masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Rahman & Sugiyono, 2020).
Yulianto dan Hartono (2019) menyoroti aspek kebijakan PAMSIMAS sebagai bagian dari agenda nasional untuk memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi. Mereka menemukan bahwa kebijakan ini berhasil diimplementasikan di beberapa wilayah pedesaan dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Faktor kunci keberhasilan kebijakan ini adalah dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola fasilitas air minum yang dibangun. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa beberapa daerah masih kesulitan dalam memelihara fasilitas tersebut, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan untuk memperkuat aspek keberlanjutan program (Yulianto & Hartono, 2019).
Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Widodo (2021) fokus pada evaluasi kebijakan PAMSIMAS sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi target air bersih dan sanitasi untuk semua. Mereka menemukan bahwa kebijakan ini telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses air bersih di wilayah pedesaan, terutama di daerah yang sebelumnya minim akses terhadap sumber air yang layak. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa ada tantangan besar dalam hal pendanaan dan dukungan teknis yang cukup di tingkat lokal. Wibowo dan Widodo merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran serta pelatihan teknis untuk pemerintah daerah agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan (Wibowo & Widodo, 2021).
2. [bookmark: _Toc203995783]Implementasi Kebijakan Pamsimas
Adi dan Susanto (2018) dalam penelitiannya mengkaji implementasi kebijakan PAMSIMAS di wilayah Jawa Timur. Mereka menemukan bahwa keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan masyarakat lokal. Melalui pendekatan partisipatif, program PAMSIMAS diharapkan mampu mengatasi masalah air bersih dan sanitasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemeliharaan fasilitas. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa di beberapa daerah, partisipasi masyarakat masih sangat rendah karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan terkait program tersebut. Ini menjadi hambatan utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Adi & Susanto, 2018).
Prasetyo dan Nugraha (2019) meneliti implementasi PAMSIMAS di Sumatera Selatan, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola dan melaksanakan program tersebut. Mereka menemukan bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antarinstansi yang terlibat, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program. Selain itu, mereka juga mencatat bahwa partisipasi masyarakat sering kali terbatas hanya pada tahap awal perencanaan, sementara dalam jangka panjang, masyarakat cenderung abai dalam memelihara infrastruktur yang sudah dibangun. Prasetyo dan Nugraha juga menekankan bahwa minimnya dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam hal pendanaan maupun pengawasan, berdampak negatif pada keberhasilan program. Mereka merekomendasikan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mendukung implementasi kebijakan ini, misalnya dengan menyediakan pelatihan kepada masyarakat tentang cara memelihara fasilitas air bersih, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana program untuk mencegah penyelewengan (Prasetyo & Nugraha, 2019).
Penelitian Wulandari dan Sari (2020) menganalisis implementasi kebijakan PAMSIMAS di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Mereka menemukan bahwa daerah-daerah yang memiliki tim pelaksana yang kompeten di tingkat lokal mampu melaksanakan program dengan lebih efektif. Namun, tantangan yang sering muncul adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis kepada masyarakat dalam memelihara fasilitas air bersih yang telah dibangun. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan penyediaan sumber daya yang memadai, seperti dana operasional untuk memastikan keberlanjutan program. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa desa yang berhasil dalam implementasi PAMSIMAS cenderung memiliki kepala desa yang proaktif dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses air bersih. Sebaliknya, di daerah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, program ini cenderung tidak berjalan dengan baik. Wulandari dan Sari merekomendasikan peningkatan kapasitas tim pelaksana lokal melalui pelatihan dan workshop, serta pentingnya evaluasi berkala oleh pemerintah pusat untuk memantau keberlanjutan program di tingkat lokal (Wulandari & Sari, 2020).
Santoso dan Hartati (2021) meneliti implementasi kebijakan PAMSIMAS di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil menyediakan akses air bersih bagi masyarakat, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun. Mereka mencatat bahwa masyarakat sering kali tidak memiliki kemampuan teknis untuk merawat fasilitas tersebut, sehingga dibutuhkan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program. Santoso dan Hartati juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat menjaga fasilitas yang telah dibangun secara mandiri (Santoso & Hartati, 2021).
Wahyudi dan Putra (2021) mengevaluasi implementasi kebijakan PAMSIMAS di beberapa desa di Kalimantan Timur. Mereka menemukan bahwa keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta yang terlibat. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya dana untuk pemeliharaan fasilitas air bersih yang telah dibangun, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam jangka panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat terlibat dalam tahap awal perencanaan dan pembangunan, mereka sering kali tidak memiliki kemampuan teknis atau kesadaran akan pentingnya pemeliharaan fasilitas. Wahyudi dan Putra merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan fasilitas dan mengadakan pelatihan berkala bagi masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan air bersih. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fasilitas air bersih yang telah dibangun melalui program PAMSIMAS. Mereka juga menekankan perlunya monitoring yang lebih ketat untuk mencegah kerusakan fasilitas akibat penggunaan yang tidak tepat atau kurangnya perawatan (Wahyudi & Putra, 2021).
Berdasarkan tinjauan-tinjauan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan akan berbeda dengan penelitian yang telah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Desa  Logede yang seharusnya progam tersebut dapat membantu dalam menangani kelangkaan sumber air bersih di desa Logede untuk seterusnya namun dalam kurun waktu kurang dalam setahun mengalami penurunan dalam kualitas air bersih, dan antusias masyarakat karena kurangnya dana dan minimnya partisipasi masyarakat dalam kurun waktu panjang. Pemerintah desa termasuk aktor-aktor desa yang terlibat dalam progam Pamsimas telah melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat terkait air bersih. Selanjutnya, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses implementasi progam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta bagaimana interaksi antar aktor  dalam progam Pamsimas.
Dari berbagai studi yang membahas tentang implementasi Pamsimas, sebagian besar fokus pada kajian implementasi kebijakan dan evaluasi program. Namun, belum ada yang mengkaji secara menyeluruh mengenai bagaimana proses tersebut berlangsung Implementasi progam Pamsimas dari awal perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan yang berkelanjutan, dan peran aktor-aktor yang terlibat dalam Pamsimas sehingga dapat mengimplentasikan progam Pamsimas dengan baik pada daerahnya.  Kurangnya perhatian terhadap aspek ini menjadi fokus utama dalam ruang lingkup penelitian ini, Seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini dibatasi pada kajian tentang implementasi. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen pada tahun 2022.
F. [bookmark: _Toc203995784]Metode Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk memakai teori yang berkaitan dengan topik peneliti yaitu teori untuk memahami dan menganalisis hasil penelitian dan jawaban atas masalah yang diteliti. Berikut teorinya:
1. [bookmark: _Toc203995785]Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini sendiri menggunakan metode kualitif dengan pendekatan studi kasus karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami proses implementasi program PAMSIMAS di Desa Logede secara menyeluruh, dengan memperhatikan dinamika sosial, partisipasi masyarakat, serta faktor kontekstual lokal yang memengaruhi keberhasilan program. Metode kualitatif memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pandangan dari para pelaksana serta penerima manfaat program, sehingga menghasilkan data yang mendalam dan bermakna. Pendekatan studi kasus dipilih karena kasus implementasi PAMSIMAS di Desa Logede bersifat spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis implementasi kebijakan berbasis masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Studi kasus memberikan kerangka untuk memahami bagaimana PAMSIMAS diterapkan, termasuk tantangan dan strategi lokal yang diadopsi untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan fokus pada Desa Logede, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor unik yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kendala program, yang pada gilirannya dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan program serupa di wilayah lain.
Menurut Kirk, dan Miller, seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan sebuah tradisi dalam ilmu sosial yang berlandaskan pada pengamatan manusia, baik segi istilah maupun cakupan wilayahnya. Penelitian ini berfokus pada membangun pemahaman dari sudut pandang individu yang dikaji secara mendalam, kemudian dirangkai menjadi gambaran holistik yang kompleks melalui penggunaan kata-kata (Moleong, 2007).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti data yang disajikan berbentuk kata-kata, penjelasan, atau gambar, bukan angka. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, atau perilaku yang diamati.
Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan studi kasus untuk memahami dan menafsirkan pengelolaan Desa Logede pada tahun 2022, yang menjadi fokus utama kajian. Studi kasus digunakan untuk menyelidiki dan memahami peristiwa atau masalah tertentu melalui analisis yang rinci, tajam, dan mendalam. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi masalah yang muncul. (Creswell, 2010)
2. [bookmark: _Toc203995786]Sumber dan Jenis Data
Menurut Moleong, sumber data dalam penelitian mengacu pada subjek dari manadata diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu :
a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh penliti dan berfungsi sebagai data utama atau pokok. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi :
· Kepala Desa Logede (Imdad Durokhman, S.E): Sebagai pemimpin desa, Kepala Desa memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebijakan lokal, pengambilan keputusan, serta dinamika sosial masyarakat yang memengaruhi implementasi program.
· Sekretaris Desa (Eni Kurniasih): Berperan dalam administrasi desa dan terlibat langsung dalam dokumentasi serta pengelolaan data terkait program PAMSIMAS.
· Ketua Pokmas (Mahmudin): Sebagai pimpinan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mengelola program, Mahmudin memiliki wawasan mendalam tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan fasilitas yang dibangun.
· Perwakilan Dinas PU (Andri Kusyowo, S.T): Mewakili pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab dalam pendampingan teknis dan pengawasan program.
· Masyarakat (Muhyanto): Sebagai penerima manfaat langsung, informan ini memberikan perspektif tentang dampak program, partisipasi masyarakat, dan tantangan yang dihadapi di tingkat komunitas.
· Masyarakat (Siti Muntasiroh : Sebagai penerima manfaat langsung, informan ini memberikan perspektif tentang dampak program, partisipasi masyarakat, dan tantangan yang dihadapi di tingkat komunitas.
Pemilihan informan ini didasarkan pada peran strategis mereka dalam implementasi PAMSIMAS. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dipilih karena keterlibatan mereka dalam proses kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Ketua Pokmas dipilih karena merupakan aktor kunci dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat. Perwakilan Dinas PU memberikan sudut pandang pemerintah daerah, khususnya dari aspek teknis dan kebijakan pendukung. Sementara itu, masyarakat (Muhyanto) dipilih untuk mendapatkan data dari perspektif penerima manfaat langsung, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang dampak program terhadap kehidupan sehari-hari.
Pemilihan informan yang beragam ini memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi dan validitas data. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait implementasi PAMSIMAS di Desa Logede.
b. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi atau mendukung data utama. Sumber data sekunder meliputi dokumen, buku, jurnal penelitian, artikel, majalah ilmiah, serta publikasi resmi dari pemerintah yang relevan dengan topik penelitian ini.
3. [bookmark: _Toc203995787]Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat guna menjawab pertanyaan penelitian, yaitu :
a. Wawancara
Wawancara merupakan proses interaksi berupa percakapan antara dua pihak atau lebih, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada individu atau kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari narasumber yang telah ditentukan, baik secara umum maupun secara mendalam jika diperlukan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pengawas Pamsimas di tingkat kecamatan, Kepala Desa Logede, perangkat desa, ketua lembaga POKMAS, serta tokoh masyarakat.
Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan terbuka sebagai salah satu metode pengumpulan data, sesuai dengan pendekatan penelitian yang sangat bergantung pada pemahaman peneliti serta data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.
Pemilihan informan dilakukan dengan teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan, mempertimbangkan situasi dan kondisi informan, serta didasarkan pada kriteria tertentu dan faktor-faktor yang berada di luar kendali peneliti.
b. Observasi 
Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung mengamati, mendengarkan, merasakan, dan memahami objek, situasi, serta konteks yang relevan dengan topik penelitian.
Peneliti akan berpartisipasi secara aktif dengan mengamati berbagai aspek pengelolaan program Pamsimas, termasuk implementasi program dalam konteks pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengembangan organisasi, tingkat partisipasi masyarakat, serta fasilitas yang mendukung keberlangsungan program. Observasi dilakukan dengan mengunjungi kantor terkait atau berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program di Desa Logede.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Teknik ini digunakan untuk menganalisis serta memahami fenomena yang tercermin dalam dokumen, sehingga dapat mendukung penjelasan atas masalah penelitian. Selain itu, dokumentasi berperan dalam mengonfirmasi, membandingkan, atau memperjelas data yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi.
4. [bookmark: _Toc203995788]Teknik Analisis Data
Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Pertama, reduksi data merupakan proses memilah dan menyaring data, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan informasi yang diperoleh di lapangan terkait pelaksanaan program Pamsimas di Desa Logede pada tahun 2022. Peneliti akan fokus pada aspek-aspek utama yang relevan dengan tujuan penelitian, terutama yang berkaitan dengan program Pamsimas di Desa Logede. Proses reduksi data dilakukan untuk membantu peneliti memahami data yang terkumpul dengan lebih baik sekaligus mempermudah pengumpulan data tambahan jika diperlukan.
Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam berbagai format seperti narasi deskriptif, matriks, diagram, tabel, dan lain-lain. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan.
Ketiga, tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan akhir dibuat setelah seluruh tahapan selesai. Meskipun demikian, kesimpulan sementara dapat dirumuskan selama proses penelitian berlangsung dan terus dikembangkan hingga menghasilkan kesimpulan akhir yang kuat berdasarkan data yang telah direduksi dan disusun secara sistematis.
G. [bookmark: _Toc203995789]Sistematika Penulisan
Dalam sebuah karya ilmiah, tentu saja harus mengikuti kaidah-kaidah dan pedoman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini dibagi ke dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis dan terstruktur, di antaranya:
BAB I     PENDAHULUAN
Dalam bab ini diisi oleh latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II    KAJIAN TEORI
Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai teori implementasi pamsimas yang digunakan untuk melihat permasalahan penelitian.
BAB III   GAMBARAN OBJEK PENELITIAN
Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang akan diteliti yang dalam hal ini yaitu Desa Logede yang terdiri dari sejarah berdirinya desa secara umum, lembaga pemerintah desa, kondisi geografis, kependudukan, kondisi ekonomi Desa Logede.
BAB IV   HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian, yang mencakup proses pelaksanaan serta interaksi antar aktor dalam penerapan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Logede.
BAB V     ANALISIS DATA
	Dalam bab ini berisi tentang analisa dari pembahasan bab sebelumnya yang menghubungkan hasil pembahasan dengan teori implementasi Grindle. Tujuan analisa ini adalah memahami kebijakan Pamsimas dalam implementasi progam tesebut.
BAB VI PENUTUP
Dalam bab ini memuat kesimpulan serta hasil temuan data yang telah diteliti, disertai dengan rekomendasi untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.


[bookmark: _Toc203995790]BAB II
[bookmark: _Toc203995791]Implementasi Kebijakan Pamsimas

Pada penelitian ini, penulis berusaha memakai teori-teori tentang Collaborative Governance. Hal itu dikarenakan, peneliti ini memiliki fokus terhadap tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat langsung yang berdampak langsung dengan perkembangan dan kesejahteraan desa Logede. Pemerintah daerah dan masyarakat desa Logede harus mengetahui urgensi tentang pentingnya air bersih dan sanitasi untuk kesejahteraan masyarakat. Teori yang digunakan selanjutnya ialah teori kebijakan publik yang memberikan penjelasan mengenai pengertian, dan konsep, serta tujuan dari PAMSIMAS.
A. [bookmark: _Toc203995792]Tinjauan Konseptual tentang Kebijakan Publik
1. [bookmark: _Toc203995793]Pengertian kebijakan publik
Kebijakan publik merupakan salah satu konsep utama dalam studi administrasi publik dan ilmu politik, karena berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah merespons berbagai permasalahan masyarakat. Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor-aktor pemerintah untuk mengatasi persoalan publik melalui penyusunan program, pengalokasian sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu. 
Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi instrumen utama untuk mengatasi kesenjangan sosial dan memperluas akses pelayanan dasar, seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya, program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah bentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat pedesaan dan peri-urban. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, pemerintah mencoba mendorong partisipasi aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur air dan sanitasi.
Kebijakan publik juga bersifat kompleks karena melibatkan banyak aktor dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan publik memerlukan pendekatan sistemik untuk memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan oleh Merilee S. Grindle menjadi sangat relevan karena menekankan pentingnya memahami kebijakan dari sisi implementasinya, bukan hanya dari isi kebijakannya.
Menurut Grindle kebijakan publik bukan hanya teks normatif yang bersifat ideal, melainkan proses sosial-politik yang penuh dengan tawar-menawar, konflik, dan kompromi di antara para aktor. Ia menekankan bahwa hasil akhir dari sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks implementasinya. Ini berarti bahwa pemahaman mengenai kebijakan publik harus mencakup pula dinamika pelaksanaan, bukan sekadar melihat dokumen kebijakan secara legalistik. (Grindle, 1980)
Dengan demikian, pemahaman terhadap kebijakan publik harus bersifat komprehensif, mencakup berbagai dimensi, mulai dari perumusan hingga pelaksanaan. Dalam kaitannya dengan penelitian PAMSIMAS, kebijakan publik dilihat sebagai alat pemerintah untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan di tingkat lokal.
2. [bookmark: _Toc203995794]Tujuan dan karakteristik kebijakan publik
Tujuan dari kebijakan publik dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, kebijakan publik dapat diarahkan untuk mengatasi permasalahan yang mendesak, seperti kekurangan air bersih atau sanitasi yang buruk. Sedangkan dalam jangka panjang, kebijakan publik dirancang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas institusional, dan menciptakan tatanan sosial yang lebih inklusif. Dalam konteks PAMSIMAS, tujuan jangka pendek adalah memberikan akses air minum kepada masyarakat pedesaan, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mendorong perubahan perilaku hidup sehat dan memperkuat kelembagaan pengelolaan air di tingkat lokal. Pertama, kebijakan publik merupakan produk dari keputusan politik. Ini berarti bahwa proses pembentukan kebijakan melibatkan dinamika kekuasaan dan pertukaran kepentingan antar aktor. Kedua, kebijakan publik memiliki dampak luas terhadap masyarakat karena menyangkut distribusi sumber daya dan pelayanan. Ketiga, kebijakan publik bersifat otoritatif karena dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki legitimasi formal seperti pemerintah pusat maupun daerah. Keempat, kebijakan publik bersifat dinamis karena selalu berada dalam tekanan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
Merilee S. Grindle dalam teorinya menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada tujuan atau konten kebijakan, tetapi juga pada konteks implementasi. Grindle (1980) menyatakan bahwa isi kebijakan (content of policy) haruslah jelas, realistis, dan konsisten dengan kondisi lokal. Namun, yang tidak kalah penting adalah konteks implementasi (context of implementation), yang mencakup kapasitas birokrasi, dukungan politik, tingkat partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan lokal. Dalam banyak kasus, kebijakan publik yang ideal sekalipun dapat gagal jika implementasinya tidak didukung oleh kondisi yang memadai. (Grindle, 1980)
Oleh karena itu, memahami tujuan dan karakteristik kebijakan publik harus mencakup pula penilaian terhadap sejauh mana kebijakan tersebut mampu diimplementasikan secara efektif. Dalam studi kebijakan publik modern, pendekatan yang menggabungkan aspek teknokratis dan politis menjadi semakin penting. Hal ini sesuai dengan pendekatan Grindle yang melihat implementasi kebijakan sebagai arena tarik-menarik antar berbagai aktor dan kepentingan.
Sebagai contoh, dalam program PAMSIMAS, meskipun desain kebijakannya sudah mempertimbangkan prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, tidak jarang di lapangan terjadi permasalahan seperti rendahnya partisipasi warga, lemahnya kapasitas lembaga pengelola air, serta kurangnya dukungan dari aparat desa. Semua ini menunjukkan bahwa karakteristik kebijakan publik yang kompleks membutuhkan pemahaman yang holistik dari sisi perumusan hingga implementasinya.
3. [bookmark: _Toc203995795]Siklus kebijakan publik
Siklus kebijakan publik adalah model analitis yang digunakan untuk memahami proses-proses yang terjadi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Meskipun kenyataannya proses kebijakan tidak selalu berjalan secara linier, model siklus ini berguna untuk memetakan tahapan-tahapan yang biasa dilewati oleh suatu kebijakan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, di mana pemerintah atau kelompok masyarakat mengenali adanya isu yang perlu diatasi. Tahap ini sangat penting karena kebijakan yang baik haruslah berangkat dari masalah nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam program PAMSIMAS, misalnya, masalah yang diangkat adalah rendahnya akses masyarakat pedesaan terhadap air bersih dan sanitasi layak. Setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah penetapan agenda, yaitu proses politik di mana isu tersebut dimasukkan dalam prioritas pemerintah. Tidak semua masalah bisa masuk dalam agenda kebijakan karena adanya keterbatasan sumber daya dan konflik kepentingan. Tahap ketiga adalah perumusan kebijakan, yang melibatkan perancangan berbagai alternatif solusi atas masalah yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, peran ahli kebijakan, teknokrat, dan lembaga perencana sangat besar. Selanjutnya, legitimasi kebijakan diperlukan agar kebijakan yang telah dirumuskan mendapat pengakuan dan dukungan legal-politik. Ini bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan atau keputusan kepala daerah. Setelah mendapat legitimasi, kebijakan masuk ke tahap implementasi.
Dalam konteks inilah teori Merilee S. Grindle sangat relevan. Grindle menempatkan tahap implementasi sebagai tahap yang sangat krusial dalam siklus kebijakan. Menurutnya, meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, namun implementasi kebijakan bisa gagal jika tidak mempertimbangkan aspek-aspek kontekstual. Grindle membagi implementasi ke dalam dua faktor utama: isi kebijakan (content) dan konteks implementasi (context). Isi kebijakan meliputi sejauh mana kebijakan itu jelas, realistis, dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Sementara konteks implementasi meliputi dukungan politik, kapasitas lembaga pelaksana, kondisi sosial-budaya masyarakat, serta dinamika aktor pelaksana. (Grindle, 1980)
B. [bookmark: _Toc203995796]Teori Implementasi Kebijakan
1. [bookmark: _Toc203995797]Pengertian implementasi
Implementasi dapat diartikan sebagai proses penerjemahan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata yang diharapkan dapat memberikan dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi menjadi jembatan antara teori dan praktik, di mana kebijakan yang ideal dalam dokumen harus dapat direalisasikan dalam kondisi lapangan. Proses ini melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Merilee S. Grindle implementasi kebijakan bukan semata-mata tentang eksekusi teknis, melainkan suatu proses politis yang penuh dengan negosiasi dan kompromi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan kapasitas yang berbeda. Grindle menegaskan bahwa “Policy implementation is a political and administrative process involving conflict, negotiation, bargaining and the allocation of resources.”. Pernyataan ini menekankan bahwa implementasi harus dilihat sebagai suatu arena di mana pengambilan keputusan operasional tidak lepas dari dinamika politik dan administrasi. (Grindle, 1980)
Lebih jauh, implementasi kebijakan mencakup adaptasi terhadap kondisi lapangan yang dinamis. Proses ini sering kali membutuhkan modifikasi kebijakan atau penyesuaian strategi agar sesuai dengan situasi konkret di masyarakat. Hal ini menuntut para pelaksana kebijakan untuk tidak kaku, melainkan responsif terhadap kondisi yang berubah, sehingga tujuan kebijakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai target yang telah dirumuskan. Di sisi lain, implementasi juga merupakan proses yang berkelanjutan. Mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, implementasi mencakup serangkaian kegiatan yang berurutan dan saling terkait. Setiap tahapan memiliki tantangan tersendiri yang harus dikelola dengan cermat agar tidak terjadi disrupsi dalam mewujudkan program kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap implementasi harus mempertimbangkan seluruh rangkaian proses dan interaksinya. 
Akhirnya, implementasi merupakan cermin dari realitas kebijakan publik di lapangan. Tanpa adanya proses implementasi yang efektif, kebijakan yang ideal sekalipun tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Proses ini menjadi ujian bagi efektivitas perencanaan dan kualitas tata kelola administrasi pemerintah, sekaligus menunjukkan sejauh mana visi dan misi kebijakan dapat diwujudkan.
Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa studi implementasi harus mendapatkan perhatian serius dalam analisis kebijakan publik, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti PAMSIMAS. Melalui pemahaman mendalam akan definisi dan ruang lingkup implementasi, para peneliti dan praktisi dapat merancang strategi yang lebih adaptif, partisipatif, dan realistis dalam menghadapi kompleksitas implementasi kebijakan di lapangan.
2. [bookmark: _Toc203995798]Pentingnya studi implementasi dalam kebijakan publik
Studi implementasi sangat penting dalam kebijakan publik karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan dioperasionalkan dan berdampak pada masyarakat. Meskipun perumusan kebijakan sering kali mengandung visi ideal dan pernyataan tujuan yang ambisius, tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tersebut tetap berada di atas kertas. Evaluasi dan studi implementasi mengungkap gap antara perencanaan dan realisasi di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. 
Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih perencanaannya, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Grindle menunjukkan bahwa aspek implementasi mengandung dinamika politik dan administrasi yang kompleks, di mana berbagai aktor harus bersinergi untuk menerjemahkan isi kebijakan ke dalam tindakan nyata. Dengan demikian, studi implementasi memungkinkan pengidentifikasian kendala-kendala yang menghambat efektivitas kebijakan dan menyediakan insight untuk solusi yang lebih praktis.
Studi implementasi juga bermanfaat sebagai alat evaluasi, karena memberikan informasi tentang apakah sasaran kebijakan telah tercapai. Melalui analisis tahap demi tahap proses implementasi, para peneliti dapat menentukan faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan suatu program. Hal ini sangat penting untuk perbaikan dan reformulasi kebijakan di masa depan, terutama dalam konteks program-program pembangunan yang bersifat kompleks seperti PAMSIMAS. Dengan demikian, studi implementasi berperan sebagai jembatan evaluatif antara teori dan praktik kebijakan.
Selain memberikan gambaran evaluatif, studi implementasi juga berperan sebagai proses pembelajaran bagi para pembuat kebijakan. Dengan memahami tantangan di lapangan, pemerintah dan lembaga terkait dapat merumuskan strategi mitigasi dan inovasi dalam pengelolaan program. Pembelajaran ini sangat berguna dalam konteks negara berkembang di mana sumber daya sering terbatas dan kendala struktural kerap menjadi hambatan utama. Informasi yang didapatkan dari studi implementasi dapat digunakan untuk merancang program yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Kebutuhan akan studi implementasi semakin mendesak di tengah kompleksitas permasalahan modern, yang mencakup dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berubah. Kebijakan publik harus dikaji tidak hanya dari segi perencanaannya tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya, sebab di sinilah letak realisasi dampak yang sesungguhnya. Dengan demikian, studi implementasi berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi proses pemerintahan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
Akhirnya, studi implementasi memberikan ruang bagi inovasi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang memungkinkan munculnya solusi kreatif untuk kendala yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada analisis kendala, tetapi juga pada pengidentifikasian peluang untuk peningkatan efektivitas program kebijakan.
3. [bookmark: _Toc203995799]Fakto-faktor yang mempengarui implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Pertama, faktor isi kebijakan (policy content) memegang peranan penting, karena kejelasan tujuan, konsistensi strategi, serta kecocokan antara rencana dan kebutuhan lapangan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik harus memiliki arah yang jelas dan mekanisme yang terukur untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 
Menurut Grindle, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut realistis dan sesuai dengan kondisi lokal. Grindle menekankan pentingnya keselarasan antara konten kebijakan dan kapasitas organisasi pelaksana. Jika isi kebijakan terlalu ambisius tanpa didukung oleh sumber daya dan kapasitas yang memadai, maka pelaksanaannya akan mengalami kesulitan. Hal ini menimbulkan gap antara tujuan ideal yang telah ditetapkan dan realitas di lapangan. 
Faktor kedua adalah konteks implementasi, yang mencakup kondisi politik, administrasi, dan sosial budaya di lingkungan pelaksanaan kebijakan. Konteks yang kondusif dapat mendukung tercapainya hasil yang optimal, sedangkan kondisi yang kurang mendukung justru dapat menghambat proses implementasi. Misalnya, dukungan politik dari pimpinan daerah dan partisipasi aktif masyarakat merupakan indikator penting dalam keberhasilan program PAMSIMAS di tingkat desa. Lingkungan yang stabil dan dukungan lintas sektoral membantu proses implementasi berjalan lebih lancar.
Faktor ketiga adalah kapasitas kelembagaan. Kapasitas ini meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, dan sistem operasional yang dimiliki oleh lembaga pelaksana kebijakan. Kapasitas kelembagaan yang kuat memungkinkan adaptasi dan respons yang cepat terhadap tantangan yang muncul selama proses implementasi. Seperti dijelaskan oleh Grindle, salah satu hambatan utama dalam implementasi adalah keterbatasan kapasitas aparat pemerintah yang harus mengelola berbagai tekanan dan tuntutan dari lapangan. Kelemahan dalam kapasitas lembaga sering kali mengakibatkan pelaksanaan kebijakan yang tidak maksimal.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar aktor juga merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat dan sektor swasta. Mekanisme koordinasi yang efektif memungkinkan informasi berjalan dengan lancar dan permasalahan dapat segera ditangani. Tanpa adanya koordinasi yang baik, kebijakan berpotensi terfragmentasi dan tidak terintegrasi, sehingga mengurangi efektivitas keseluruhan program.
Terakhir, kondisi eksternal seperti dinamika ekonomi, politik nasional, serta faktor lingkungan juga memberikan dampak signifikan terhadap implementasi kebijakan. Faktor eksternal ini sulit dikendalikan oleh pelaksana kebijakan, namun harus diakomodir dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kebijakan yang adaptif adalah yang mampu menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal ini melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. (Grindle)
Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan harus dikaji secara komprehensif untuk memahami keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan. Dengan memahami faktor-faktor ini, peneliti dan praktisi kebijakan dapat mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan intervensi serta merancang strategi penguatan implementasi. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks program PAMSIMAS, di mana hasil pelaksanaan sangat bergantung pada kesiapan dan respons berbagai elemen di lapangan.
C. [bookmark: _Toc203995800]Pamsimas dalam Perspektif Kebijakan Publik
1. [bookmark: _Toc203995801]Latar belakang progam Pamsimas secara nasional
Program PAMSIMAS merupakan program nasional yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons atas rendahnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi, khususnya di wilayah perdesaan. Sejak awal pelaksanaannya pada tahun 2008, program ini dirancang untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) dan dilanjutkan sebagai upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 6: "Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua."
Latar belakang utama peluncuran program ini adalah masih tingginya angka masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan air minum yang layak dan fasilitas sanitasi yang memadai. Berdasarkan data Bappenas dan Kementerian Kesehatan (2015), sekitar 30% masyarakat Indonesia di daerah perdesaan masih mengandalkan sumber air tidak terlindungi, sementara lebih dari 50% rumah tangga tidak memiliki akses sanitasi yang sehat. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.
Menurut Nasution (2017), Pamsimas merupakan jawaban atas tantangan besar dalam sektor air dan sanitasi, dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi berbasis masyarakat. Program ini didukung oleh kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Dunia, serta komunitas lokal. Keterlibatan multi-pihak ini bertujuan menciptakan sinergi dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang berkualitas serta berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan dan pendanaan, sementara masyarakat menjadi aktor pelaksana di lapangan, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab jangka panjang terhadap infrastruktur yang dibangun.
Secara keseluruhan, latar belakang program Pamsimas dapat dipahami sebagai kombinasi antara kebutuhan nyata masyarakat, kegagalan pendekatan sebelumnya yang top-down, serta dorongan global untuk meningkatkan kualitas hidup melalui akses air bersih dan sanitasi yang layak. Oleh karena itu, keberadaan Pamsimas bukan sekadar program pembangunan infrastruktur, melainkan juga sebagai upaya membangun sistem sosial dan kelembagaan di tingkat desa agar mampu mandiri dalam pengelolaan layanan dasar tersebut.
2. [bookmark: _Toc203995802]Tujuan dan sasaran progam
Tujuan utama dari program PAMSIMAS adalah meningkatkan akses masyarakat, khususnya kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota, terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar menyediakan infrastruktur fisik, program ini juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola sistem air minum dan sanitasi secara mandiri.
Menurut Kementerian PUPR (2020), sasaran program PAMSIMAS mencakup: (1) peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak; (2) peningkatan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS); (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan; serta (4) peningkatan keberlanjutan sistem pengelolaan air dan sanitasi di tingkat komunitas. Fokus pada perubahan perilaku dan partisipasi aktif menunjukkan bahwa program ini memiliki pendekatan yang holistik dan tidak hanya terfokus pada output fisik. PAMSIMAS juga menyasar penguatan kapasitas kelembagaan lokal, seperti Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS). Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional, pemeliharaan, dan keberlanjutan sistem. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengelola utama yang memiliki pengetahuan teknis dan kemampuan administratif. (Slamet, 2008)
Sasaran program juga mencakup kelompok rentan, seperti rumah tangga miskin, perempuan, dan anak-anak. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, program ini menerapkan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Partisipasi perempuan, misalnya, diutamakan dalam kegiatan musyawarah, pelatihan, dan pengelolaan sistem air, karena merekalah yang paling terdampak dari masalah ketersediaan air dan sanitasi di tingkat rumah tangga.
Dengan cakupan sasaran yang luas dan tujuan yang berlapis, program PAMSIMAS menjadi instrumen strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan penguatan kapasitas desa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan dan sasaran program ini menjadi krusial dalam menilai efektivitas pelaksanaannya di berbagai daerah.
3. [bookmark: _Toc203995803]Prinsip-prinsip berbasis masyarakat dalam kebijakan air minum dan sanitasi
Salah satu ciri khas utama dari PAMSIMAS adalah pendekatan berbasis masyarakat (community-based approach), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dan bukan sekadar objek pembangunan. Pendekatan ini berpijak pada prinsip bahwa keberhasilan dan keberlanjutan program layanan dasar, seperti air minum dan sanitasi, hanya dapat dicapai jika masyarakat memiliki rasa kepemilikan (sense of ownership), kontrol, serta kemampuan untuk mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan. (Narayan, 1995)
Prinsip lain yang fundamental adalah keberlanjutan. Dalam konteks PAMSIMAS, keberlanjutan tidak hanya berarti keberlanjutan teknis (pemeliharaan sistem), tetapi juga finansial (pembiayaan operasional), kelembagaan (fungsi organisasi), dan lingkungan (konservasi sumber daya air). Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk menetapkan iuran, mengelola keuangan, serta membentuk aturan internal sebagai bentuk komitmen kolektif terhadap kelangsungan layanan.
Selain itu, prinsip inklusivitas dan kesetaraan juga menjadi pondasi dalam kebijakan air minum berbasis masyarakat. PAMSIMAS menekankan bahwa semua warga, tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan, harus mendapat manfaat dari program ini. Inklusivitas ini tidak hanya dalam hal akses, tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Perempuan, misalnya, didorong untuk terlibat dalam kepengurusan KPSPAMS, karena peran mereka sangat penting dalam manajemen air rumah tangga.
Terakhir, prinsip akuntabilitas dan transparansi menuntut masyarakat untuk menyelenggarakan program secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pengeluaran, keputusan, dan kegiatan program harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh warga. Hal ini membangun kepercayaan dan menjamin keberlangsungan program karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Dengan prinsip-prinsip ini, kebijakan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat diharapkan menjadi model pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
[bookmark: _Toc203995804]D.  Kerangka Pemikiran Penelitian
1. [bookmark: _Toc203995805]Bagan kerangka pikir berbasis teori Grindle
Bagan kerangka pikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, khususnya melalalui pendekatan yang dikenal dengan model implementasi Top-down dan Bottom-up  dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalma moden Grindle, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua kategori besar, yaitu:
· Content of Policy (Isi Kebijakan)
· Context of Implementation (Konteks Pelaksanaan)
Bagan kerangka pikir penelitian ini secara visual akan menggambarkan bagaimana kedua kategori tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis implementasi Progam Pamsimas di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian
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2. [bookmark: _Toc203995806]Penjelasan hubungan antar konsep
Peneliti menggunakna teori Grindle sebagai landasan dalam membangun kerangka pikir penelitian ini karena pendekatan ini mampu menjelaskan implementasi kebijakan publik secara lebih komprehensif, khususnya dalam progam yang melibatkan aktor loka dan masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi Progam Pamsimas dianalisis melalui dua penekeatan konseptual utama : isi kebijakan dan konteks pelaksanaan. Pada sisi isi kebijakan (content of   policy), peneliti memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan program PAMSIMAS sangat ditentukan oleh seberapa jelas dan relevan tujuan kebijakan tersebut dirumuskan. Peneliti mengkaji aspek-aspek seperti tujuan kebijakan, manfaat yang ditargetkan, serta keterlibatan aktor-aktor kunci dan ketersediaan sumber daya yang dialokasikan. Kejelasan peran dan tanggung jawab antar pihak menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana struktur kebijakan mendukung tercapainya tujuan program. 
Sementara itu, dalam konteks pelaksanaan (context of implementation), peneliti menilai bahwa faktor lingkungan sosial, politik, dan kelembagaan lokal sangat memengaruhi bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam tindakan konkret di lapangan. Peneliti mengamati dinamika antara pelaksana program, pemerintah desa, masyarakat penerima manfaat, serta strategi yang diambil untuk mengatasi tantangan selama pelaksanaan. Dalam konteks ini, peneliti menekankan pentingnya kualitas birokrasi lokal, dukungan politik dan sosial, serta adanya partisipasi aktif masyarakat sebagai prasyarat bagi terciptanya keberlanjutan program. Keterkaitan antar konsep dalam kerangka pikir ini dilandasi oleh pandangan bahwa isi kebijakan yang baik tidak akan efektif jika tidak ditopang oleh konteks pelaksanaan yang mendukung, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, peneliti memosisikan kedua aspek ini secara seimbang dalam kerangka pikir. Hal ini menjadi pijakan bagi peneliti dalam menganalisis realitas di lapangan, khususnya bagaimana implementasi Program PAMSIMAS di Desa Logede dapat dipahami dalam kerangka yang sistematis dan teoritis.
Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam pelaksanaan program, sekaligus memberikan rekomendasi yang berbasis data dan teori untuk peningkatan efektivitas implementasi kebijakan serupa di masa mendatang.
[bookmark: _Toc203995807]BAB III
[bookmark: _Toc203995808]DESA LOGEDE

A. [bookmark: _Toc203995809]Gambaran Umum Wilayah Penelitian
1. [bookmark: _Toc203995810]Lokasi geografis Desa Logede
Desa Logede adalah salah satu desa di Kecamatan Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Daerah ini memliki potensi tanah liat yang sangat bagus untuk dijadikan bahan bangunan berupa Genteng Sokka dan Batu Bata. Sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai buruh pabrik genteng dan tanah liat, buruh tani, dan pedagang. Produk genteng yang terkenal di desa Logede adalah genteng HKM Sokka, SHS Sokka, MM Sokka, MS Sokka dan beberapa merek dagang lainnya. Selain itu desa Logede juga ada lumayan banyak warga yang membuat tahu dan tempe. Beberapa produk tersebut sudah terpasarkan sampai di pasar-pasar yang ada di Kebumen.
[bookmark: _Toc201752590]Gambar 1. Peta Desa Logede
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[bookmark: _Toc201735743]Tabel 3. 1 Letak Geografis Desa Logede
	Batas Wilayah Desa Logede

	Sebelah Utara
	Desa Kebulusan

	Sebelah Timur 
	Desa Kuwahyun

	Sebelah Barat   
	Desa Giwangretno

	Sebelah Selatan
	Desa Bumiharjo



Sumber : Arsip Dokumen Desa Logede

Kewilayahan
Jumlah Dusun : 4 Dusun
Jumlah RW	 : 5 RW
Jumlah RT	 : 18 RT
Desa Logede memeliki topografi yang beragam, terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah terutama digunakan untuk kegiatan pertanian, sementara perbukitan lebih jarang dimanfaatkan	 untuk permukiman atau lahan pertanian karena kemiringannya. Wilayah ini cukup subur berkat keberadaan tanah aluvial dan tanah vulkanik, yang mendukung produktivitas pertanian. Desa Logede berada di wilayah dengan iklim tropis, yang ditandai dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung dari bulan Oktober hingga Maret, sementara musim kemarau terjadi dari April hingga September. Suhu rata-rata berkisar antara 24°C hingga 32°C dengan kelembapan yang cukup tinggi.
Desa Logede dapat diakses melalui jalan-jalan desa yang terhubung dengan jalan utama di Kecamatan Pejagoan. Kondisi jalan umumnya baik, meskipun beberapa jalan desa mungkin mengalami kerusakan terutama setelah musim hujan. Transportasi umum tersedia dalam bentuk angkutan pedesaan, namun kendaraan pribadi lebih umum digunakan oleh penduduk.
2. [bookmark: _Toc203995811]Demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat
Berdasarkan data yang didapatkan dari Kelurahan Desa Logede pada tahun 2023, data kependudukan berdasarkan jenis kelamin yaitu terdiri dari 1.062 KK, dan dengan pembagian sebagai berikut ini :
[bookmark: _Toc201735744]Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk
 (
Su
mber : Arsip Dokumen Desa Loge
de
 2022
)[image: ]

Berdasarkan tabel diatas tersebut, bisa dilihat jumlah penduduk desa Logede yaitu 3.532 jiwa yang berada di 5 RW 18 RT.

[bookmark: _Toc201735745]Tabel 3. 3 Jenis Kelamin Penduduk Desa Logede
Sumber : SIDesa Jawa Tengah 		
 (
No
KLASIFIKASI
KK
%
1
Kaya
187
17,6 %
2
Menengah
517
48,7 %
3
Miskin
358
33,7 %
Tabel 3. 
4
 Kondisi Ekonomi Masyarakat
)Untuk di desa Logede sendiri menurut data kependudukan yang diambil dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2020 tentang jenis kelamin. Jumlah pria dan wanita memiliki jumlah yang hampir sama.

Meskipun begitu, desa masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, teknologi pertanian yang kurang maju, dan modal usaha yang terbatas. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi kunci penting dalam mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. [bookmark: _Toc203995812]Profil Desa Logede
1. [bookmark: _Toc203995813]Sistem pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cukup tepat dalam pengaturannya tentang entitas pemerintah desa. Sesuai dengan undang-undang ini , kepala desa dan perangkat desa yang menjadi unsur penyelenggara pemerintah desa merupakan susunan lembaga pemerintahan desa. 
 (
Gambar 
2
. Pemerintah Desa Logede
)[image: ]





Sumber : Arsip Dokumen Desa Logede

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa yang dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Badang Permusyawaratan Desa (BPD).



[bookmark: _Toc201735747]Tabel 3. 5 Struktur Pemerintah Desa Logede
	SUSUNAN LEMBAGA PEMERINTAH DESA LOGEDE

	Dasar Hukum Pembentukan
	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

	Jumlah Aparat Pemerintah
	16

	Jumlah Perangkat Desa
	11

	Kepala Desa
	Imdad Durokhman, S.E.

	Sekretaris Desa
	Eni Kurniasih

	Kaur Tata Usaha dan Perencanaan
	Agung Sriyuno

	Kaur Keuangan 
	Samijo

	Kasi Pemerintahan
	Wariso

	Kasi Pelayanan
	Mustanginum

	Kasi Kesra
	Muhyanto

	Kadus 1
	Parijo

	Kadus 2 
	Purwandi

	Kadus 3
	M. Saerful Wahid

	Kadus 4 
	Slamet Waluyo



Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (PBD). PBD merupakan penyambung lidah masyarakat desa dan menjadi parlemen di pemerintah desa. Anggota BPD wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara  demokratis. Adapun susunan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Logede, adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc201735748]Tabel 3. 6 Susunan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Logede
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOGEDE

	Ketua 
	A. Arief Efendi (RW 03)

	Anggota
	Nur Salim (RW 01)

	Anggota 
	Priyono (RW 04)

	Anggota 
	Siti Rohimah (Rw 02/ Keterwakilan Perempuan)

	Anggota
	Agus Salim Al Amin (RW 05)


Adapun visi dan misi Desa Logede, adalah sebagai berikut:
a) Visi
“Terselenggaranya pemerintah yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa Logede yang demoktratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan.”
b) Misi
1) Mewujudkan pelayanan yang professional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan transparan
2) Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai
3) Meningkatkan potensi dan daya dukung dan lingkungan untuk menciptakan peluang usaha
4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan partisipatif ramah lingkungan
5) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemeintah dan non pemerintah.
2. [bookmark: _Toc203995814]Infrastruktur dasar dan pelayanan publik
a)  Infrastruktur Dasar 
1) Jalan dan aksesbilitas
Desa Logede telah memiliki infrastruktur jalan yang cukup memadai. Jalan penghubung antar dusun dan akses ke jalan utama Kecamatan Pejagoan telah diperkeras, sebagian besar sudah beraspal atau dicor beton. Jalan ini memfasilitasi aktivitas warga, khususnya dalam hal transportasi hasil pertanian dan akses pendidikan. Namun demikian, belum tersedianya layanan transportasi umum seperti angkot atau bus desa menjadi salah satu kendala mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok usia lanjut dan pelajar tanpa kendaraan pribadi.
2) Jaringan listrik
Layanan listrik dari PLN telah menjangkau hampir seluruh wilayah desa, dengan lebih dari 1.100 rumah tangga yang teraliri listrik. Selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, jaringan listrik juga mendukung kegiatan ekonomi seperti industri rumah tangga, pertukangan, serta penerangan jalan desa. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas dan keamanan lingkungan.
3) Sistem air bersih dan sanitasi
Sebagian besar warga masih mengandalkan sumber air tanah melalui sumur gali atau pompa untuk keperluan konsumsi dan mandi. Dalam beberapa tahun terakhir, program nasional seperti PAMSIMAS telah membantu menyediakan akses air bersih melalui pipanisasi dan sistem gravitasi. Untuk sanitasi, hampir seluruh rumah tangga telah memiliki jamban sehat sendiri, sebuah pencapaian penting dalam upaya pengurangan praktik buang air besar sembarangan (BABS) dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa.
4) Irigasi dan infrastruktur pertanian
Lahan sawah yang luas di Logede didukung oleh saluran irigasi teknis dan setengah teknis. Pemerintah desa melalui Dana Desa secara berkala melakukan pembangunan talud, saluran air, dan jalan usaha tani yang bertujuan menunjang pertanian sebagai sektor ekonomi utama. Hal ini sesuai dengan karakteristik desa yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.
5) Jaringan telekomunikasi
Ketersidaan sinyal seluler di Logede sudah cukup baik, dengan dukungan jaringan 3G hingga 4G dari berbagai operator. Koneksi ini memungkinkan warga untuk mengakses informasi, mengelola usaha secara digital, serta memperluas relasi ekonomi dan sosial.
b)  Pelayanan Publik
1) Pemerintah dan administrasi desa
Desa Logede memiliki struktur pemerintahan yang berjalan aktif dan partisipatif. Kepala desa dan perangkatnya aktif menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, surat menyurat, hingga bantuan sosial berbasis data terpadu. Melalui situs resmi desa (logede-pejagoan.desa.id), masyarakat dapat mengakses informasi tentang anggaran, kegiatan pembangunan, dan pengaduan publik. Desa Logede juga ditetapkan sebagai salah satu Desa Percontohan Anti-Korupsi oleh KPK pada 2022, sebagai bentuk pengakuan atas tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
2) Layanan kesehatan
Akses layanan kesehatan di desa ini dilayani melalui kunjungan tenaga kesehatan dari Puskesmas Pejagoan yang merupakan Puskesmas rawat inap. Selain itu, tersedia posyandu dan kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan oleh kader kesehatan desa secara rutin. Isu kesehatan seperti stunting, gizi buruk, dan pengendalian penyakit menular menjadi fokus utama pelayanan publik di sektor ini.
3) Pendidikan dan literasi
Secara umum, penduduka Desa Logede memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, dengan mayoritas menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMP dan SMA. Beberapa warga juga melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Fasilitas pendidikan dasar tersedia dalam desa, sementara untuk jenjang menengah dan atas, siswa biasanya menempuh pendidikan di luar desa. Program pemberdayaan literasi masyarakat, seperti taman baca dan pelatihan komputer, juga telah mulai dirintis oleh karang taruna dan lembaga desa.
4) Sosial budaya dan keagamaan
Warga Desa Logede hidup dalam harmoni sosial yang kental dengan nilai gotong royong. Kegiatan seperti kerja bakti, pengajian rutin, dan arisan RT/RW masih menjadi tradisi. Desa memiliki 4 masjid dan lebih dari 10 musala, yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial. Organisasi seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan partisipasi warga dalam perencanaan desa.
C. [bookmark: _Toc203995815]Permasalahan Air Minum dan Sanitasi Sebelum Pamsimas
1. [bookmark: _Toc203995816]Data kebutuhan dan kondisi air bersih 
Desa Logede Kec. Pejagoan Kabupaten Kebumen adalah penerima progam Pamsimas RM2 Tahun 2022. Desa Logede terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk 3532 jiwa/1062 KK dan belum ada proyek/progam air minum yang pernah turun di Logede. Akses awal air minum sebesar 55%.   
2. [bookmark: _Toc203995817]Akses dan kebiasaan masyarakat terhadap sanitasi
Pada tahun 2022, sebagian besar rumah tangga di Desa Logede telah memiliki jamban pribadi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, cakupan sanitasi layak di wilayah ini mencapai sekitar 86%, menunjukkan keberhasilan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tingkat kabupaten. Hal ini menandakan bahwa praktik buang air besar sembarangan (BABS) telah ditekan secara signifikan di desa-desa seperti Logede.
Menurut data yang didapat peneliti dari Puskesmas Pejagoan, masyarakat desa secara umum telah mengadopsi pola PHBS, seperti CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, sebagai bagian dari pendidikan yang disertakan dalam kegiatan PAMSIMAS. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Puskesmas Pejagoan dan Tim PUPR pada Agustus 2022 sangat menekankan hal ini, dan kelompok sekolah pun rutin menyelenggarakan kampanye CTPS. Lewat upaya ini, kesadaran kebersihan pribadi meningkat, terutama di kalangan ibu-ibu dan anak-anak. 
Sebelum implementasi PAMSIMAS, sebagian warga masih mengandalkan sumur dangkal dan air permukaan, sedangkan sanitasi banyak yang belum memenuhi standar. Namun kehadiran program ini tidak hanya menyertakan penyediaan infrastruktur (seperti 4 unit sumur komunal, tower aerasi, dan pipa distribusi sepanjang 2.070 m), tetapi juga pelatihan kelembagaan desa dalam pengelolaan sanitasi berkelanjutan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan ketahanan sanitasi bagi masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat Logede telah aktif terlibat dalam kerja bakti periodik untuk menjaga kebersihan sarana sanitasi, terutama sumur komunal. Contohnya, kegiatan “Jumat Bersih” dan pengurasan rutin sumur-sumur PAMSIMAS setiap 3 bulan menjadi budaya baru yang menguatkan pemeliharaan fasilitas bersama. Gotong royong seperti ini juga mempererat hubungan sosial antar warga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan. 
Meskipun sudah banyak capaian positif, masih terdapat tantangan seperti memastikan keberlanjutan perilaku PHBS di seluruh keluarga dan memastikan akses sanitasi terpenuhi bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Masih diperlukan upaya lanjutan seperti pelatihan lanjutan, pemantauan rutin, dan pendampingan teknis terutama untuk fasnitias inklusif.
D. [bookmark: _Toc203995818]Pelaksanaan Progam Pamsimas di Desa Logede
1. [bookmark: _Toc203995819]Riwayat progam : perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan
Dimulai dari perencanaan progam Pamsimas di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen :
a) Perencanaan Progam Pamsimas di Desa Logede
Perencanaan pengadaan Progam Pamsimas telah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Logede tahun 2021. Dalam proses pengajuan proposal, Pemerintah Desa Logede berupaya secara optimal untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya verifikasi dari Dinas PU Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang menjadi dasar untuk menerima bantuan keuangan guna penyediaan air bersih dan sanitasi. Bantuan ini merupakan bagian dari progam nasional yang disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kemudian diteruskan ke desa-desa yang mengalami krisis air bersih dan memeliki sanitasi yang kurang memadai. Progam ini dikenal sebagai Progam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki peran strategis sebagai pembuat kebijakan dalam menentukan desa penerima serta mengoordinasikan berbagai progam terkait air minum dan sanitasi yang bekerja di daerah. 
Proses perencanaan diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kebumen dan Puskesmas Pejagoan pada tanggal 16 Agustus 2022. Sosialisasi ini dihadiri oleh aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta perwakilan kelompok masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa Program PAMSIMAS merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan desa untuk meningkatkan cakupan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, yang berkelanjutan dan berbasis pada partisipasi aktif warga desa. Masyarakat Logede menyambut baik program ini karena selaras dengan kebutuhan riil yang mereka alami sehari-hari. Setelah sosialisasi, dilakukan survei dan pemetaan kondisi infrastruktur serta kebiasaan warga dalam mengakses air bersih dan sanitasi. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 55% rumah tangga di desa ini yang memiliki akses terhadap air minum layak, sementara sisanya masih menggunakan air dari sumber yang tidak terjamin kualitasnya. Hal ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan teknis program. Selain itu, pengumpulan data juga mencakup peta wilayah, titik sumber air potensial, serta preferensi warga terhadap sistem penyediaan air yang akan dibangun.
Dari hasil analisis kebutuhan, dirumuskanlah rencana pembangunan infrastruktur berupa empat unit sumur permukaan, satu unit tower aerasi dan reservoir, satu rumah panel distribusi, jaringan perpipaan sepanjang 2.070 meter, serta 145 sambungan rumah (SR). Rencana ini disusun bersama antara tim teknis kabupaten dan perwakilan masyarakat desa melalui Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) yang dibentuk secara resmi. Dalam proses ini, masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif menyampaikan aspirasi, berkontribusi secara finansial dan tenaga, serta menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Pendanaan program ini berasal dari berbagai sumber. Alokasi dana sebesar Rp 400.000.000 berasal dari Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) melalui APBN, sedangkan Rp 5.000.000 merupakan kontribusi tunai (in cash) dari masyarakat, dan sisanya Rp 61.467.000 merupakan kontribusi dalam bentuk barang atau tenaga (in kind). Total anggaran sebesar Rp 466.467.000 tersebut dirancang untuk mencakup seluruh kegiatan dari pembangunan fisik hingga pelatihan dan operasional.
Perencanaan ini kemudian dilengkapi dengan pelatihan awal bagi pengurus KKM dan fasilitator desa mengenai prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat, pengelolaan keuangan, serta pengawasan pembangunan. Langkah ini sangat penting agar program berjalan secara partisipatif dan tidak terjebak pada model pembangunan top-down. Dengan selesainya seluruh perencanaan teknis, administratif, dan partisipatif, maka program siap dilanjutkan ke tahap pelaksanaan yang lebih teknis. Berikut adalah gambar skema perencanaan progam PAMSIMAS Desa Logede :
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Sumber :Arsip Dokumen Desa Logede
b) Tahap Pelaksanaan Progam Pamsimas di Desa Logede
Desa Logede yang terletak di Kec. Pejagoan Kabupaten Kebumen adalah penerima progam PAMSIMAS RM2 tahun 2022. Desa Logede terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk 3532 jiwa/1062 KK. Sebelumnya Desa Logede menggunakan sumur gali dan air dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian kondisinya kuning dan keruh,untuk kegiatan sistem penyediana air minum (SPAM) belum pernah  mendapatkan progam, baru Pamsimas tahun 2022. Pembangunan progam PAMSIMAS di Desa Logede dimulai dari 12 September 2022 s/d 30 November 2022 , opsi yang digunakan adalah sumur permukaan komunal. Sumur permukaan komunal adalah jenis sumur yang digunakan secara bersama oleh masyarkaat di suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Smur ini biasanya tidak terlalu dalam dan airnya diambil dari lapisan air tanah yang relatif dekat dengan permukaan. Sumur permukaan komunal sering ditemukan di daerah pedesaan atau di komunitas yang tidak memiliki akses ke sistem air bersih yang lebih modern awal air minum sebesar 55%. Dari data desa tersebut, yang menerima manfaat baru 1 dusun, 934 jiwa/180 KK/145 Rumah.
Bantuan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat desa untuk membangun progam Pamsimas ini dituangkan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dengan kontribusi APBD II atau kabupaten atau  kota. Dana yang berasal dari dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dianggarkan setiap tahunnya untuk kegiatna progam termasuk dalam alokasi layanan air minum dan sanitasi berbasis kinerja untuk percepatan pencapaian target akes layanan air minum. Sedanngkan , daya yang bersumber dari APBDes dianggarkan setiap tahunya adalah kegiatan fisik dan non fisik.Dana yang bersumber dari kontribusi masyarakat atau KKM Desa Logede dalam bentuk (in-cash)  dan (in-kind), yang merupakan dana pendukung bagi pembangunan progam Pamsimas Desa Logede. Berikut ini total anggaran dalam pembangunan progam Pamsimas Desa Logede sesuai dengan yang tertulis dalam arsip Desa Logede. 
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	No.
	Sumber Dana
	Jumlah

	1.
	BPM
	Rp. 400.000.000

	2.
	In Cash
	Rp.     5.000.000

	3. 
	In Kind
	Rp.   61.467.000

	
	Total
	Rp. 466.467.000


Sumber : Paparan RKM Desa Logede
Dari tabel diatas dapat menjadi berikut :
Pekerjaan SAM 
· Pek Sumur Permukaan 		4 Unit
· Pekerjaan Tower + aerasi		1 Unit
· Pekerjaan Rumah Panel		1 Unit
· Pekerjaan Perpiaan		        2.070 m
· Sambungan Rumah		        145 Unit
Pelatihan Peningkatan Kelembagaan & BOP
· Pelatihan Administrasi, dan Teknik
· Pelatihan KPSPAMS
· Promkes
· Kegiatan PHBS
· BOP
Dalam proses pembangunan Pamsimas Desa Logede terdapat beberapa kendala yang salah satunya adalah lokasi pengeboran air pertama yang airnya tidak bersih, bewarna kecoklatan. Hasil wawancara oleh Ketua Pokmas Desa Logede.
“Pada saat pertama kali pengeboran air nya kotor mas, warnanya kaya keruh butek gitu. Di cek di lab pun hasilnya memang tidak layak untuk diminum. Mungkin cuman bisa untuk siram-siram tanaman atau untuk mencuci. Akhir koordinasi lagi sama dinas PU untuk pengajuan anggaran tambahan”(Mahmudin, Ketua Pokmas, 2022).
Kemudian dipertegas dengan pernyataan Perwakilan Dinas PU.
“Iya mas, ada pengajuan anggaran tambahan  dari Pemerintah Desa Logede dala pelaksanaan pembangunan Pamsimas. Karena ada masalah saat pengeboran air yang pertama. Airnya kotor, sudah dilakukan pengecekan di laboratorium hasilnya memang tidak layak untuk dikonsumsi. Anggaran tambahan yang diajukan bertujuam agar pembangunan Pamsimas di Desa Logede dapat dilanjutkan”(Andri Kusyowo, S.T, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen,2022)
Dari hasil wawancara, peneliti meyimpulkan bahwa meskipun terdapat kendala dalam proses pengeboran air yang pertama saat pelaksaan progam Pamsimas di Desa Logede, upaya yang dilakukan oleh peerintah desa berhasil mengatasi masalah tersebut sehingga pembangunan tetap berjalan. Tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah Desa Logede juga menggunakan tambahan anggaran dari dana desa untuk mendukung progam ini. Langkah ini diambil demi memastikan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Logede dapat terlaksana hingga selesai.
c) Pemeliharaan dan Pengelolaan Progam Pamsimas di Desa Logede
Setelah seluruh infrastruktur PAMSIMAS selesai dibangun dan diuji coba, maka program memasuki tahap pemeliharaan dan pengelolaan. Tahap ini sangat penting karena menentukan apakah sistem yang telah dibangun akan berfungsi secara berkelanjutan atau justru menjadi aset terbengkalai. Untuk menjamin keberlanjutan, dibentuklah Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang bertanggung jawab mengelola sistem ini secara mandiri dan profesional. KPSPAMS dibentuk melalui musyawarah desa dan terdiri dari perwakilan masyarakat dari berbagai RT, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Struktur organisasi ini mencakup bidang teknis, keuangan, pelayanan, dan pengawasan. Setiap pengurus mendapatkan pelatihan tambahan terkait manajemen sistem air, pencatatan pelanggan, pengumpulan iuran, dan pemeliharaan fasilitas. 
Selain pemeliharaan fisik, KPSPAMS juga bertanggung jawab atas manajemen keuangan. Setiap rumah tangga dikenai iuran bulanan yang digunakan untuk membiayai operasional seperti listrik pompa, perawatan pipa, serta honor bagi petugas teknis. Laporan keuangan disusun secara transparan dan diumumkan melalui forum warga. Ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program dalam membangun sistem yang akuntabel dan berkelanjutan. Pemerintah desa bersama Dinas PUPR secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun. Hal ini meliputi pemeriksaan kualitas air secara periodik, audit keuangan, serta evaluasi terhadap pelatihan dan kapasitas KPSPAMS. Dengan adanya sistem monitoring yang terintegrasi, maka potensi kerusakan dan penyalahgunaan dana dapat dicegah lebih awal.
Menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi guna menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan benar-benar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, pengawasan menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari pemberdayaan karena maysaraka berperan aktif dalam menjaga kualitas pelaksanaan progam. (Siagian, 2002)
Fattah menambahkan bahwa pengasan adalah proses untuk menjamin agar aktivitas organisasi dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya, pengawasan tidak sekada bersifat administratif atau prosedural, tetepi juga menyangkut pengendalian kualitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran. (Fattah, 2004)
Dalam implementasi kebijakan publik, Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengwasan dari aktor pelaksana, baik di tingkat pusat maupun lokal. Ia menekankan pentingnya jaringan kerja yang efektif antara aktor pemerintah dan non-pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar mencapai masyarakat sasaran. (Grindle, 1980)
Struktur dan Mekanisme Pengawasan Pamsimas
Pengawasan terhadap progam Pamsimas di Desa Logede dilakukan secara berlapis, melibatkan berbagai pihak, antara lain:
1) Kelompok Kerja Masyarakat (KKM)
Sebagai pelaksana di tingkat desa, bertugas memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana kerja masyarakat (RKM) dan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disepakati. Menurut Mardiasmi, pengawasan internal oleh lembaga pelaksana loka sangat krusial dalam pembangunan berbasis masyarakat karena mereka yang paling memahami konteks sosial, geografis, dan budaya lokal. (Mardiasmo, 2009)
2) Fasilitator masyarakat dan teknik 
Fasilitor masyarakat dan tekni memiliki peran vital dalam pengawasan. Mereka berperan sebagai pendamping sekaligus pengawas independen yang menjamin kualitas teknis kepatuhan administratif.  Tugas mereka meliputi:
· Menilai kualitas pembagnunan sarana air dan sanitasi.
· Melakukan pelatihan teknis.
· Mendorong keterlibatan masyarakat.
· Mengevaluasi laporan keuangan dan proges fisik.
Menurut Terry, pentingnya pengawasan melalui pengukuran kinerja dan pelaporan periodeik, agar manajemen dapat memperoleh umpan balik secara objektif dan segera mengambil tindakan korektif.. (Terry, 2006)
3) Pemerintah Desa BPD
Pengawasan juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinasi teknis, terutama Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Tim teknis dari kabupaten secara berkala melakukan inspeksi lapangan, audit teknis dan keuangan, serta memberikan rekomendasi teknis. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana dari APBD dan APBN dilakukan secara akuntabel. Dalam proyek- proyek pembangunan berbasis komunitas, pengawasan dari otoritas atau nasional tetap diperlukan untuk menjamin bahwa dana publik digunakan sesuai dengan standar efisiensi dan efektivitas pemerintah.
4) Dinas teknis kabupaten, seperti Dinas PUPR
5) Masyarakat umum ssebagai pengguna layanan

2. [bookmark: _Toc203995820]Kelembagaan lokal : KPSPAMS, POKMAS peran pemerintah desa, tokoh masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat dalam peaksanaan Pamsimas harus terorganisir sehingga tujuan dapat dicapai secar optimal. Hal ini menjadi dsar Pamsimas secara khusus mendorong terbentuknya Organisasi Kelom Masyarakat. Organisasi ini dapat dijadikan sebagai wadah partisipatif bagi masyarakat di tingkat desa yang dilandasi dengnaniali dan norma yang berlaku.
Tabel 3.8 Susunan Pengerurus Kelompok Masyarakat POKMAS (Banyu Genuk) Pelaksana Kegiatan Pamsimas Desa Logede Tahun 2022
	No.
	Nama
	Jabatan

	1.
	Mahmudin
	Ketua

	2. 
	Muntingah
	Sekretaris

	3.
	Syarwin Syarifinuha
	Bendahara

	4. 
	Parijo
	Koordinator Tim Persiapan

	5.
	Marwiyah
	Anggota

	6.
	Umi Khusnani
	Anggota

	7. 
	Muhyanto
	Koordinator Tim Pelaksana

	8. 
	Ahmad Faruzi
	Anggota

	9.
	Priyono
	Koordinator Tim Pengawas 

	10. 
	Hadi Sunaryo
	Anggota

	11. 
	Siti Muntasiroh
	Anggota



Kelompok tersebut memiliki tujuan dan tanggung jawab sebagai berikut 
· Melakukan kegiatan Identifikasi Masalah adan Analisis SItuasi (IMAS) dengan melibatkan masyarakat dan desa / kelurahan yang didampingi oleh Fasilitator Masyarakat
· Mengadakan musyawarah dan menyepakati daftar usulan infrastruktur yang akan dibangun
· Menyusun berita cara penetapan daftar infrastruktur yang akan dibangun sesuai dengan hasil perencaan, aspirasi masyarakat, dan ketersediaan dana
· Menyusun rencana kerja masyarakata yang berisi rencana kegiatan, jadwal kegiatan, dan rencana pembangungna kontrusksi dan non kontruksi yang akan dilaksanakan lengkap dengan perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta paket pekerjaan yang akan diadakan.
Sedangkan tugas masing-masing pengurus Kelompok Masyarakat, adlaah sebagai berikut.
[bookmark: _Toc201735751]Tabel 3. 9 Peran dan Tugas Kelompok Masyarakat
	No.
	Posisi
	Tugas

	1. 
	Ketua
	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pamsimas;
2. Memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Masyarakat sehingga Kegiatan Pamsimas dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai ketentuan.
3. Melaporkan kemajuan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah  Menyusun Laporan  Mingguan dan Bulanan
4. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyelesaian Kegiatan (Laporan Akhir)

	2. 
	Sekretaris
	1. Membantu penyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha, dan dokumentasi.
2. Melaksanakan surat-menyurat; Melaksanakan pelapora kegiatan pembangunan secara bertahap.

	3.
	Bendahara
	1. Mengorganisir terkumpulnya kontribusi masyarakat
2. Membuat pebukuan kontribusi in cash yang terkumpul
3. Mengorganisir terkumpulnya kontrubusi masyarakat
4. Bersama tim pelaksana membelanjakan/membayar material dan peralatan untuk kontruksi saran air minum dan sanitasi, pelatihan, kegiatan kesehatan.
5. Membayar tenaga tukang/ahli yang bekerjan untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi
6. Membuat catatan pembukan seluruh pengeluaran dna membuat laporan keuangan  bulanan terintegrasi dengan kemajuan pelaksanaan kegiatan kontruksi
7. Melaksanakan pekerjaan administrasi progam sebagaimana diperlukan
8. Menjaga dan mendokumentasikan semua bukti-bukti pembayaran
9. Menerima, menyimpang, membayarkan uang serta mempertanggungjawabkan dan mengarsipkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban;
10. Melakukan Pengelolaa administrasi keuangan dengan melakukan pencatatan pada tahap konstruksi
11. Menyusun Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan
12. Menyusun Laporan keuangan untuk diumumkan (ditempel dipapan pengumuman/tempat strategis) sehinggga dapat dilihat dengna mudah oleh masyarakat.

	4. 
	Tim Persiapan
	Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya

	5. 
	Tim Pelaksana 
	Melaksanakan, mencatat, mengeveluasi, dan melaporkan seracara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan penyerapan ggaran

	6.
	Tim Pengawas
	Mengawasi persiapan dan pelaksanaan serta administrasi swakelola



Lalu dibantu juga dengan KPSPAMS “Banyu Genuk” Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
[bookmark: _Toc201735752]Tabel 3. 10 Susunan Pengurus KPSPAMS Desa Logede
	No.
	Nama
	Jabatan

	1.
	Mahmudin
	Ketua

	2. 
	Muntingah
	Sekretaris

	3.
	Syarwin Syarifinuha
	Bendahara

	4. 
	Muhanto
	Seksi Teknik Air Minum

	5.
	Ahmad Hadik
	Seksi Teknik Air Minum

	6.
	Umi Khusnani
	Seksi Sanitasi dan Kesehatan

	7. 
	Marwiyah
	Seksi Sanitasi dan Kesehatan

	8. 
	Hadi Sunaryo
	Seksi Pengaduan Masyarakat

	9.
	Siti Muntasiroh
	Seksi Pengaduan Masyarakat

	10. 
	Ahamd Fauzi
	Koordinator Sarana

	11. 
	Hadi Nursalim
	Koordinator Sarana



KPSPAMS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk mengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dibangun melalui program PAMSIMAS. Di Desa Logede, KPSPAMS dibentuk secara demokratis melalui musyawarah desa, dan disahkan oleh Kepala Desa sebagai lembaga operasional resmi. Berikut tugas utama KPSPAMS adalah:
· Menyusun rancangan teknis pelayananSPAM dalam dokumen RKM diantaranya adalah menentukan cakupan dan jumlah target penerima manfaat, mengusuakan sumber air baku yang dapat mencukup kebutuhan jumlah target, menyusun rancangan teknis dan skema jaringan SPAM, menghitung perkiraan kebutuhan biaya dan tenaga kerja ( termasuk kontribusi masyarakat), memilih metode pelaksanaan konstruksi serta menyusun rencana penglolaan SPAM (iuran bulanan, jenis pelayanan SPAM).
· Mendiskusikan dengan masyarakat hasil-hasil perencanana SPAM untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan terhadap rancangan teknis SPAM, rencana kontruksi dan rencan apenglolaan, serta jika diperlukan berkonsultasi dengan narasumber (asosiasi, pemda, dan lainnya);
· Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi, termasuk kesesuaian konstruksi dengan gambar, campuran material, dan lainnya;
· Mempersiapkan kegiatan operasional dan pemeliharaan meliputi pengumpulan biaya sambungan rumah (jika diperlukan) dan uji-fungsi SPAM;
· Mengelola SPAM secara akuntabel dan transparan, termasuk pengeumpulan iuran bulanan, pemeliharaan secara teknis, pengembangan organisasi, pengembangan kapasitas anggota pengelola, melaporkan hasil-hasil pengelolaan kepada pengguna, dan lainnya.
· Menyusun rancangan teknis dan pelayanan SPAM dalam rangka perbaikan kinerja dan pengembangan, termasuk menetnukan tmabahan cakupan pelayanan dan jumlah pemanfaat, perbaikan kinerja pengelolaa SPAM (kelembagaan, teknis, dan keuangan), menyusun rancangan teknis dan skema jaringan SPAM, serta mensikusikannya dengan warga  masyarakat, Pokmas, dan pemerintah desa untuk dukungan perbaikan kinerja, dan pengembangan;
· Mengkonsultasikan kemajuan dan permasalahan terkait pengelolaan dengan Pokmas, Pemerintah Desa dan asosiasi serta narasumber lainnya (jika diperlukan) sebagai bahan pemebelajaran atau masukan perbaikan kinerja;
· Melaporan hasil-hasil kegiatan perencanan, pelaksanaan kostruksi, dan sebagai pengelolaa SPAM(kemajuam fisik dan keuangan) kepada Kepala Desa dan masyarakat.
Pemerintah Desa Logede berperan penting dalam inisiasi, fasilitasi, dan keberlanjutan Program PAMSIMAS. Sebelum program dimulai, pemerintah desa menjadi pihak pengusul program kepada pemerintah kabupaten. Mereka menyusun surat pernyataan kesiapan desa, termasuk kesiapan lahan, tenaga, dan kontribusi swadaya masyarakat. Dalam proses perencanaan, pemerintah desa memfasilitasi musyawarah desa, mengesahkan pembentukan KPSPAMS, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip partisipasi, keterbukaan, dan keadilan gender diterapkan dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pelaksanaan teknis.
Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa membantu koordinasi antara fasilitator teknis, masyarakat, dan pihak kabupaten. Selain itu, pemerintah desa juga mengalokasikan dana operasional ringan dari APBDes sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan. Setelah infrastruktur selesai dibangun, pemerintah desa berperan dalam monitoring dan pengawasan kelembagaan KPSPAMS. Mereka melakukan review laporan keuangan, memastikan sistem kerja KPSPAMS berjalan dengan baik, dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan dinas terkait.Pemerintah desa juga ikut mendorong integrasi sistem PAMSIMAS ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), agar dukungan terhadap air minum dan sanitasi tetap teranggarkan setiap tahun. Ini penting untuk keberlanjutan dan perawatan sistem yang sudah dibangun.
Sedangkan peran tokoh masyarakat memegang peran krusial dalam membangun kepercayaan dan memobilisasi partisipasi warga dalam Program PAMSIMAS. Di Desa Logede, tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh agama, dan tokoh perempuan dilibatkan sejak awal tahap sosialisasi.
Tokoh masyarakat bertindak sebagai komunikator informal antara tim fasilitator dan warga. Mereka membantu menyampaikan pentingnya air bersih dan sanitasi, serta meluruskan kesalahpahaman yang mungkin timbul. Misalnya, saat ada warga yang keberatan dengan besarnya kontribusi swadaya, tokoh masyarakat mampu meyakinkan mereka bahwa manfaat jangka panjang sangat besar. Berikut daftar tokoh masyarakat yang peneliti temui saat melakukan penelitian tentang progam Pamsimas di Desa Logede:
· Kepala Desa Logede (Imdad Durokhman, S.E): Sebagai pemimpin desa, Kepala Desa memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebijakan lokal, pengambilan keputusan, serta dinamika sosial masyarakat yang memengaruhi implementasi program.
· Sekretaris Desa (Eni Kurniasih): Berperan dalam administrasi desa dan terlibat langsung dalam dokumentasi serta pengelolaan data terkait program PAMSIMAS.
· Ketua Pokmas (Mahmudin): Sebagai pimpinan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mengelola program, Mahmudin memiliki wawasan mendalam tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan fasilitas yang dibangun.
· Perwakilan Dinas PU (Andri Kusyowo, S.T): Mewakili pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab dalam pendampingan teknis dan pengawasan program.
· Masyarakat (Muhyanto): Sebagai penerima manfaat langsung, informan ini memberikan perspektif tentang dampak program, partisipasi masyarakat, dan tantangan yang dihadapi di tingkat komunitas.
· Masyarakat (Siti Muntasiroh) : Sebagai penerima manfaat langsung, informan ini memberikan perspektif tentang dampak program, partisipasi masyarakat, dan tantangan yang dihadapi di tingkat komunitas.
Selain itu, mereka juga berperan dalam menyusun daftar prioritas penerima sambungan rumah (SR), memfasilitasi kerja bakti, dan mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai rencana. Keterlibatan mereka mempercepat proses pelaksanaan dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil program.
3. [bookmark: _Toc203995821]Dukungan dari pemerintah pusat/daerah dan lembaga donor
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menjadi pelaksana utama progam Pamsimas secara nasional. Desa Logede merupakan salah satu dari ribuan desa yang ditetapkan sebagai lokasi penerima program pada tahun anggaran 2022. Pemerintah pusat memberikan:
· Pendanaan Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) sebesar Rp 400.000.000 untuk kegiatan fisik dan non-fisik (pelatihan, kelembagaan, promosi PHBS).
· Panduan teknis dan kelembagaan melalui penerbitan buku pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) PAMSIMAS III.
· Sistem pelaporan nasional seperti IMIS (Integrated Monitoring Information System) untuk mencatat perkembangan program secara transparan. 
· Tenaga pendamping teknis di tingkat provinsi dan kabupaten yang ditugaskan untuk memantau implementasi di lapangan.
Pemerintah pusat juga mendorong integrasi PAMSIMAS ke dalam RPJMN 2020–2024 sebagai bagian dari target nasional penyediaan akses air minum layak 100% dan sanitasi aman 90%. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Bappeda berperan sebagai pelaksana teknis dan pengendali mutu pelaksanaan program di wilayahnya disertai bantuan dari Pemerintah Desa. Peran mereka mencakup:
· Seleksi dan verifikasi desa calon penerima PAMSIMAS, termasuk menilai kesiapan kelembagaan dan potensi sumber daya lokal.
· Fasilitas teknis seperti pemetaan sumber air, desain jaringan distribusi, hingga evaluasi volume kebutuhan air bersih.
· Koodinasi lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan melalui UPT Puskesmas Pejagoan untuk promosi PHBS.
· Penyediaan data dan pelaporan, serta pelatihan dan penguatan kapasitas KPSPAMS pasca-progam.



[bookmark: _Toc203995822]BAB IV
[bookmark: _Toc203995823]ANALISIS CONTENT OF POLICY DALAM IMPLEMENTASI PAMSIMAS DI DESA LOGEDE

Menjelaskan bahwa bab ini mengkaji aspek content of policy  berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yangmenjadi dimensi pertama dari kerangka teori yang digunakan. Bab ini bertujuan menganalisis isi kebijakan Pamsimas yang diterapkan di Desa Logede tahun 2022, meliputi kepentingan aktor-aktor yang terlibat, manfaat kebijakan yang diharapkan, jenis dan tingkat perubahan yang dituntun kebijakan, dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi.
Penjelasan bagaimana aspek content  ini memberikan dasar normatif dan teknokratis dari kebijakan, serta bagaimana ia berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan progam. Ini juga menjelasakan keterkaitan antara teori Grindle dan kondisi Objektif di lapangan.
Penjelasan ringkas mengenai alur pembahasan dalam bab ini yang terbagi menjadi empat variabel kunci content of policy, dan ditutup dengan refleksi teoretis.
Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), peneliti memandang bahwa proses implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan teknis dari sebuah kebijakan, melainkan juga merupakan arena interaksi berbagai kepentingan dan aktor yang terlibat. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Logede, penting untuk memahami dan menganalisis kepentingan para aktor yang terlibat sebagai bagian dari substansi kebijakan (content of policy). Progam Pamsimas Program PAMSIMAS di Desa Logede mempengaruhi berbagai kepentingan yang berasal dari sektor pemerintahan, masyarakat sipil, serta kelompok pelaksana program di tingkat lokal. Pemerintah desa memiliki kepentingan dalam menjaga legitimasi politik dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana teknis memiliki kepentingan dalam menjamin kelancaran operasional dan keberhasilan kegiatan program. Masyarakat desa sebagai penerima manfaat langsung berkepentingan terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar berupa air bersih dan sanitasi yang layak.
Menurut Grindle (1980), "Implementation is a process of interaction between the setting of goals and the actions geared to achieving them." Artinya, implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh relasi sosial-politik antar aktor dan kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi-fungsi koordinasi serta pengawasan.
A. [bookmark: _Toc203995824]Manfaat yang Diharapkan dari Pamsimas
Manfaat yang diharapkan dari Program PAMSIMAS di Desa Logede berkaitan erat dengan tujuan utama program, yaitu menyediakan akses air minum dan sanitasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Desa Logede, yang sebelumnya belum pernah mendapatkan proyek penyediaan air minum, dipilih sebagai penerima program PAMSIMAS RM II tahun 2022, dengan cakupan satu dusun berpenduduk 934 jiwa. Di sinilah masyarakat menggantungkan harapan besar terhadap perubahan akses terhadap sumber air bersih. Program ini juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal melalui peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, manfaat jangka panjang berupa peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat turut menjadi tujuan utama.
1. [bookmark: _Toc203995825]Manfaat yang dirancang dalam kebijakan (akses air berish, sanitasi sehat, pemberdayaan masyarakat).
Menurut Widodo (2001), dalam perumusan kebijakan publik, manfaat yang dirancang mencerminkan niat utama pembuat kebijakan terhadap perubahan sosial dan pelayanan publik yang diinginkan. Dalam konteks PAMSIMAS, manfaat tersebut antara lain: terciptanya akses air minum yang layak, meningkatnya sanitasi rumah tangga, serta tumbuhnya kelembagaan masyarakat yang mandiri dalam pengelolaan sistem air bersih. Ketua Pokmas Desa Logede, Pak Mahmudin, mengungkapkan secara rinci:
“Sejak awal pelatihan, kami diberi pemahaman bahwa tujuan PAMSIMAS bukan cuma menggali sumur, pasang pipa, lalu selesai. Tapi lebih dari itu, program ini bertujuan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakat. Jadi manfaatnya itu bukan hanya fisik, tapi juga sosial. Kami diberi pelatihan tentang sistem iuran, bagaimana mengelola dana operasional, membuat laporan, hingga bagaimana menyelesaikan konflik antarwarga soal sambungan. Itu semua kami anggap sebagai bagian dari pemberdayaan.”(Mahmudin,2022).
Manfaat lainnya adalah munculnya struktur kelembagaan lokal yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem air. Pokmas dibentuk dengan pengurus dari masyarakat sendiri, menjadikan pengelolaan lebih transparan dan sesuai kebutuhan warga. Dalam implementasinya, 145 sambungan rumah berhasil terpasang dari total 180 KK di dusun sasaran. Ini menjadi pencapaian signifikan mengingat Desa Logede sebelumnya belum pernah menerima program sejenis.
Masyarakat juga merasakan manfaat nyata. Dalam wawancara dengan Ibu Siti Muntasiroh, warga penerima manfaat, ia menuturkan panjang lebar:

“Saya masih ingat sebelum ada PAMSIMAS, tiap pagi saya dan anak perempuan saya harus jalan hampir 300 meter ke sumur tetangga. Antri, bawa ember besar, terus naik turun jalan yang miring. Kalau musim kemarau, malah harus ambil di bawah, ke mata air dekat sawah. Sekarang air sudah ada di rumah. Saya bisa masak tanpa tunggu giliran, anak-anak bisa mandi sebelum sekolah, suami saya juga bilang tidak bau sumur lagi airnya. Walaupun belum semua rumah dapat, tapi yang sudah terpasang ini benar-benar sangat membantu.”(Siti Muntasiroh, 2023).
Manfaat tersebut juga terkonfirmasi melalui pengalaman warga seperti Ibu Siti Muntasiroh yang merasakan langsung perubahan dalam aktivitas domestik sehari-hari. Ketika sebelumnya ia harus mengambil air dari tempat yang jauh, kini ia memiliki akses langsung di rumah. Ini memperkuat tesis bahwa kebijakan publik yang baik adalah yang mampu mengubah struktur keseharian masyarakat melalui pelayanan dasar yang lebih manusiawi dan layak. Selain manfaat individual, program ini juga memberikan efek kolektif berupa pengurangan beban ekonomi dan perbaikan sanitasi. Berdasarkan data dari Puskesmas, penurunan penyakit berbasis air menjadi indikator penting keberhasilan implementasi manfaat kebijakan. Ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirancang bukan hanya retorika kebijakan, tetapi mampu diwujudkan secara empiris.
Kelebihan dari perancangan manfaat kebijakan ini adalah sifatnya yang adaptif dan kontekstual. Desa Logede yang belum pernah menerima program air sebelumnya menjadi contoh bagaimana manfaat kebijakan bisa diarahkan secara lebih fokus dan menyentuh akar kebutuhan masyarakat. Ini menjadi salah satu bentuk penyesuaian kebijakan terhadap kondisi geografis dan sosial setempat.
2. [bookmark: _Toc203995826]Kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi manfaat
Meskipun manfaat program telah dirancang dengan baik, implementasinya di Desa Logede menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara harapan masyarakat dan kenyataan yang dihadapi. Kesenjangan ini muncul sejak tahap awal, terutama saat sumur pertama gagal menghasilkan air yang layak, yang menimbulkan ketidakpercayaan dan keresahan di kalangan warga. Kepala Desa Logede mengakui bahwa komunikasi awal kurang maksimal, terutama dalam menjelaskan bahwa program bersifat bertahap dan tergantung pada kondisi teknis di lapangan. Hal ini memunculkan ekspektasi berlebihan dari warga yang berharap seluruh dusun akan mendapat manfaat secara serentak. Ini memperlihatkan pentingnya strategi komunikasi dalam mengelola ekspektasi publik terhadap kebijakan. Tekanan dari masyarakat sangat tinggi, terutama saat proses pembangunan berjalan lambat karena kendala teknis. Ia dan timnya harus memberikan pemahaman berkali-kali kepada warga, bahkan harus melakukan kunjungan rumah demi menjelaskan alasan teknis mengapa beberapa sambungan belum bisa direalisasikan. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional. 
Dalam konteks sosial, seperti dijelaskan oleh Ibu Siti, sebagian masyarakat merasa dikecewakan karena informasi tentang sistem iuran dan batas cakupan sambungan rumah tidak tersampaikan secara menyeluruh. Beberapa warga merasa bahwa mereka telah “ikut bergotong royong”, namun tidak mendapat manfaat langsung. Ini menimbulkan asumsi negatif terhadap program dan menjadi tantangan dalam menjaga kohesi sosial pasca implementasi. 
Kesenjangan ini sering terjadi karena warga menganggap bahwa proyek dari pemerintah berarti gratis dan menyeluruh. Ia menyarankan agar ke depan, proses sosialisasi dilakukan lebih intensif dan interaktif, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat secara aktif sebagai agen informasi. Kesenjangan juga diperkuat oleh kurangnya visualisasi data awal yang bisa menjadi dasar pemahaman masyarakat. Jika sejak awal disediakan peta cakupan, daftar KK penerima, dan proyeksi waktu pelaksanaan, maka ekspektasi bisa lebih dikendalikan. Ketidakhadiran informasi seperti ini mengundang spekulasi dan potensi konflik antarwarga. kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam setiap implementasi kebijakan publik. Namun, hal tersebut bisa diminimalkan melalui strategi komunikasi yang matang, transparansi data, serta pelibatan aktif masyarakat sejak perencanaan. Wawancara dengan para pihak di Desa Logede menjadi bukti pentingnya pendekatan humanis dalam implementasi kebijakan agar manfaat yang dirancang tidak sekadar berhenti di atas kertas.
B. [bookmark: _Toc203995827]Jenis dan Tingkat Perubahan yang Diperlukan
1. [bookmark: _Toc203995828]Perubahan perilaku: penggunaan air bersih dan praktik sanitasi
Program PAMSIMAS di Desa Logede telah menunjukkan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam praktik kebersihan dan sanitasi. Ketersediaan air bersih yang sebelumnya menjadi tantangan besar, kini telah berubah menjadi akses yang lebih dekat dan layak, sehingga mendorong warga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten. Penerapan pola cuci tangan sebelum makan, mandi rutin, dan penggunaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga menjadi lebih umum ditemukan pasca implementasi PAMSIMAS. Hal ini merupakan perubahan kultural yang penting, mengingat sebelumnya masyarakat menggunakan air dari sumber-sumber yang tidak terlindungi dan berisiko terhadap kesehatan. 
Perubahan tersebut tidak terjadi secara instan, namun merupakan hasil dari kombinasi antara peningkatan akses infrastruktur air dan edukasi berkelanjutan oleh Pokmas dan fasilitator lapangan. Ini sejalan dengan teori Grindle bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya dinilai dari hasil fisik, tetapi dari bagaimana kebijakan tersebut menginternalisasi nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat. 
Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas dan kebersihan lingkungan juga menjadi indikator bahwa perubahan perilaku telah berlangsung secara menyeluruh. Bahkan anak-anak dan remaja di dusun penerima manfaat telah mengadopsi kebiasaan baru yang sebelumnya tidak diperhatikan, seperti tidak menampung air dalam wadah terbuka dan menghindari buang air sembarangan. Dengan demikian, PAMSIMAS di Desa Logede dapat dikatakan berhasil dalam aspek perubahan perilaku. Transformasi ini bukan hanya menunjukkan keberhasilan teknis program, tetapi lebih jauh mencerminkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya kesehatan dan keberlanjutan sebagai bagian dari keseharian mereka.
2. [bookmark: _Toc203995829]Perubahan kelembagaan dan kebijakan lokal
Program PAMSIMAS turut mendorong perubahan kelembagaan yang signifikan di Desa Logede. Terbentuknya Pokmas sebagai lembaga pengelola air bersih berbasis masyarakat menjadi tonggak penting dalam menciptakan tata kelola pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Pokmas bukan hanya pelaksana teknis, tetapi telah menjadi aktor lokal dalam penguatan kelembagaan desa. 
Kemampuan Pokmas dalam mengelola anggaran, mencatat keuangan, dan menjalankan tanggung jawab teknis pengelolaan air menunjukkan adanya peningkatan kapasitas lokal. Hal ini juga memperlihatkan bahwa program telah mendorong keberdayaan masyarakat, bukan hanya membangun ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat atau daerah.Perubahan kelembagaan ini diperkuat oleh integrasi isu air dan sanitasi ke dalam perencanaan pembangunan desa seperti Musrenbangdes dan RKPDes. Kepala desa dan perangkatnya kini lebih responsif dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jaringan air, pelatihan warga, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan program lanjutan. Arah kebijakan lokal telah mengalami transformasi dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Ini merupakan bentuk keberhasilan kebijakan publik yang tidak hanya responsif terhadap masalah sesaat, tetapi juga mampu membentuk sistem dan kelembagaan yang tahan terhadap tantangan jangka panjang.
3. [bookmark: _Toc203995830]Analisis resistensi atau penerimaan terhadap perubahan
Dalam pelaksanaan kebijakan, tidak semua masyarakat langsung menerima perubahan yang terjadi. Hal ini juga terjadi di Desa Logede pada tahap awal pelaksanaan program. Beberapa warga menolak membayar iuran bulanan karena merasa bahwa bantuan dari pemerintah seharusnya gratis. Ini merupakan bentuk resistensi terhadap mekanisme partisipatif dalam kebijakan PAMSIMAS. Namum resistensi secara perlahan dapat diatasi melalui pendekatan personal, hal ini diperkuat dari wawancara dengan Ketua Pokmas sebagai berikut :
“Ya kan memang awale susah mas, ngasih tau nya. Soale kan baru pertama kali, apalagi kalo orang tua yang sudah sepuh itu  kadang kalo disuruh iuran kadang masih susah. Tapi ya pelan-pelan sudah mulai dikasih tau sama anak-anake”(Mahmudin,2023).
Lalu hal ini juga ditegaskan juga oleh Sekretaris Desa Ibu Eni Kurniasih :
“Kalo dari desa, sudah dijelaskan dari awal pembangunan, ya nanti ada iruan biar pompanya bisa awet. Dikasih tau dari awal biar nggak ada salah paham. Takute nanti dikira uangnya untuk kami pribadi”(Eni Kurniasih, 2023).
Resistensi ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman antara logika kebijakan yang bersifat partisipatif dan ekspektasi masyarakat yang cenderung konsumtif. Namun, resistensi tidak lantas berujung pada kegagalan. Melalui proses komunikasi yang intensif, keterbukaan informasi, dan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pokmas dan Pemerintah Desa, resistensi tersebut secara bertahap berubah menjadi penerimaan. 
Kunci dari proses transformasi ini adalah transparansi. Ketika warga mulai memahami bahwa iuran digunakan untuk membayar listrik pompa, perawatan instalasi, dan operasional Pokmas, maka persepsi mereka berubah. Beberapa warga yang awalnya menolak, kini justru menjadi pendukung aktif dan turut mengingatkan tetangganya untuk membayar iuran tepat waktu.Penerimaan masyarakat terhadap program ini tidak hanya terlihat dari pembayaran iuran, tetapi juga dari keikutsertaan dalam gotong-royong, rapat Pokmas, hingga keikutsertaan dalam evaluasi bulanan. Hal ini menunjukkan bahwa program telah membentuk sistem sosial baru di mana air bersih dipahami sebagai kebutuhan bersama yang pengelolaannya harus ditanggung secara kolektif. 
Menurut Grindle (1980), penerimaan terhadap kebijakan akan lebih mudah terwujud ketika manfaat kebijakan dapat langsung dirasakan oleh kelompok sasaran. Hal ini tercermin di Desa Logede. Ketika sambungan rumah mulai berfungsi dan air mengalir lancar, warga mulai menyadari pentingnya menjaga kelangsungan program tersebut, termasuk membayar iuran dan berpartisipasi dalam pengelolaan.
C. [bookmark: _Toc203995831]Sumber Daya yang Tersedia untuk Implementasi
1. [bookmark: _Toc203995832]Sumber daya finansial: dana APBN/APBD, kontribusi masyarakat
Sumber daya anggaran juga merupakan elemen penting karena akam mempengaruhi keefektifan progam, besar kecilnya anggaran juga mempengaruhi keberhasilan implementasi progam. Kebijakan Pamsimas yang merupakan produk dari suatu kebijakan memerlukan anggaran untuk menunjang progam ini. Sumber anggaran Pamsimas di Desa Logede sebagian besar berasal dari pemerintah pusat seperti yang diutarakan oleh Pak Andri Kusyowo, S.T.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menjadi pelaksana utama progam Pamsimas secara nasional. Desa Logede merupakan salah satu dari ribuan desa yang ditetapkan sebagai lokasi penerima program pada tahun anggaran 2022. Pemerintah pusat memberikan pendanaan Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) sebesar Rp 400.000.000 untuk kegiatan fisik dan non-fisik (pelatihan, kelembagaan, promosi PHBS) dari  APBN, sedangkan Rp 5.000.000 merupakan kontribusi tunai (in cash) dari masyarakat, dan sisanya Rp 61.467.000 merupakan kontribusi dalam bentuk barang atau tenaga (in kind). Total anggaran sebesar Rp 466.467.000 tersebut dirancang untuk mencakup seluruh kegiatan dari pembangunan fisik hingga pelatihan dan operasional.
Dapat disimpulkan bahwa anggaran Pamsimas di Desa Logede berasal dari APBN, APBDes, dan dana dari masyarakat yang terdiri dari dana in case dan dana in kind. Mekanisme pencairan dana Kebijakan PAMSIMAS seperti yang dijelaskan dalam buku pedoman PAMSIMAS secara garis besarnya yaitu dimulai dari rekening atas nama kementrian keuangan yang perbendaharaanya di bawah tanggung jawab Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dari dana yang tersedia dalam rekening perbendaharaan disesuaikan dengan kegiatan proyek dan proses pengadaan yang telah dilakukan satker. Satker akan bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku.
Adapun mekanisme pencairan dana Kebijakan Pamsimas seperti yang dijelaskan dalam buku pedoman Pamsimas secara garis besarnya yaitu terdiri dari tahapan persiapan pencairan, tahapan pencairan dan tahap pelaporan.Dana BLM Pamsimas yang bersumber dari APBN 92 untuk masing-masing kabupaten disalurkan dari DIPA Satker Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMBM) DJCK Kementerian PUPR ke dalam DIPA Satker PIP di Dinas PU Kabupaten untuk selanjutnya disalurkan ke kelompok masyarakat penerima BLM dengan mekanisme SPM/SP2D LS. Sebelum pencairan Dana BLM, KKM wajib membuka rekening di Bank Umum khusus untuk BLM PAMSIMAS dan penerimaan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Pencairan dana BLM baik yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan dan Perjanjian Kerjasama antara penerima bantuan (KKM) dengan PPK Pamsimas.
Gambar 4.1 Mekanis Pencairan Dana Kebijakan Pamsimas
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Sumber : Buku Pedoman Pamsimas
2. [bookmark: _Toc203995833]Sumber daya manusia: pelatih, fasilitator, pengelola lokal
Selain sumber daya finansial, sumber daya manusia juga merupakan elemen penting dalam keberhasilan Pamsimas. Pelaksanaan Pamsimas melibatkan banyak sumber daya manusia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan sampai di tingkat desa. Sumber daya manusia tidka hanya harus tercukupi dari segi jumlah akan tetapi juga harus memiliki kualitas.
Sumber daya di Desa Logede ikut mempengaruhi keberhasilan Kebijakan Pamsimas speerti yang diungkapkan Bu Eni Kurniasih selaku sekretaris Desa Logede mengungkapkan :
"Saya akui SDM kita masih terbatas. Tapi saya bangga karena warga kita mau belajar. Pokmas bekerja dengan semangat. Kami upayakan juga agar perangkat desa ikut mendampingi untuk administrasi dan pertanggungjawaban."(Eni Kurniasih,2023).
Untuk meningkatkan kualitas SDM tim pendamping, ada pelatihan dari tim konsultan dari tingkat provinsi hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Imdad Durohman, S.E:
“Tim pendamping melakukan pelatihan teknis dan non teknis untuk masyarakat desa Logede secara berkala, untuk refresh secara 4 bulan”(Imdad Durohman, S.E,2023)
Dari paparan di atas terlihat betapa pentingnya peran SDM dalam implementasi kebijakan karena dalam implementasi progam ini membutuhkan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan kebijakan Pamsimas ini. Sleain itu sumber daya masnusia juga harus mengerti apa yang harus dilakukan dan juga mengenal para pelaksana yang lain..
3. [bookmark: _Toc203995834]Sumber daya teknis: infrastruktur air, peralatan sanitasi
Sumber peralatan merupakan sarana yang digunakan dalam pelaksanakan kebijakan. Pelaksanakan PAMSIMASyang dilaksanakan masyarakat membutuhkan peralatan-peralatan yang berguna untuk mendukung berjalannya program. Tanpa adannya peralatan suatu kebijakan tidak akan bisa berjalan secara baik. Peralatan sangat penting untuk mempermudah pelaksana kebijakan menjalankan tugasnnya baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Mahmudin selaku Ketua Pokmas mengungkapkan :
“Kalau dari kami pemerintah desa ya peralatan untuk membangun tandon, kemudian pompa air, karena ini kan makenya pompa, biasanya kalau peralatan tukang masyarakat bawa sendiri dari rumah.(Mahmudin,2022).
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muhyanto selaku masyarakat Desa Logede mengungkapkan sebagai berikut :
“Kalau untuk membangun seperti tandon-tandon itu kan pake yang mesin ngaduk semen, itu dari pusat disediain, peralatan tukang itu pada bawa masing-masing masyarakatnya yang bantu. Jadi pas pembangunan itu ya gotong royong pas pelaksanaannya”(Muhyanto, 2022)
Berdasarkan overvasi peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Logede gotong royong membawa sendiri peralatan sepertu cangkul, lunggis palu, dan lain-lain.
D. [bookmark: _Toc203995835]Refleksi Teoretis terhadap Content of Policy
Refleksi terhadap isi kebijakan (content of policy) merupakan upaya akademik untuk memahami sejauh mana substansi kebijakan mampu mengakomodasi dinamika sosial, kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, serta respons masyarakat lokal dalam proses implementasi. Dalam hal ini, teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle (1980) memosisikan isi kebijakan sebagai salah satu elemen sentral yang memengaruhi keberhasilan kebijakan di tingkat operasional. Analisis terhadap dimensi ini tidak hanya memeriksa muatan normatif kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dipahami, ditafsirkan, dan dijalankan oleh para pelaksana dan penerima manfaat di lapangan.
Dalam konteks Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) RM2 tahun 2022 yang dilaksanakan di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, evaluasi terhadap content of policy menjadi penting karena program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah pusat yang diterapkan di tingkat desa. Sebagai penerima program, Desa Logede memiliki karakteristik tersendiri, baik secara sosial, demografis, maupun geografis, yang memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.
Dalam pelaksanaan program tersebut, hanya satu dari empat dusun di Desa Logede yang menerima manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur air minum, yaitu dusun dengan jumlah penduduk 934 jiwa atau sekitar 180 KK. Padahal, jumlah keseluruhan penduduk desa mencapai 3.532 jiwa. Kondisi ini menimbulkan sejumlah persoalan reflektif terhadap kesesuaian isi kebijakan dengan kondisi lokal, kekuatan dan kelemahan muatan kebijakan, serta dampaknya terhadap keberhasilan program di tingkat desa. 
1. [bookmark: _Toc203995836]Penilaian atas kecocokan isi skebijakan dengan konsisi lokal
Secara normatif, Program PAMSIMAS dirancang untuk memberikan akses air bersih dan sanitasi kepada masyarakat perdesaan melalui pendekatan berbasis masyarakat, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun demikian, penerapan konsep tersebut di wilayah tertentu membutuhkan penyesuaian terhadap realitas lokal. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa terdapat kecocokan parsial antara desain kebijakan PAMSIMAS dengan struktur sosial dan kultural masyarakat Desa Logede, yang secara umum menjunjung tinggi semangat gotong royong dan memiliki modal sosial yang relatif kuat. Partisipasi warga dalam bentuk swadaya tenaga, penyediaan material lokal, dan dukungan moral menunjukkan adanya kesiapan sosial untuk menyambut kebijakan tersebut. Namun, di sisi lain, permasalahan teknis dan geografis yang muncul, seperti kegagalan pengeboran sumur pertama akibat kualitas sumber air yang tidak layak, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi geologis lokal. Dalam konteks ini, kebijakan yang dirancang di tingkat nasional kurang memberikan ruang adaptasi teknis pada fase awal implementasi di lapangan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kapasitasnya untuk disesuaikan dengan kompleksitas sosial dan geografis di tingkat lokal.
Selain itu, aspek spasial dan distribusi manfaat program juga menjadi catatan penting. Meskipun keberhasilan pembangunan sumur dan jaringan air di satu dusun patut diapresiasi, terbatasnya cakupan sasaran program menimbulkan potensi ketimpangan sosial antar dusun. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan program, dan dalam jangka panjang bisa berdampak terhadap keberlanjutan sistem yang dibangun. Sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980), persepsi terhadap distribusi manfaat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Peneliti menilai bahwa walaupun substansi kebijakan PAMSIMAS kompatibel dengan karakter sosial masyarakat Logede, namun terdapat kekurangan pada dimensi teknis dan spasial yang perlu diperbaiki agar kebijakan tersebut lebih inklusif dan adil secara sosial.
2. [bookmark: _Toc203995837]Kekuatan dan kelemahan isi kebijakan menurut dimensi Grindle
Dalam tulisannya, Grindle menuliskan bahwa menyusun kerangka analisis content of policy dengan menekankan bahwa isi suatu kebijakan tidak hanya harus normatif dan rasional dari sudut pandang perancang kebijakan, tetapi juga harus responsif terhadap aktor dan konteks yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dalam konteks PAMSIMAS di Desa Logede, beberapa kekuatan kebijakan terlihat dalam aspek perencanaan yang cukup sistematis, berbasis panduan operasional nasional, dan pengaturan yang membuka ruang partisipasi lokal. Namun, efektivitas kekuatan ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat lokal dapat memahami, menerima, dan menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. (Grindle M. , 1980)
Pertama, dari sisi kekuatan, kebijakan ini secara substantif telah menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pendekatan partisipatif dalam perumusan dan pelaksanaan melalui pembentukan Pokmas merupakan langkah maju dalam desentralisasi kebijakan pembangunan. Hal ini sesuai dengan gagasan Parsons bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga lokal dilibatkan dalam siklus kebijakan. Dalam pelaksanaan PAMSIMAS, Pokmas di Desa Logede terbukti mampu menjadi simpul koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan dinas terkait. (Parsons, 2001).
Kekuatan lain terletak pada sistem pendanaan sharing cost, yang secara implisit mendorong rasa memiliki (sense of ownership) dari masyarakat terhadap hasil pembangunan. Mekanisme ini bukan hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya keterlibatan aktif. Kontribusi masyarakat Logede dalam bentuk tenaga kerja dan material lokal menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil membangkitkan energi sosial yang positif dalam pelaksanaan proyek. Namun, di sisi kelemahan, kebijakan PAMSIMAS tampak memiliki asumsi implisit bahwa semua desa memiliki kapasitas kelembagaan yang setara. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan desa sangat bervariasi. Di Desa Logede, pelaksanaan program ini merupakan pengalaman pertama dalam pengelolaan proyek infrastruktur air bersih berskala besar. Minimnya pengalaman teknis Pokmas dan pemerintah desa mengakibatkan kebutuhan tinggi akan pendampingan teknis dari pihak eksternal, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kelemahan selanjutnya berkaitan dengan keleluasaan adaptasi teknis. Meskipun kebijakan menyediakan panduan yang rinci, namun tidak memberikan fleksibilitas memadai bagi desa untuk melakukan penyesuaian apabila menghadapi kondisi geografis yang tidak sesuai. Contohnya, kegagalan pengeboran sumur pertama menunjukkan bahwa kerangka kebijakan belum cukup adaptif terhadap kompleksitas geologis lokal. Sebagaimana ditegaskan oleh Pressman dan Wildavsky (1973), kebijakan yang rigid berisiko tidak kompatibel dengan dinamika lokal dan berujung pada kegagalan implementasi sebagian.
Selain itu, dimensi keterlibatan aktor juga menjadi titik lemah ketika distribusi manfaat kebijakan menimbulkan eksklusi sosial. Ketika hanya satu dusun yang mendapatkan akses air bersih dari program ini, sedangkan tiga dusun lainnya tidak tersentuh, maka muncul potensi kecemburuan sosial. Dalam pandangan Grindle, ketidakmerataan distribusi manfaat merupakan indikator implementasi yang berpotensi mengundang resistensi dari kelompok yang tidak terlibat atau tidak mendapat manfaat langsung dari kebijakan. Kelemahan lain yang juga krusial adalah kurangnya mekanisme pengaduan dan komunikasi terbuka dalam implementasi di tingkat lokal. Hal ini berpengaruh pada respons masyarakat yang merasa tidak didengar atau tidak mendapat kesempatan untuk mengutarakan aspirasi. Keterbatasan forum diskusi dan evaluasi terbuka dapat menghambat terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola program, dan ini pada akhirnya dapat menurunkan legitimasi kebijakan. Lebih jauh, kebijakan PAMSIMAS tampaknya masih menitikberatkan pada aspek teknis dan fisik pembangunan, dengan porsi yang kurang pada penguatan kelembagaan masyarakat dan aspek edukasi keberlanjutan. Ini terlihat dari minimnya program pelatihan dan pendampingan pasca konstruksi yang bersifat kontinyu. Padahal, untuk menjamin keberlangsungan manfaat kebijakan, dibutuhkan upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, analisis atas kekuatan dan kelemahan isi kebijakan PAMSIMAS di Desa Logede menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki desain yang progresif dan berorientasi pemberdayaan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari asumsi generalisasi desa, kurangnya fleksibilitas teknis, serta distribusi manfaat yang terbatas. Dalam perspektif Grindle, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kepekaan perancang dan pelaksana terhadap konteks sosial dan kelembagaan di tingkat mikro. Oleh karena itu, refleksi teoretis ini memberikan masukan penting bahwa desain kebijakan nasional seperti PAMSIMAS sebaiknya dilengkapi dengan instrumen kebijakan adaptif dan fleksibel, serta mekanisme penguatan kapasitas lokal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, agar efektivitas dan keberhasilan kebijakan dapat tercapai secara menyeluruh di seluruh unit desa penerima manfaat.
3. [bookmark: _Toc203995838]Implikasi terhadap keberhasilan progam di tingkat desa
Keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan itu sendiri, tetapi oleh dinamika sosial, kapasitas kelembagaan, dan struktur relasi antaraktor yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks Program PAMSIMAS di Desa Logede, keberhasilan awal dalam penyediaan air bersih di satu dusun menjadi indikator positif bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap air minum layak yang sebelumnya tidak tersedia telah terwujud melalui program ini. Namun, dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan tidak hanya dilihat dari capaian fisik semata, melainkan juga dari aspek keberlanjutan (sustainability) dan inklusivitas (inclusiveness). Keberhasilan yang hanya dirasakan oleh sebagian kecil populasi desa cenderung menimbulkan eksklusi sosial dan dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial di kalangan masyarakat yang tidak terjangkau oleh program. Oleh sebab itu, keberhasilan parsial seperti yang terjadi di Logede perlu dibarengi dengan strategi ekspansi atau replikasi agar manfaat dapat dirasakan secara lebih merata.
Implikasi penting lainnya adalah terkait dengan kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola hasil pembangunan. Pokmas sebagai aktor kunci pengelola infrastruktur pasca konstruksi perlu memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan kelembagaan agar fasilitas yang dibangun tidak mengalami degradasi fungsi. Tanpa adanya pelatihan lanjutan dan pendampingan pasca implementasi, keberhasilan jangka panjang akan terancam. Hal ini sejalan dengan pendapat Uphoff bahwa kelembagaan lokal yang kuat merupakan fondasi keberhasilan pembangunan berbasis komunitas (Uphoff, 1986).
Lebih lanjut, keberhasilan program di tingkat desa sangat erat kaitannya dengan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan program. Di Desa Logede, antusiasme masyarakat di dusun penerima manfaat relatif tinggi karena mereka dapat merasakan langsung manfaat air bersih. Namun, bagi masyarakat di dusun lain yang belum mendapatkan akses, persepsi mereka terhadap keadilan dan keseriusan pemerintah desa dalam mengelola program dapat berubah menjadi apatis atau bahkan sinis. Dalam konteks ini, implikasi terhadap keberhasilan program bukan hanya teknis, tetapi juga sosial dan politis. Jika program hanya menjangkau sebagian warga, maka partisipasi masyarakat dalam tahapan pemeliharaan, perawatan, dan perluasan sistem jaringan air bersih bisa menurun. Rendahnya partisipasi dari kelompok yang tidak mendapat manfaat bisa mengganggu kinerja Pokmas dan mengancam keberlanjutan fasilitas.
Implikasi lain yang perlu dicermati adalah bagaimana keberhasilan program ini mampu menjadi inspirasi atau model bagi pengembangan program sejenis di masa mendatang. Jika keberhasilan PAMSIMAS di Desa Logede mampu dikomunikasikan secara baik dan menjadi pembelajaran kolektif, maka bukan tidak mungkin desa-desa lain atau dusun lain di Logede akan termotivasi untuk mereplikasi inisiatif serupa. Oleh karena itu, dokumentasi praktik baik (best practices) menjadi bagian penting dalam memperluas dampak positif kebijakan. Di sisi lain, keberhasilan program juga perlu dilihat dari sudut pandang integrasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini, keberadaan program PAMSIMAS sebaiknya tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jika program ini terintegrasi, maka alokasi anggaran desa dapat diarahkan untuk mendukung ekspansi jaringan dan penguatan kelembagaan yang diperlukan. Kemudian, implikasi keberhasilan program juga terkait dengan pola koordinasi lintas aktor. Keberhasilan program di Logede menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, Dinas PU, fasilitator teknis, dan masyarakat mampu menciptakan kolaborasi yang produktif. Kolaborasi semacam ini perlu terus diperkuat melalui forum komunikasi berkala yang dapat menjadi sarana pengambilan keputusan bersama, penyelesaian masalah, dan penguatan komitmen kolektif.
Akhirnya, keberhasilan program di tingkat desa seperti Logede menjadi refleksi penting bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang berbasis pada pendekatan lokal. Pendekatan top-down semestinya dibarengi dengan fleksibilitas untuk adaptasi lokal, serta disertai dengan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Dalam kerangka Grindle, kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang mampu menyesuaikan diri terhadap konteks, bukan kebijakan yang memaksakan kerangka tunggal dalam keragaman sosial dan geografis Indonesia.


[bookmark: _Toc203995839]BAB V
[bookmark: _Toc203995840]INTERAKSI ANTAR AKTOR DALAM IMPLEMNTASI PAMSIMAS DI DESA LOGEDE, KECAMATAN PEJAGOAN, KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini membahas dimendi kedua dari teori Grindle, yaitu context of implementation yaitu bagaimana kondisi sosial, politik, kelembagaan, dan partisipasii masyarakat memengaruhi implementasi kebijakan di tingkat lokal. Tujuan dari bab ini adalan untuk menggambarkan secara mendalam konteks sosial-politik dan kelembagaan di Desa Logede yang menjadi latar implementasi kebijakan Pamsimas, meliputi :
· Kepemimpinan lokal dan dukunga politik
· Kapasitas lembaga pelaksana (KPSPAMS, pemdes, dan lainnya)
· Respons dan partisipasi masyarakat
· Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya
Penekanan bahwa sebaik apapun isi kebijakan (content), keberhasilannya sangat ditentukan oleh bagaimana ia diimplementasikan dalam konteks lokal. Konteks implemtasi ini menjadi kunci dalam menjelaskan variasi keberhasilan antar wilayah meskipun kebijakan secara nasional bersifat seragam. Disampaikan bahwa bab ini dibagi ke dalam 4 bagian utama yang menguraikan faktor-faktor dalam context of implementation, diakhiri dengan refleksi teoretis dan implikasinya.
A. [bookmark: _Toc203995841]Kepentingan yang Dipengaruhi oleh Progam Pamsimas
1. [bookmark: _Toc203995842]Identifikasi aktor-aktor yang berkepentingan ( Pemerintah desa, masyrakat, KPSPAMS, PDAM, dinas terkait)
Peneliti menemukan bahwa terdapat 5 aktor utama yang memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan PRogam Pamsimas di Desa Logede, yaitu Pemerintah desa, masyarakat, KPSPAMS, PDAM, dan dinas Perkerjaan UMUM sebagai pembina teknis.
Kepala Desa Logede, Imdad Durohman, S.E, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :
“Kami, sebagai pemerintah desa, sejak awal memandang program ini sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. Air bersih adalah kebutuhan semua warga, dan kami ingin memastikan bahwa masyarakat Logede bisa menikmati fasilitas itu secara adil. Tapi tentu saja, program seperti ini tidak bisa hanya diserahkan ke desa begitu saja. Kami harus kerja sama dengan semua pihak. Saya ingat di awal kami bahkan mendatangi satu per satu tokoh masyarakat agar mendukung pembangunan, karena kami tahu tidak semua orang langsung paham atau setuju."(Imdad Durohman, S.E,2023)
Ketua Pokmas yang disini juga merupakan Ketua KPSPAMS menyampaikan pandangannya sebagai pengugna langsung fasilitas air bersih :
"Waktu awal program jalan, kami senang. Akhirnya kami punya saluran air langsung ke rumah. Tapi setelah beberapa bulan, air mulai keruh. Warga mulai tanya-tanya, ini airnya kenapa, ke siapa harus lapor? Kadang kami juga bingung, karena Pokmas pun kelihatannya kewalahan. Kami juga pengen bantu, tapi gak ngerti bagaimana caranya."(Mahmudin, 2022)
Hasil pengumpulan data menunjukan bahwa pelaksanaan Pamsimas di Desa Logede melinatkan 5 aktor kunci yang memiliki kepentingan langsung. Kepala Desa Logede, Imdad Durohman, S.E., menegaskan bahwa sejak awal, pihaknya memandang program ini sebagai instrumen percepatan pembangunan di sektor pelayanan dasar. Beliau menyatakan bahwa peran pemerintah desa tidak hanya administratif, namun juga strategis dalam menyatukan dukungan sosial dari masyarakat demi kelancaran program. Ketua Pokmas, Bapak Mahmudin, menjelaskan bahwa pihaknya bertugas tidak hanya sebagai pelaksana proyek pembangunan fisik, tetapi juga sebagai pengelola sistem air minum setelah konstruksi selesai. Ia menggambarkan bagaimana Pokmas harus berhadapan dengan tanggung jawab yang besar, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), pengadaan material, hingga pemeliharaan jaringan pipa pasca-pelaksanaan.
Sementara itu, masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhyanto memiliki harapan besar terhadap program ini, terutama dalam penyediaan air bersih yang layak. Namun, masyarakat juga menyoroti penurunan kualitas layanan dan kebingungan dalam menyampaikan pengaduan ketika terjadi masalah teknis. Dinas PU yang diwakili oleh Andri Kusyowo, S.T. menyatakan bahwa keterlibatan pihaknya terbatas pada masa konstruksi, dan setelah itu tidak tersedia alokasi anggaran dan personel yang memadai untuk mendampingi desa secara berkelanjutan.
Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan kapasitas antarpelaku telah menimbulkan gap implementasi di tingkat lokal. Pemerintah desa memiliki semangat tinggi, namun minim dukungan teknis. Pokmas penuh beban kerja, tetapi kekurangan pelatihan dan fasilitas. Masyarakat pasif dalam pengawasan dan Dinas PU tidak dapat menjangkau secara berkala.
Dengan demikian, keberlanjutan program sangat tergantung pada bagaimana keempat aktor ini diberdayakan dan dikonsolidasikan dalam satu mekanisme kerja terpadu.
2. [bookmark: _Toc203995843]Analisis konflik harmoni kepentingan antar aktor
Dalam perjalanan implementasi, dinamika hubungan antar aktor menunjukkan adanya titik konflik sekaligus peluang harmoni. Konflik terutama muncul akibat ketidakseimbangan kapasitas dan ekspektasi. Pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan lokal sering kali menjadi pihak yang menerima beban keluhan masyarakat, meskipun tanggung jawab teknis ada pada Pokmas. Pada tahap awal pelaksanaan, kolaborasi antarpihak berjalan cukup harmonis. Pemerintah desa aktif melakukan sosialisasi, Pokmas memfasilitasi gotong royong, dan masyarakat antusias mengikuti proses pembangunan. Namun seiring waktu, terutama setelah sistem air mulai mengalami kendala teknis seperti air keruh, muncul dinamika yang lebih kompleks.
Pemerintah desa mulai menerima keluhan warga, namun terkendala kewenangan teknis. Dalam wawancaranya, Kepala Desa menyampaikan:
"Kami jadi pihak yang selalu ditanya warga, padahal tanggung jawab teknisnya kan di Pokmas. Tapi ya kami tidak bisa lepas tangan, jadi ya kami tetap tampung keluhan dan coba mediasi." (Imdad Durohman, S.E,2023)
Pokmas merasa tertekan karena beban teknis dan sosial yang tidak sebanding dengan dukungan yang diterima. Mereka merasa diposisikan sebagai pelaksana sekaligus pengelola tanpa pelatihan lanjutan dan insentif operasional. Mahmudin menjelaskan bahwa kurangnya dukungan teknis membuat timnya tidak sanggup menangani masalah jaringan pipa dan kualitas air secara maksimal.Konflik juga muncul dalam bentuk penurunan partisipasi masyarakat. Banyak warga mulai enggan membayar iuran karena merasa pelayanan menurun. Menurut Pak Muhyanto:
"Beberapa tetangga saya bilang, 'ngapain bayar kalau airnya keruh?' Padahal kami tahu itu harus dikelola bersama, tapi kalau kualitas air turun, kepercayaan warga juga turun."(Siti Muntasiroh,2023).
Dari sisi masyarakat, kepercayaan terhadap sistem PAMSIMAS menurun seiring dengan penurunan kualitas layanan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat dalam pembayaran iuran juga menurun, yang kemudian berdampak terhadap kas operasional Pokmas.
Namun, terdapat beberapa bentuk harmoni yang tetap muncul. Misalnya, forum musyawarah yang digelar pemerintah desa sebagai upaya menjembatani ketegangan antara Pokmas dan masyarakat. Selain itu, beberapa warga juga menawarkan bantuan material secara swadaya untuk perbaikan instalasi air.Dinas PU mengakui bahwa lemahnya pengawasan pasca konstruksi adalah kelemahan sistemik. Meskipun demikian, pihaknya menyatakan kesiapan untuk memberikan pelatihan lanjutan bila ada permintaan resmi dari desa. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi tetap dapat dilakukan jika komunikasi formal dan informal difasilitasi dengan baik.
Peneliti menilai bahwa potensi konflik di Desa Logede bersumber dari ketidaksesuaian ekspektasi dan realita pelaksanaan. Ketidakterhubungan antar pemangku kepentingan dapat diatasi melalui forum koordinasi rutin dan pelibatan masyarakat secara lebih inklusif. Program PAMSIMAS dapat menjadi wadah kolaborasi antar pihak jika setiap aktor mendapatkan penguatan kapasitas, peran yang seimbang, dan ruang aspirasi yang terbuka.
3. [bookmark: _Toc203995844]Dampaknya terhadap pelaksanaan aktor
Ketidaksinkronan antar aktor berdampak langsung terhadap keberlangsungan PAMSIMAS di Desa Logede. Salah satu dampak paling terlihat adalah menurunnya efektivitas operasional sistem air bersih. Pokmas kewalahan mengelola sistem tanpa dukungan teknis memadai, sedangkan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
Ketidakterpaduan peran antarpelaku berdampak langsung terhadap menurunnya efektivitas program. Kegagalan dalam menyusun sistem manajemen operasional pasca konstruksi menyebabkan Pokmas bekerja secara sporadis tanpa perencanaan jangka panjang. Air yang keruh, seperti yang disampaikan oleh masyarakat, menjadi simbol nyata dari ketidakberesan pengelolaan teknis. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan dan tidak adanya supervisi berkala dari instansi teknis.Penurunan kualitas pelayanan juga menyebabkan efek domino berupa ketidakpercayaan masyarakat dan menurunnya kesediaan untuk membayar iuran. Akibatnya, Pokmas mengalami defisit dana untuk melakukan perawatan sistem.
Kepala Desa menegaskan bahwa program akan gagal jika tidak ada intervensi tambahan dari pemerintah kabupaten atau pusat dalam bentuk pelatihan lanjutan dan alokasi dana pasca konstruksi. Beliau menekankan perlunya pendekatan baru yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga keberlanjutan operasional.
Peneliti mencatat bahwa permasalahan seperti ini umum terjadi dalam program berbasis masyarakat yang tidak dibarengi dengan dukungan sistemik. Hal ini membenarkan pandangan Grindle (1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh variabel sosial-politik dan kapasitas institusional. 
Ke depan, dibutuhkan kebijakan lanjutan yang memastikan penguatan kelembagaan lokal, peningkatan kapasitas teknis Pokmas, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung keberlanjutan sistem air bersih desa.
B. [bookmark: _Toc203995845]Kepemimpinan dan Dukungan Politik
Implementasi kebijakan pembangunan di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kepemimpinan lokal dan dukungan politik antar level pemerintahan. Dalam konteks Program PAMSIMAS RM2 tahun 2022 di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, peran kepala desa, tokoh masyarakat, elite lokal, serta aktor lintas pemerintahan terbukti menjadi elemen yang signifikan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program. Dalam kerangka implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), kepemimpinan dan interaksi aktor memiliki pengaruh kuat terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Grindle menjelaskan bahwa proses implementasi bersifat politis karena aktor-aktor di berbagai tingkat memiliki kepentingan, sumber daya, dan kendala yang saling berinteraksi dalam konteks sosial tertentu.
1. [bookmark: _Toc203995846]Peran kepala desa, tokoh masyarakat, dan elite lokal dalam mendorong implementasi
Kepala Desa Logede, Imdad Durokhman, S.E., menjadi tokoh sentral dalam implementasi program PAMSIMAS di desanya. Dalam berbagai tahapan program, mulai dari penyusunan proposal, perencanaan teknis, hingga pengawasan pelaksanaan fisik, Imdad menunjukkan kepemimpinan partisipatif yang mampu mendorong kolaborasi antara perangkat desa, masyarakat, dan kelompok pelaksana kegiatan. Peran beliau sangat terlihat ketika pengeboran sumur pertama tidak berhasil menghasilkan air yang layak konsumsi. Dalam situasi yang cukup menegangkan tersebut, kepala desa segera mengadakan musyawarah terbuka di balai desa, mengundang seluruh ketua RW dan RT, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam forum itu, Imdad menyampaikan secara transparan kondisi teknis dan solusi yang sedang dirumuskan bersama Dinas PU.
Salah satu masyarakat, Bapak Muhyanto, menyampaikan dalam forum itu bahwa masyarakat siap membantu secara tenaga maupun logistik asalkan komunikasi dari pihak pemerintah desa terus dibuka. Tanggapan ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang inklusif dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemimpin lokal. Dari sisi formal, kepala desa juga memastikan bahwa Pokmas yang ditunjuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Imdad secara rutin memonitor kemajuan fisik pembangunan dan sering kali datang langsung ke lokasi untuk memberi arahan. Kehadiran fisik pemimpin dalam proyek pembangunan memberi dampak psikologis positif bagi pelaksana di lapangan.
Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa, menyatakan :
“Kami dari pemerintah desa sangat memahami bahwa program ini adalah kesempatan langka bagi desa kami yang selama ini belum pernah tersentuh program air bersih. Maka, saya pribadi merasa bertanggung jawab penuh untuk memastikan program ini berhasil, walaupun harus menghadapi tantangan teknis dan keterbatasan dana. Kami juga sangat berterima kasih pada warga yang tetap mendukung meski sempat ada hambatan di sumur pertama.”(Imdad Durohkman, S.E,2023)
Lebih lanjut, peran tokoh masyarakat, seperti pemuka agama dan tokoh adat, juga tidak dapat diabaikan. Mereka menjadi kanal penting dalam menyampaikan informasi program ke masyarakat luas. Sosialisasi tentang pentingnya air bersih dan sanitasi dilakukan melalui forum keagamaan dan pengajian. Bahkan, beberapa tokoh agama secara sukarela ikut menyampaikan pentingnya program ini dalam khutbah Jumat atau pengajian rutin. Peran kolaboratif antara pemimpin formal dan informal menciptakan ekosistem sosial yang solid. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial pemerintah desa. Dalam tulisannya, Grindle berpendapat pemimpin lokal yang memahami konteks sosial desanya akan lebih berhasil dalam mengelola kebijakan nasional yang diturunkan ke tingkat desa. Imdad dan para tokoh masyarakat telah menunjukkan contoh nyata dari kepemimpinan kontekstual yang responsif dan adaptif. (Grindle, 1980)
Tokoh masyarakat lainnya, Ibu Siti Muntasiro, mengatakan:
“Kami merasa program ini milik kita bersama karena sejak awal diajak bicara. Pak Kades tidak hanya datang sekali, tapi setiap pekan menyampaikan perkembangan. Itu membuat kami yakin untuk ikut membantu.”
Pengakuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya dilihat dari capaian fisik, tetapi juga keterlibatan emosi dan komitmen masyarakat terhadap program. Wawancara dengan Ketua Pokmas, Mahmudin, juga menunjukkan bahwa dorongan dan dukungan moral dari kepala desa membuat mereka merasa tidak bekerja sendirian.
“Pak Kades itu bukan tipe pemimpin yang hanya nyuruh-nyuruh. Beliau ikut turun tangan. Pernah pas hujan deras pun beliau datang melihat pengeboran sumur kedua. Itu yang bikin kami semangat,” jelasnya.(Mahmudin,2023)
Kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi secara langsung telah terbukti menjadi kekuatan kunci dalam implementasi kebijakan berbasis masyarakat. Di desa seperti Logede, di mana modal sosial masih kuat, figur kepala desa memainkan peran yang jauh melampaui tugas administratif. Bersama dukungan tokoh masyarakat dan elite lokal, kepala desa berhasil membentuk tim yang solid, mengatasi tantangan teknis dan sosial, serta menjaga kesinambungan dukungan dari masyarakat terhadap program PAMSIMAS.
2. [bookmark: _Toc203995847]Dukungan dari aktor pemerintah lintas level
Dukungan dari aktor pemerintah lintas level, terutama dari kecamatan dan kabupaten, menjadi aspek strategis dalam keberhasilan implementasi program PAMSIMAS di Desa Logede. Kebijakan nasional seperti PAMSIMAS tidak mungkin berjalan secara optimal hanya dengan mengandalkan inisiatif lokal. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, integrasi vertikal dari pusat ke daerah melalui koordinasi antar level birokrasi menjadi pilar penting agar program dapat diimplementasikan dengan efektif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS RM2 tahun 2022, Kecamatan Pejagoan memainkan peran penting sebagai fasilitator administratif dan penjembatan komunikasi antara Desa Logede dengan Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kecamatan Pejagoan saat itu, melalui staf pelaksana teknis, membantu mempercepat verifikasi dokumen usulan desa, sekaligus memastikan bahwa mekanisme pelaporan dari desa dapat diterima sesuai prosedur. Di tingkat kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi institusi kunci yang memberikan dukungan teknis, logistik, serta verifikasi kelayakan proyek. Ketika pengeboran sumur pertama di Desa Logede mengalami kegagalan karena kualitas air yang buruk, Dinas PU segera mengirimkan tim teknis untuk melakukan survei ulang lokasi dan memberikan rekomendasi titik pengeboran alternatif. Tindakan ini sangat krusial agar program tidak berhenti di tengah jalan.
Menurut wawancara dengan Andri Kusyowo, S.T., perwakilan teknis dari Dinas PU Kabupaten Kebumen:
“Ketika kami menerima laporan dari desa bahwa air sumur pertama keruh dan berbau, kami langsung berkoordinasi dengan kepala desa dan Pokmas. Kami menilai situasi ini cukup serius karena lokasi pengeboran berada di wilayah batuan lempung. Setelah survei lapangan, kami menyarankan pindah lokasi ke timur laut dusun dan hasilnya lebih baik. Kami juga membantu pengajuan tambahan anggaran agar pengeboran kedua bisa segera dilakukan.”(Andri Kusyowo,S.T,2022)
Dukungan dinas tidak hanya dalam bentuk teknis, tetapi juga pendampingan administratif. Proses pengajuan ulang anggaran untuk pengeboran kedua dipercepat melalui komunikasi langsung lintas instansi di kabupaten. Dalam waktu kurang dari dua minggu, persetujuan diterbitkan, dan pelaksanaan pengeboran dapat dilanjutkan. Fasilitator kabupaten yang mendampingi program juga memainkan peran penting sebagai jembatan pengetahuan dan pelatihan teknis bagi Pokmas. Fasilitator membantu dalam penyusunan laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pelatihan pengoperasian sarana air minum yang dibangun. Kehadiran mereka memperkuat kapasitas teknis dan manajerial masyarakat lokal.
Salah satu bentuk koordinasi yang diapresiasi oleh pemerintah desa adalah adanya forum teknis lintas sektor yang diadakan di tingkat kecamatan. Forum ini mempertemukan perwakilan desa, kecamatan, dinas teknis, serta perencana kabupaten, untuk memantau progres, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi bersama. Sinergi ini menjadi perwujudan dari gagasan integrasi multilevel dalam pelaksanaan kebijakan publik. Efektivitas implementasi kebijakan tergantung pada konsistensi kebijakan, kapasitas aktor pelaksana, dan dukungan dari lingkungan eksternal, termasuk birokrasi tingkat atas.
Dukungan dari aktor pemerintah lintas level juga mengurangi beban administratif pemerintah desa yang sebelumnya sering kali mengalami kebingungan dalam menginterpretasikan petunjuk teknis (juknis) program. Dengan adanya supervisi dari Dinas PU, proses interpretasi dokumen kebijakan menjadi lebih tepat, dan desa mampu mengambil langkah yang sesuai dengan ketentuan. Salah satu bukti nyata dari efektifnya sinergi lintas level ini adalah keberhasilan pembentukan sistem pengaduan teknis dan pelaporan cepat. Ketika terjadi gangguan pada proses pengeboran kedua akibat mesin bor rusak, Pokmas langsung melaporkan ke kepala desa, yang kemudian menyampaikan ke Dinas PU. Dalam kurun waktu kurang sebulanan, tim teknis kembali turun ke lapangan membawa suku cadang dan alat bantu. Kehadiran aktor pemerintah lintas level juga penting dalam memberikan legitimasi terhadap program. Dalam konteks desa, kehadiran pihak kabupaten dianggap sebagai bentuk perhatian dan keseriusan negara terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Hal ini meningkatkan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif.
Wawancara dengan Ketua Pokmas, Pak Muhyanto, mengatakan hal ini :
“Waktu orang dari PU datang dan ikut mengecek lokasi, kami merasa bahwa program ini benar-benar penting. Masyarakat jadi tambah semangat. Ada rasa bahwa pemerintah memang peduli.”(Mahmudin, 2022)
Selain teknis dan administratif, Dinas PU juga memberi dukungan edukatif. Misalnya, dalam pelatihan pengelolaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang diadakan di tingkat kabupaten, perwakilan Pokmas Logede diundang untuk belajar tentang perawatan instalasi, distribusi air, dan manajemen iuran rumah tangga. Pelatihan ini memperkuat keberlanjutan program setelah pembangunan fisik selesai. Dukungan kabupaten bukan hanya pada tahap awal, tetapi juga dalam menyiapkan sistem operasional dan kelembagaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Menurut Grindle, dukungan dari aktor pemerintahan lintas level bukan sekadar mempercepat implementasi, tetapi juga memperkuat kualitas kebijakan di tingkat lokal. Hal ini terbukti dalam PAMSIMAS di Desa Logede, di mana interaksi antara desa, kecamatan, dan kabupaten menciptakan sistem yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan situasi. Secara keseluruhan, sinergi lintas level antara desa, kecamatan, dan kabupaten dalam implementasi program PAMSIMAS menunjukkan model interaksi kebijakan yang ideal, di mana kolaborasi menjadi kunci keberhasilan. Intervensi dari dinas teknis dan fasilitator berperan sebagai penopang utama ketika desa menghadapi keterbatasan teknis dan administratif. (Grindle, 1980)
3. [bookmark: _Toc203995848]Dinamika kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kelancaran progam
Dinamika kepemimpinan dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Logede menunjukkan kompleksitas hubungan antara aktor formal dan informal, serta bagaimana gaya kepemimpinan berkontribusi pada kelancaran implementasi. Dalam konteks program yang melibatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kebijakan, kepemimpinan tidak hanya berkutat pada fungsi administrasi, tetapi juga pada kapasitas komunikatif dan relasional. Kepala Desa Logede, Imdad Durokhman, S.E., menunjukkan gaya kepemimpinan yang kombinatif: tegas dalam pengambilan keputusan strategis, namun terbuka terhadap kritik dan partisipasi publik. Pendekatan ini menciptakan suasana kerja yang demokratis dan inklusif, yang sangat penting dalam program berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS. Salah satu dinamika kepemimpinan yang muncul adalah bagaimana kepala desa menanggapi resistensi awal dari sebagian warga ketika lokasi pengeboran pertama dinilai terlalu jauh dari permukiman utama. Alih-alih mengabaikan suara masyarakat, beliau justru mengadakan forum rembug warga dan melibatkan mereka dalam penentuan lokasi alternatif. Proses ini mencerminkan kepemimpinan partisipatoris yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif. Dalam wawancara dengan Bapak Imdad menyatakan :
“Kami sadar bahwa program PAMSIMAS ini tidak sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat kami, yaitu air bersih. Maka sejak awal, saya libatkan semua unsur masyarakat. Tidak hanya perangkat desa, tapi juga tokoh agama, ketua RT, hingga pemuda karang taruna. Bahkan saya turun sendiri ke rumah-rumah untuk menjelaskan tujuan dan manfaatnya. Waktu sumur pertama gagal, saya akui itu ujian kepercayaan masyarakat terhadap kami. Tapi saya tidak menyalahkan siapa pun. Kami langsung gelar rembug darurat di balai desa. Saya undang Dinas PU dan Pokmas. Saya katakan ke warga, 'kita cari solusi sama-sama, saya tidak akan diam.' Lalu saya bantu percepat proposal baru ke kabupaten. Dalam waktu dua minggu, izin turun untuk pengeboran kedua. Itu saya rasa bukan karena saya pintar, tapi karena semua ikut kerja dan saling percaya. Saya juga sengaja hadir setiap pekan ke lokasi pengeboran. Kadang saya tidak bicara banyak, tapi saya hadir. Masyarakat melihat dan merasa bahwa pemimpinnya tidak duduk diam di kantor. Bahkan saat hujan deras dan lokasi becek, saya tetap datang pakai sepatu boot. Di situ masyarakat mulai yakin. Saya selalu katakan, ‘Kalau air ini nanti keluar bagus, itu bukan karena saya, tapi karena kita semua bersatu.”(Imdad Durokhman, S.E,2022)
Pernyataan tersebut menggambarkan pemahaman beliau terhadap pentingnya sense of ownership dalam pelaksanaan program publik. Kepemimpinan yang mampu mengelola konflik sosial menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan program.
Ketua Pokmas, Mahmudin, juga menggambarkan dinamika ini dari perspektif pelaksana teknis. Ia menyebut bahwa dukungan moral dari kepala desa sangat berpengaruh terhadap semangat kerja tim.
“Dari Kelompok Masyarakat,  sempat bingung juga waktu sumur pertama tidak keluar air yang layak. Warga sudah banyak berharap. Ada juga yang mulai mencibir. Tapi saat itu Pak Kades datang tanpa kami panggil. Beliau duduk bareng kami, diskusi dari sore sampai malam. Beliau juga yang bawa surat rekomendasi ke PU. Bahkan malam-malam beliau kirim voice note di grup WA kami tentang progres komunikasi dengan kabupaten. Itu membuat kami merasa tidak sendiri. elama pengeboran kedua, saya sering didatangi beliau dan tokoh masyarakat. Beliau ikut angkat pipa, bantu dorong gerobak semen. Tidak ada rasa sungkan dari beliau untuk bekerja fisik. Itu membuat warga yang awalnya diam jadi ikut membantu. Kita jadi merasa bahwa ini bukan proyek pemerintah, tapi gotong royong kita sendiri. Saya juga salut ketika ada protes kecil dari warga yang merasa distribusi sambungan rumah belum merata. Pak Kades tidak langsung membela program, tapi mendengarkan dulu. Lalu beliau mengajak warga tersebut ke lokasi dan menjelaskan alasan teknisnya. Akhirnya warga itu malah minta maaf dan ikut jadi sukarelawan. Di situ saya paham bahwa pemimpin yang mau mendengar itu sangat penting.”(Mahmudin,2022)
Pernyataan dari Ketua Pokmas Mahmudin juga menegaskan bahwa kepemimpinan yang bersifat solutif dan humanis dapat menciptakan stabilitas sosial yang mendukung efektivitas program. Ketika masyarakat melihat bahwa pemimpinnya tidak hanya hadir dalam rapat formal, tetapi juga dalam kerja fisik dan krisis teknis, mereka merespons dengan meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki.
Dari sisi masyarakat, gaya kepemimpinan kepala desa yang komunikatif mempercepat proses internalisasi nilai-nilai program. Warga merasa tidak ada jarak antara mereka dengan pengambil kebijakan. Menurut Bu Siti Muntasiroh, warga penerima manfaat mengungkapkan sebagai berikut : 
“Saya sebagai warga biasa awalnya hanya mendengar kalau program ini akan kasih air bersih. Tapi saya tidak terlalu paham teknisnya. Waktu sumur pertama gagal, saya pikir, ya sudah gagal. Tapi saya kaget waktu malam hari ada pertemuan warga di masjid, Pak Kades datang langsung bawa peta, menjelaskan kenapa sumur pertama gagal. Waktu itu saya kagum, karena beliau menjelaskan pelan-pelan, tidak marah, tidak menuduh. Beliau minta kami sabar, dan katanya akan cari solusi. Tidak lama kemudian, ada bor baru di dekat rumah saya, dan airnya jernih sekali. Sejak saat itu, saya aktif ikut kerja bakti. Saya ajak ibu-ibu PKK bikin konsumsi buat yang kerja di lapangan. Kami juga dilibatkan dalam pembicaraan soal iuran air. Biasanya hal seperti ini hanya dibahas bapak-bapak. Tapi karena kami merasa ini milik bersama, kami ikut.”(Siti Muntasiroh,2022)
Suara warga seperti Ibu Siti Muntasiroh memperkaya perspektif mengenai inklusivitas kepemimpinan desa. Dengan dilibatkannya ibu rumah tangga dalam forum-forum keputusan, terjadi perluasan makna partisipasi masyarakat yang tidak terbatas pada aspek teknis semata, tetapi juga emosi kolektif dan kesadaran kritis. Selain kepala desa, dinamika kepemimpinan juga terlihat dalam kolaborasi dengan tokoh agama dan adat. Mereka berperan sebagai pemimpin moral yang menguatkan pesan-pesan perubahan perilaku, seperti pentingnya mencuci tangan, mandi menggunakan air bersih, dan membayar iuran air. Kepemimpinan kolektif ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik di desa tidak bersifat top-down secara tunggal, melainkan berupa jaringan otoritas yang saling mengisi. Pendekatan seperti ini sejalan dengan konsep “distributed leadership” yang menekankan bahwa kepemimpinan efektif bukan hanya berasal dari satu figur, tetapi dari ekosistem relasional yang saling memperkuat. Dinamika lainnya adalah adanya kejelasan dalam pembagian peran. Kepala desa fokus pada pengambilan keputusan dan legitimasi sosial, Pokmas pada teknis operasional, dan tokoh masyarakat pada penguatan sosial budaya. Pembagian ini menciptakan keefektifan organisasi yang menghindarkan konflik kewenangan. Kepemimpinan dalam konteks PAMSIMAS juga membutuhkan adaptasi. Tantangan teknis seperti kegagalan sumur pertama, keterlambatan material, atau resistensi warga, menuntut pemimpin untuk memiliki daya lenting (resilience). Dalam kasus di Logede, kepala desa berhasil menavigasi berbagai tantangan tersebut dengan fleksibilitas dan keteguhan moral.
Dalam perspektif Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor lokal untuk menyesuaikan diri dengan dinamika konteks dan mengelola kepentingan yang beragam. Kepala desa di Logede telah menunjukkan kapasitas tersebut dengan baik. (Grindle, 1980).
Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tercermin dari minimnya konflik sosial selama pelaksanaan program. Ketika ada perbedaan pendapat, diselesaikan secara musyawarah. Ketika iuran ditetapkan, masyarakat bersedia membayar karena merasa prosesnya adil dan transparan. Kepemimpinan juga terlihat dalam aspek monitoring dan evaluasi. Kepala desa rutin mengajak Pokmas dan tokoh masyarakat untuk meninjau hasil pembangunan dan mengevaluasi sistem distribusi air. Kegiatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program. Secara keseluruhan, dinamika kepemimpinan dalam implementasi PAMSIMAS di Logede menunjukkan bahwa pemimpin lokal yang adaptif, komunikatif, dan partisipatif akan mampu menjembatani berbagai kepentingan, mengelola risiko, dan menciptakan kondisi sosial-politik yang mendukung keberhasilan program publik. Pendekatan kolektif, fleksibel, dan responsif dari kepala desa Logede patut dijadikan contoh dalam pelaksanaan kebijakan lain di desa-desa serupa. Dalam situasi keterbatasan sumber daya, kepemimpinan menjadi faktor pembeda antara stagnasi dan keberhasilan.
C. [bookmark: _Toc203995849]Karakteristik dan Kapasitas Institusi Pelaksana
1. [bookmark: _Toc203995850]Kinerja KPSPAMS sebagai lembaga lokal pelaksana progam
Keberadaan KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) sebagai lembaga pelaksana lokal dalam program PAMSIMAS di Desa Logede menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program. KPSPAMS merupakan lembaga bentukan masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana air minum pasca-pembangunan. Kinerja KPSPAMS menjadi representasi kapasitas masyarakat dalam mengelola hasil program berbasis partisipasi.
Dalam konteks implementasi PAMSIMAS di Logede, KPSPAMS berperan dalam mengoperasikan sistem, mengelola keuangan, menjaga sarana dan prasarana, serta memfasilitasi iuran dari masyarakat. Ketua KPSPAMS, Mahmudin, menyatakan dalam wawancara :
"Kami merasa diberi kepercayaan besar oleh pemerintah desa dan masyarakat. Setelah pembangunan selesai, kami diberi tanggung jawab penuh untuk mengelola distribusi air, perawatan, dan pengumpulan iuran. Itu tidak mudah karena awalnya warga belum terbiasa. Tapi kami rutin melakukan sosialisasi, mendata ulang penerima manfaat, dan membentuk tim jaga harian. Dengan menggunakan buku kas manual dan format laporan dari pelatihan yang kami terima. Setiap akhir bulan kami laporkan ke kepala desa. Bahkan kami sudah mulai menyusun dana cadangan untuk perawatan pipa. Ini kami pelajari dari pelatihan kabupaten tahun lalu."(Mahmudin, 2022)
Secara administratif, KPSPAMS juga telah melengkapi struktur organisasinya, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga tim teknis. Semua anggota berasal dari masyarakat lokal yang sebelumnya terlibat dalam pembangunan. Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kapasitas pelaksana di lapangan. Dalam hal ini, KPSPAMS menjadi contoh nyata aktor lokal yang mampu menjalankan peran strategis dengan dukungan pelatihan dan kepercayaan sosial. Kinerja KPSPAMS juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Dalam beberapa forum rembug warga, pengurus KPSPAMS dilibatkan secara aktif, dan mereka memaparkan kondisi teknis maupun keuangan dengan transparan. Hal ini menumbuhkan kepercayaan kolektif.
Selanjutnya, koordinasi KPSPAMS dengan kepala desa juga cukup solid. Dalam banyak kasus, keputusan terkait perbaikan atau pengembangan sistem air minum dikonsultasikan terlebih dahulu, sehingga terdapat sinergi antara kebijakan desa dan kebutuhan teknis. Salah satu prestasi KPSPAMS adalah mengusulkan titik sambungan baru ke dusun tetangga yang sebelumnya belum terjangkau. Usulan ini saat ini sedang dalam proses pengajuan melalui proposal mandiri ke Dinas PUPR.
2. [bookmark: _Toc203995851]Koordinasi antar aktor pelaksana
Koordinasi antar aktor pelaksana merupakan aspek vital dalam keberhasilan implementasi program PAMSIMAS. Sebagai sebuah program berbasis partisipasi masyarakat dan dukungan lintas sektor pemerintahan, efektivitas koordinasi menentukan kelancaran setiap tahapan kegiatan. Di Desa Logede, peran komunikasi dan kerja sama antara pemerintah desa, pendamping teknis, KPSPAMS, dan Dinas PUPR Kabupaten Kebumen terlihat sangat dinamis. Kepala Desa Logede, Imdad Durokhman, S.E., menjadi sosok sentral yang memastikan koordinasi berjalan dengan semestinya. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Pak Imdad menjelaskan bahwa ia secara aktif memfasilitasi pertemuan berkala dan menjaga jalur komunikasi terbuka dengan para pelaksana teknis.
"Saya tidak bisa membiarkan program ini jalan sendiri. Dari awal, saya selalu menekankan pada tim, kita harus kompak. Saya pribadi sering datang ke lokasi, ikut rapat Pokmas, bahkan kadang ikut berdiskusi soal teknis dengan pendamping. Komunikasi adalah fondasi keberhasilan."(Imdad Durokhman,S.E, 2022)
Ibu Eni Kurniasih, Sekretaris Desa Logede, juga membenarkan pentingnya koordinasi dalam mengatasi hambatan administratif. 
"Prosedur kadang memang panjang, tapi karena kami sering komunikasi dengan fasilitator dan PU, semuanya bisa diatasi dengan dialog. Bahkan beberapa kendala teknis yang butuh persetujuan cepat, kami urus hanya dalam dua hari."(Eni Kurnasih, 2022)
Koordinasi antar pelaksana bukan hanya terbatas pada saat krisis. Dalam pelaksanaan harian, komunikasi dilakukan melalui grup WhatsApp yang berisi perangkat desa, pengurus Pokmas, pendamping teknis, dan perwakilan dari Dinas PU. Grup ini menjadi media diskusi cepat mengenai progres pembangunan, distribusi air, dan pelaporan berkala.
Koordinasi juga menyentuh aspek pembagian peran. Pokmas bertanggung jawab terhadap operasional teknis dan pengelolaan infrastruktur, sementara pemerintah desa menangani pelaporan, penyuluhan, dan koordinasi lintas lembaga. Pendamping teknis berperan sebagai jembatan yang menjelaskan aspek teknis kepada warga maupun perangkat desa. Dalam forum musyawarah desa, diskusi sering kali melibatkan seluruh aktor. Warga diberi kesempatan menyampaikan masukan, dan Pokmas menjelaskan langkah teknis. Pendamping teknis menyajikan data teknis dan memberikan rekomendasi berbasis fakta lapangan. Hubungan yang terbentuk tidak bersifat birokratis, tetapi lebih kepada kemitraan partisipatif. Hal ini sejalan dengan teori Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada relasi sosial-politik antar aktor pelaksana. Di Logede, relasi ini terlihat dalam bentuk kolaborasi aktif. Bahkan setelah pembangunan selesai, koordinasi tetap berjalan. Pemerintah desa dan KPSPAMS rutin mengadakan evaluasi bulanan bersama pendamping teknis. Topik yang dibahas mencakup pembayaran iuran masyarakat, kondisi teknis, serta pengembangan layanan air minum ke dusun lain.
3. [bookmark: _Toc203995852]Evaluasi kapasitas kelembagaan dan teknis
Evaluasi kapasitas kelembagaan dan teknis dalam implementasi program PAMSIMAS di Desa Logede merupakan bagian penting dari analisis efektivitas program. Evaluasi ini tidak hanya menyasar output fisik, tetapi juga kualitas kelembagaan serta kesiapan sumber daya manusia lokal dalam mengelola dan mengembangkan sistem air minum dan sanitasi. Dari aspek kelembagaan, KPSPAMS yang dibentuk sebagai ujung tombak pelaksana di tingkat lokal menunjukkan kapasitas organisasi yang cukup baik. Struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian teknis. Setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama. Mahmudin, Ketua KPSPAMS, dalam wawancara menjelaskan bahwa meskipun awalnya belum memiliki pengalaman, semua pengurus berkomitmen untuk belajar.
"Kami bukan orang teknis, tapi kami ikut pelatihan dari kabupaten, jadi kadang ya ikut dengan pendamping. Awalnya bingung soal pengelolaan kas, distribusi air, tapi lama-lama paham. Kami bentuk tim piket harian, buat buku kas, dan data sambungan."
Dari sisi teknis, kapasitas SDM di KPSPAMS masih terbatas namun menunjukkan progres yang menjanjikan. Beberapa anggota telah menguasai cara membaca tekanan air, mengecek kondisi pompa, dan menangani kebocoran ringan. Untuk masalah teknis yang lebih kompleks, mereka masih mengandalkan bantuan pendamping atau teknisi dari dinas. Kapasitas kelembagaan juga terlihat dalam cara mereka mengelola konflik. Misalnya saat ada warga yang menolak bayar iuran, pengurus tidak serta merta mencabut sambungan. Mereka lebih memilih pendekatan persuasif, bahkan mengadakan pertemuan keluarga. Partisipasi masyarakat juga menjadi indikator penting. Dalam beberapa kegiatan, seperti gotong royong perawatan tangki dan pipa, warga terlibat aktif. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan KPSPAMS memiliki legitimasi sosial.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Beberapa pengurus masih kesulitan membuat laporan keuangan yang sesuai format dinas. Oleh karena itu, pelatihan lanjutan sangat dibutuhkan. Pemerintah desa telah mengusulkan agar Dinas PUPR memberikan pelatihan tahunan. Evaluasi kapasitas teknis juga menyentuh kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat, seperti kerusakan pompa atau distribusi air terganggu. Saat pompa utama rusak pada Februari 2023, tim teknis butuh waktu dua hari untuk memperbaiki karena harus menunggu suku cadang dari Kabupaten. Untuk mengatasi ini, KPSPAMS kini sedang mengkaji pengadaan cadangan pompa dan alat teknis ringan. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran kelembagaan terhadap risiko dan mitigasinya.
Akhirnya, kapasitas teknis dan kelembagaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan desa. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah desa tengah menyusun regulasi desa (Perdes) tentang pengelolaan air minum yang akan memberi dasar hukum bagi KPSPAMS.  Dengan semua perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan dan teknis PAMSIMAS di Desa Logede cukup memadai, meskipun masih membutuhkan penguatan sistematik dan pendampingan berkelanjutan agar mampu mandiri secara penuh dalam jangka panjang.
D. [bookmark: _Toc203995853]Respons dan Partisipasi Masyarakat
1. [bookmark: _Toc203995854]Tingkat partipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan
Partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS di Desa Logede dapat dikatakan cukup signifikan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Pada tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat mulai ditunjukkan melalui kehadiran mereka dalam forum musyawarah desa. Forum ini menjadi ruang diskusi awal untuk menentukan lokasi sumur, sistem distribusi, hingga bentuk pengelolaan air bersih. Masyarakat dari dusun yang menjadi penerima utama program menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Menurut penuturan Ibu Siti Muntasiroh, salah satu warga, ia menghadiri beberapa pertemuan awal bersama ibu-ibu lainnya untuk memahami rencana program. Berikut hasil wawancara :
"Kami ikut rapat di balai desa, waktu itu dijelaskan tentang pentingnya air bersih dan bagaimana sistem sambungan rumah itu akan dibuat. Kami diminta pendapat, dan saya sampaikan kalau lokasinya harus dekat dari rumah warga yang belum pernah punya sumur."(Siti Munasiroh,2023)
Partisipasi warga juga tampak dari proses pemetaan sosial yang dilakukan oleh Pokmas dan pendamping. Warga secara sukarela membantu dalam identifikasi calon penerima manfaat, termasuk warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan subsidi sambungan. Partisipasi ini memperlihatkan kesadaran sosial yang tinggi.
Di tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat lebih bersifat fisik dan teknis. Masyarakat secara gotong royong terlibat dalam kegiatan pembangunan seperti penggalian jalur pipa, pengangkutan material, dan pembangunan tangki penampungan air. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela tanpa bayaran, dengan pembagian tugas yang diatur oleh Pokmas dan ketua RT setempat.
Pak Mahmudin, Ketua Pokmas, menyampaikan bahwa setiap kepala keluarga diminta minimal menyumbang tenaga kerja selama dua hari selama masa konstruksi.
"Kami ajak musyawarah dulu. Kami bilang ini untuk kita semua, jadi harus mau bantu. Alhamdulillah hampir semua warga ikut, bahkan ada yang kerja lebih dari tiga hari karena mereka merasa punya tanggung jawab."(Mahmudin, 2023)
Antusiasme ini juga terlihat dari partisipasi pemuda karang taruna yang ikut menjadi tim pengawas lapangan. Mereka dilibatkan untuk memantau progres pekerjaan dan menginformasikan hambatan kepada pendamping teknis atau Pokmas. Pokmas dan KPSPAMS secara rutin mengadakan evaluasi triwulan yang melibatkan perwakilan warga, RT/RW, dan pemerintah desa. Forum ini menjadi sarana menyampaikan keluhan, evaluasi, dan saran dari masyarakat pengguna. Pak Imdad Durokhman,S.E , Kepala Desa Logede, menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat terus dijaga agar keberlangsungan program tidak tergantung pada aktor tunggal.
"Kami dorong warga punya rasa memiliki. Karena kalau mereka hanya menerima, nanti kalau rusak dibiarkan. Tapi kalau mereka merasa ikut membangun, mereka akan ikut menjaga."(Imdad Durokhman, S.E, 2023)
Program pelatihan teknis untuk operator lokal juga melibatkan masyarakat. Dua warga dari dusun dikirim pelatihan ke kabupaten untuk belajar teknis mesin dan pemeliharaan alat. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran teknis kepada warga. Selain itu, ibu-ibu PKK turut berpartisipasi dengan menjadi pengumpul iuran dan edukator sanitasi. Mereka menyosialisasikan pentingnya menjaga kualitas air di tingkat rumah tangga.
Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam Pamsimas Desa Logede dapat dikategorikan sebagai partisipasi aktif. Tidak hanya menjadi penerima, masyarakat juga menjadi pelaku dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ini merupakan bukti kuat dari pendekatan partisipatif yang menjadi prinsip dasar program Pamsimas. Namun demikian, partisipasi ini tidak merata di seluruh dusun. Dusun yang tidak menjadi penerima manfaat langsung cenderung kurang terlibat, dan merasa program belum menyentuh kebutuhan mereka. Ini menjadi tantangan ke depan agar perluasan manfaat diimbangi dengan pelibatan lebih inklusif.
Partisipasi masyarakat juga ditopang oleh sistem informasi desa yang cukup aktif. Informasi program Pamsimas dipublikasikan melalui papan pengumuman dan grup WhatsApp warga. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan dan mendorong keterlibatan yang berkelanjutan.
2. [bookmark: _Toc203995855]Faktor pendorong atau penghambat partisipasi aktif
Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat keterlibatan mereka. Dalam konteks implementasi program Pamsimas di Desa Logede, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang berperan besar dalam membentuk dinamika partisipasi warga. Faktor pendorong utama adalah kebutuhan nyata akan air bersih. Ketiadaan akses air minum layak di sebagian besar wilayah Dusun yang mendapat manfaat mendorong masyarakat untuk aktif terlibat. Rasa kepemilikan terhadap program juga menjadi motivasi penting yang ditanamkan sejak tahap perencanaan melalui pendekatan musyawarah dan keterbukaan informasi. Faktor pendorong lainnya adalah kepercayaan terhadap aparatur desa dan pengurus Pokmas. Di Desa Logede, transparansi penggunaan dana dan pelaporan progres pembangunan secara berkala menciptakan kepercayaan dan keterlibatan aktif warga. Kepala desa secara langsung ikut serta dalam sosialisasi dan evaluasi program, sehingga membangun kredibilitas pemerintah desa.
Dukungan dari tokoh masyarakat, seperti ketua RT, tokoh agama, dan karang taruna juga menjadi penguat partisipasi. Peran mereka dalam menyampaikan informasi, menyemangati warga, serta menjadi jembatan komunikasi antar lapisan masyarakat membuat proses partisipatif berjalan lebih efektif. Ibu Eni, Sekretaris Desa, menambahkan :
"Kami dari pemerintah desa sadar bahwa kalau hanya mengandalkan Pokmas, sulit. Jadi kami libatkan semua unsur, terutama tokoh-tokoh yang punya pengaruh. Ini berhasil membuat warga lebih semangat."
Selain itu, adanya pendampingan teknis dari fasilitator kabupaten turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kelayakan program. Pendamping menjelaskan spesifikasi teknis, manfaat jangka panjang, dan menjawab pertanyaan warga secara terbuka. Namun, tidak semua aspek bersifat mendorong. Ada pula sejumlah hambatan yang mengurangi intensitas partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah kondisi sosial ekonomi. Sebagian warga yang bekerja sebagai buruh harian merasa kesulitan meluangkan waktu untuk kegiatan gotong royong karena harus mencari nafkah harian. 
Faktor lain yang menghambat adalah kejenuhan terhadap program pemerintah yang sebelumnya tidak berlanjut. Beberapa warga awalnya bersikap skeptis karena pengalaman dari program lain yang tidak berjalan maksimal. Hal ini memerlukan pendekatan persuasif dan komunikasi yang intensif. Keterbatasan literasi teknis juga menjadi hambatan. Tidak semua warga memahami sistem perpipaan atau pentingnya menjaga kualitas air. Hal ini menyebabkan sebagian warga menganggap tugas pemeliharaan adalah tanggung jawab pemerintah desa atau Pokmas semata. 
Faktor hambatan lainnya adalah belum meratanya akses manfaat. Karena hanya satu dusun yang menerima sambungan rumah, dusun lain cenderung tidak merasa menjadi bagian dari program. Ketimpangan ini berdampak pada partisipasi kolektif di tingkat desa secara keseluruhan.Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pokmas dan pemerintah desa mengembangkan pendekatan inklusif, seperti melibatkan perwakilan dari dusun lain dalam kegiatan monitoring dan sosialisasi perluasan jaringan air.Kondisi geografis juga mempengaruhi partisipasi. Beberapa wilayah dengan medan sulit atau rumah yang tersebar membuat mobilisasi warga menjadi tantangan tersendiri. Penentuan lokasi sambungan rumah harus melalui diskusi panjang agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pak Imdad, Kepala Desa Logede, mengakui :
"Tidak semua dusun bisa langsung dapat manfaat. Jadi kita jelaskan ke warga bahwa ini bertahap. Tapi untuk semangat gotong royong tetap kita jaga."
Upaya lain yang dilakukan adalah membangun budaya apresiasi. Warga yang aktif diberi penghargaan secara simbolis, seperti disampaikan dalam forum desa atau dipilih sebagai pengurus kelompok. Ini menciptakan dorongan psikologis dan memperkuat keterlibatan sosial.Secara umum, faktor pendorong dan penghambat partisipasi dalam program Pamsimas di Desa Logede sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya, tingkat kebutuhan, komunikasi antar aktor, dan pengalaman masa lalu terhadap program pemerintah. Dengan strategi adaptif, pemerintah desa dan Pokmas mampu meminimalkan hambatan dan memperkuat dorongan partisipasi. Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor ini, maka perumusan kebijakan dan strategi implementasi program air bersih berbasis masyarakat ke depan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
3. [bookmark: _Toc203995856]Implikasi partisipasi terhadap keberlanjutan progam
Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam memastikan keberlanjutan program berbasis komunitas seperti PAMSIMAS. Di Desa Logede, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan implementasi tidak hanya mendorong efektivitas pelaksanaan tetapi juga menjamin kelangsungan program dalam jangka panjang. Salah satu bentuk nyata dari partisipasi yang berkelanjutan adalah adanya kontribusi warga dalam bentuk iuran bulanan untuk operasional sistem air bersih. Iuran ini dikelola oleh KPSPAMS dan digunakan untuk pemeliharaan pompa, penggantian pipa, serta honorarium operator. Mahmudin, Ketua KPSPAMS, menjelaskan bahwa:
“Tanpa iuran warga menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan sistem. "Tanpa iuran, kami tidak bisa beli solar, tidak bisa perbaiki kerusakan. Jadi kami terus edukasi warga agar iuran tepat waktu," jelasnya.”(Mahmudin, 2022)
Keberhasilan partisipasi masyarakat juga ditunjukkan melalui pembentukan tim pemantau yang terdiri dari perwakilan warga. Tim ini melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi pipa dan tangki, serta mencatat potensi kebocoran. Langkah ini terbukti menurunkan tingkat kerusakan sistem distribusi hingga 40% dibandingkan tahun awal pelaksanaan. Selain teknis, partisipasi juga hadir dalam bentuk pengawasan sosial. Warga merasa memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga fasilitas yang ada. Hal ini sejalan dengan konsep "ownership", bahwa keberlanjutan program akan lebih terjamin jika masyarakat merasa memiliki secara emosional maupun fungsional terhadap infrastruktur yang dibangun.
Dalam wawancara dengan Ibu Siti Muntasiroh, ia menyatakan bahwa warga secara sukarela saling mengingatkan jika ada keluarga yang tidak membayar iuran atau menggunakan air secara berlebihan. 
"Kalau ada yang boros, biasanya langsung ditegur baik-baik. Karena ini bukan cuma untuk rumah sendiri, tapi juga untuk tetangga,”(Siti Muntasiroh,2023)
Partisipasi ini juga berdampak pada peningkatan kapasitas kelembagaan lokal. KPSPAMS yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai pengelola teknis kini berkembang menjadi lembaga yang memiliki peran administratif, edukatif, dan mediasi antara warga dan pemerintah desa. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mendorong transformasi kelembagaan secara berkelanjutan. Namun, keberlanjutan juga menghadapi tantangan. Beberapa warga mulai mengeluhkan biaya iuran yang dinilai memberatkan saat musim paceklik. Hal ini menjadi sinyal bahwa perlu adanya skema subsidi silang atau penyesuaian tarif untuk kelompok rentan. Tanpa solusi yang adil, potensi menurunnya partisipasi bisa mengganggu keberlanjutan. Selain itu, regenerasi pengurus juga menjadi tantangan. Beberapa pengurus Pokmas dan KPSPAMS yang aktif sejak awal mulai kewalahan karena belum ada pengkaderan yang jelas. Mahmudin mengungkapkan bahwa dirinya berharap ada pelatihan lanjutan dari dinas agar anak muda bisa menggantikan pengurus lama secara bertahap. Partisipasi masyarakat dalam konteks keberlanjutan juga diperkuat dengan adanya sistem dokumentasi dan pelaporan. Kegiatan perawatan, evaluasi, dan pengaduan warga dicatat dalam buku log dan disampaikan dalam musyawarah desa setiap triwulan. Sistem ini menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Secara sosial, partisipasi telah menciptakan rasa persaudaraan baru antarwarga. Gotong royong, saling membantu, dan diskusi rutin tentang air bersih telah memperkuat jejaring sosial. Ini merupakan modal sosial penting dalam menopang keberlanjutan jangka panjang.
Bahkan dalam forum Musdes tahun 2024, warga secara mandiri mengusulkan perluasan jaringan ke dusun lain dan bersedia terlibat dalam pembangunan tahap kedua. Inisiatif ini lahir dari kepercayaan bahwa keberlanjutan harus dijaga dan diperluas. Bentuk partisipasi seperti ini membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya mampu menjadi penerima manfaat, tetapi juga inisiator dan penjaga keberlanjutan program. Partisipasi yang kuat dalam tahap implementasi akan menciptakan dampak jangka panjang secara sosial dan kelembagaan. 
Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberlanjutan program Pamsimas di Desa Logede sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi masyarakat dalam aspek teknis, sosial, dan kelembagaan. Model partisipasi yang telah terbentuk perlu terus difasilitasi, dikembangkan, dan diadaptasi agar program tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sesuai kebutuhan warga.
E. [bookmark: _Toc203995857]Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
1. [bookmark: _Toc203995858]Pengaruh budaya lokal terhadap penerimaan progam (misalnya budaya gotong royong)
Budaya lokal memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap program pembangunan, termasuk dalam konteks implementasi Program Pamsimas di Desa Logede. Salah satu budaya dominan yang berperan penting dalam mendukung penerimaan program adalah budaya gotong royong, yang telah mengakar lama dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Tradisi gotong royong di Desa Logede tidak hanya terbatas pada kegiatan pertanian atau pembangunan rumah warga, tetapi juga merambah pada kegiatan pembangunan infrastruktur publik. Hal ini tercermin dari semangat warga dalam membantu proses penggalian pipa, pembangunan menara air, dan kegiatan bersih-bersih sekitar instalasi air bersih selama masa pembangunan Pamsimas. Budaya musyawarah juga menjadi bagian dari nilai lokal yang memperlancar proses implementasi. Setiap tahapan penting, mulai dari perencanaan lokasi sumur hingga pembagian sambungan rumah, dilakukan melalui musyawarah warga. Tradisi ini memberikan ruang yang adil bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan turut menentukan keputusan.
Ibu Eni, Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa musyawarah adalah momen penting untuk membangun rasa saling percaya.
 "Warga kita kalau dilibatkan dalam musyawarah, mereka akan merasa dihargai dan itu membuat mereka lebih siap mendukung kegiatan apa pun,"(Eni Kurniasih, 2022)
Ia juga menyampaikan bahwa proses musyawarah yang dilakukan dalam bahasa Jawa ngoko-halusan memperkuat keakraban warga, serta memperhalus potensi konflik. Budaya lokal lainnya yang turut mendorong penerimaan program adalah nilai solidaritas. Ketika proses pembangunan sempat terhambat karena sumur pertama tidak layak, warga tidak menyalahkan pemerintah desa, tetapi justru ikut menyumbang tenaga dan logistik agar proses galian kedua dapat dilanjutkan. Budaya patuh terhadap tokoh masyarakat dan pemimpin lokal juga berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas dan koordinasi selama program berjalan. Tokoh-tokoh seperti ketua RT, pemuka agama, dan sesepuh desa memiliki pengaruh kuat dalam menggerakkan warga dan menenangkan jika muncul perbedaan pendapat. Selain mendukung, budaya lokal juga memberikan tantangan tersendiri. Misalnya, adanya anggapan di sebagian kecil masyarakat bahwa urusan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah semata. Sikap ini meskipun minor, tetap harus ditangani dengan pendekatan budaya, yaitu melalui dialog dan keteladanan tokoh masyarakat.
Pengaruh budaya juga terlihat dalam cara warga menjaga fasilitas bersama. Budaya malu jika merusak fasilitas publik menjadi kontrol sosial alami agar fasilitas PAMSIMAS tetap terjaga. Warga cenderung saling mengingatkan jika ada yang membuang sampah sembarangan di sekitar bak penampungan. Bahkan, beberapa warga mencetuskan ide ronda lingkungan untuk memastikan area instalasi tetap bersih dan aman. Lebih jauh, budaya gotong royong ini bahkan diadaptasi dalam sistem pengelolaan. Misalnya, pembagian tugas secara bergilir untuk memeriksa meteran air atau mengawasi tekanan air dilakukan dengan sistem piket oleh beberapa kepala keluarga. Mahmudin menyatakan bahwa sistem ini tidak resmi tertulis, tetapi berjalan karena rasa kesadaran kolektif warga. Partisipasi aktif warga dalam bentuk gotong royong tidak semata dilandasi oleh kepatuhan, tetapi oleh pemahaman nilai-nilai bersama. Warga merasa bahwa menjaga air bersih adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. 
Dalam sudut pandang Grindle (1980), kondisi sosial budaya lokal menjadi variabel penting dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika isi kebijakan selaras dengan nilai dan budaya lokal, maka resistensi akan rendah dan penerimaan akan meningkat. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat Logede yang mengandalkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar bertindak. Penerimaan masyarakat Desa Logede terhadap program Pamsimas bukan sekadar karena kebutuhan akan air, tetapi juga karena cara pendekatan program yang menghormati kearifan lokal. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif berbasis budaya dalam implementasi kebijakan publik. 
Secara keseluruhan, budaya lokal di Desa Logede memberikan dukungan signifikan terhadap penerimaan dan kelancaran implementasi Program Pamsimas. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan kepemimpinan kolektif menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis masyarakat akan lebih efektif jika disinergikan dengan potensi budaya lokal. Oleh karena itu, program sejenis di masa depan sebaiknya merancang pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat sasaran.
2. [bookmark: _Toc203995859]Kondisi ekonomi sebagai faktor pendukung atau penghambat
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Logede memegang peran krusial dalam mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi Program PAMSIMAS. Berdasarkan data lapangan, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari sektor pertanian subsisten dan pekerjaan informal, yang menjadikan pendapatan mereka cenderung tidak tetap. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap kemampuan kontribusi finansial masyarakat dalam pembangunan dan keberlanjutan program.
Dalam proses wawancara mendalam, Sekretaris Desa,Ibu Eni Kurniasih, menjelaskan bahwa karakter ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh pola tanam dan siklus pertanian.
 "Mayoritas warga kami adalah petani. Kalau musim tanam atau panen, mereka punya uang. Tapi di luar musim itu, sulit diminta iuran. Jadi kami harus pandai-pandai atur waktu saat minta kontribusi,"(Eni Kurniasih,2022)
Pak Mahmudin juga menjelaskan kembali tantangan saat awal pembangunan: 
"Pernah satu minggu kami kekurangan tenaga kerja karena semua warga harus panen. Tapi begitu panen selesai, mereka datang semua bantu gali sumur dan angkut material. Kami jadwal ulang kerja bakti supaya nggak bentrok dengan kegiatan ekonomi warga."
Lebih lanjut, tantangan ekonomi tidak hanya memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam tahap awal, tetapi juga dalam pemeliharaan sistem air minum. Beberapa warga mengalami kesulitan membayar iuran bulanan operasional. Namun dengan adanya penyesuaian jadwal dan besaran iuran, serta penguatan peran KPSPAMS dalam komunikasi dan transparansi, kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Wawancara mendalam dengan Mahmudin, Ketua KPSPAMS, menunjukkan adanya kesadaran terhadap pola pendapatan masyarakat. "Kami tidak mematok iuran terlalu tinggi. Bahkan dalam rapat warga, kami diskusikan dan sepakati bersama, supaya tidak memberatkan. Kami tahu kondisi warga, dan pendekatan partisipatif ini membuat mereka lebih mau ikut," jelas Mahmudin panjang lebar.
Pengalaman lain diungkapkan oleh Pak Marno, seorang buruh tani yang awalnya menolak ikut program karena menganggapnya hanya membebani. Dalam wawancara, ia menjelaskan, 
"Saya pikir ini program biasa, yang cuma bikin beban iuran. Tapi setelah lihat tetangga-tetangga udah pasang, saya tertarik. Saya minta waktu dua bulan buat nabung. Setelah itu saya pasang sambungan, dan sekarang malah bantu ngajak tetangga lain biar ikut juga."
Transformasi persepsi masyarakat yang semula skeptis menjadi pendukung aktif menunjukkan bahwa pemahaman manfaat program sangat penting, terlebih dalam konteks ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan komunikasi terbuka menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam proses implementasi. Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat Logede menuntut kebijakan program yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan keterbatasan warga. Ketika pelaksanaan program mempertimbangkan dinamika ekonomi lokal, maka resistensi masyarakat dapat diminimalisir dan partisipasi pun meningkat. Berkaca dari hal tersebut, fleksibilitas adalah prinsip utama yang harus dimiliki dalam implementasi program berbasis masyarakat. Kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi dapat menciptakan rasa kepemilikan dari masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong keberlanjutan program. 
Sebagaimana ditegaskan oleh Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya terletak pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam realitas sosial ekonomi yang kompleks. Desa Logede menunjukkan bahwa keberhasilan itu dimungkinkan ketika semua aktor, termasuk warga dengan keterbatasan ekonomi, diberi ruang untuk berkontribusi sesuai kemampuannya. Kondisi ekonomi di Desa Logede merupakan faktor penting yang dapat menjadi penghambat sekaligus pendorong dalam implementasi Pamsimas. Melalui pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan partisipatif, tantangan ekonomi justru menjadi peluang untuk memperkuat ikatan sosial dan memperluas makna kontribusi warga terhadap program pembangunan desa.
3. [bookmark: _Toc203995860]Analisis adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal
Analisis terhadap adaptasi kebijakan menunjukkan bahwa implementasi Program Pamsimas di Desa Logede sangat ditentukan oleh sejauh mana isi kebijakan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks ini, adaptasi kebijakan merupakan proses penerjemahan kebijakan pusat ke dalam bentuk tindakan lokal yang relevan dan aplikatif. Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara isi kebijakan dan konteks implementasi. Hal ini menjadi penting, mengingat masyarakat Desa Logede memiliki karakteristik unik yang harus diakomodasi. Dalam proses implementasi PAMSIMAS, perangkat desa bersama dengan KPSPAMS melakukan penyesuaian teknis maupun administratif, agar substansi kebijakan dapat berjalan tanpa menimbulkan resistensi. Salah satu bentuk adaptasi terlihat dalam fleksibilitas skema pembayaran sambungan rumah. Warga tidak dipaksakan membayar secara penuh di awal, tetapi diberi kesempatan mencicil dengan mekanisme yang disepakati bersama dalam musyawarah. Hal ini menjadi bukti bahwa adaptasi kebijakan mampu menjadi solusi atas hambatan ekonomi. Di sisi lain, adaptasi juga dilakukan dalam hal pola komunikasi program. Pendekatan top-down yang biasanya dominan dalam kebijakan nasional diubah menjadi pendekatan dialogis. Pemerintah desa secara aktif melibatkan tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, karang taruna, hingga kelompok tani dalam setiap tahapan sosialisasi dan edukasi. Keterlibatan ini memperkuat legitimasi program dan membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Contoh nyata adaptasi terjadi saat ditemukan sumber air pertama yang tidak layak. Alih-alih menghentikan program, desa mengajukan proposal baru ke Dinas PU Kabupaten Kebumen agar dapat dilanjutkan dengan pengeboran kedua. Proses ini menunjukkan adanya keluwesan administratif dan kolaborasi antarlembaga, sebagai cerminan adaptasi kebijakan dalam menghadapi kondisi teknis yang tidak terduga.
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Logede, Pak Imdad, memperkuat temuan tersebut. Ia menyatakan:
 "Kalau kita hanya patuh ke aturan dari pusat tanpa lihat kondisi desa, ya program tidak jalan. Tapi kalau kita pakai kebijakan sebagai pedoman, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat."(Imdad Durokhman,S.E,2022)
Adaptasi lain juga terlihat dari peran gender dalam proses implementasi. Keterlibatan perempuan tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pengelola tabungan kelompok untuk kebutuhan air bersih. Perubahan ini merupakan bagian dari adaptasi budaya yang sebelumnya tidak memberikan ruang luas bagi perempuan dalam pengambilan keputusan komunitas.
Penyesuaian lainnya juga berkaitan dengan sistem pelaporan dan administrasi. Format standar yang terlalu teknis dan administratif diubah menjadi format naratif dan foto-foto kegiatan, yang lebih mudah dipahami oleh warga desa. Pendamping lokal turut berperan dalam menjembatani kebutuhan administratif dengan kondisi literasi warga yang beragam. Dengan melihat praktik implementasi di Desa Logede, jelas bahwa keberhasilan PAMSIMAS tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis atau besar dana yang dialokasikan, tetapi terutama oleh kemampuan para aktor lokal dalam mengadaptasikan kebijakan pusat ke dalam konteks mikro yang spesifik. Proses adaptasi ini melibatkan kreativitas, negosiasi, serta keberanian mengambil keputusan yang kontekstual. Secara konseptual, proses ini selaras dengan pendekatan Grindle yang memandang kebijakan sebagai proses interaktif antara aktor, sumber daya, dan struktur institusional. Dalam hal ini, konteks lokal tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga sebagai variabel aktif yang membentuk arah dan hasil kebijakan. 
Adaptasi kebijakan di Desa Logede juga menjadi sarana pembelajaran institusional. Pemerintah desa belajar memahami bahwa kebijakan bukanlah dogma yang harus dijalankan secara kaku, tetapi harus dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan publik yang efektif dan inklusif. Masyarakat pun menjadi lebih percaya terhadap pemerintah desa yang mampu menjembatani kebutuhan mereka. Dari sisi keberlanjutan, kebijakan yang mampu beradaptasi lebih mungkin untuk dipelihara dalam jangka panjang. Masyarakat yang merasa bahwa kebijakan lahir dari realitas mereka akan lebih memiliki motivasi untuk menjaga hasil pembangunan. Hal ini telah terlihat dalam komitmen warga untuk merawat sambungan air dan membayar iuran meskipun dengan kondisi ekonomi yang terbatas.
F. [bookmark: _Toc203995861]Refleksi Teoretis terhadap Context of Implementation
1. [bookmark: _Toc203995862]Evaluasi terhadap konteks implementasi berdasarkan indikator Grindle
Evaluasi terhadap konteks implementasi Program Pamsimas di Desa Logede dapat dianalisis menggunakan pendekatan Grindle yang mencakup faktor-faktor seperti karakteristik isi kebijakan, kapasitas institusi pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat dukungan dari aktor-aktor pelaksana. Dalam studi ini, konteks implementasi diwarnai oleh dinamika lokal yang kompleks, mencakup keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat yang fluktuatif, dan tantangan dalam adaptasi kebijakan.
Pertama, karakteristik isi kebijakan Pamsimas yang bersifat desentralistik memberikan keleluasaan bagi desa untuk menyesuaikan bentuk implementasinya. Namun, fleksibilitas ini menjadi tantangan tersendiri ketika tidak diiringi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Hal ini terlihat dalam tahapan awal pembangunan di mana sumur galian pertama tidak menghasilkan air layak konsumsi, menuntut desa untuk segera mengambil keputusan dan berkoordinasi dengan Dinas PU Kabupaten. Kapasitas institusi pelaksana lokal seperti KPSPAMS juga menjadi sorotan utama. Kelembagaan ini belum memiliki pengalaman teknis yang memadai dalam tahap awal, sehingga memerlukan pendampingan intensif dari fasilitator kabupaten. Menurut Grindle (1980), kapasitas organisasi pelaksana sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu kebijakan dapat dijalankan, terutama di lingkungan yang minim sumber daya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Logede turut berkontribusi pada efektivitas implementasi. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani dan buruh tani dengan penghasilan tidak tetap, yang membuat partisipasi finansial dalam program ini menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian skema kontribusi agar tetap inklusif. Penyesuaian ini mencerminkan bagaimana adaptasi terhadap konteks lokal menjadi keharusan dalam implementasi kebijakan.
Pemrintah desa, sebagai aktor utama lokal, memegang peran kunci dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas progam. Kepala Desa Logede, Pak Imdad Durokhman, S.E, dalam wawancaranya menjelaskan :
"Kita harus jadi penggerak. Kita tahu betul kemampuan masyarakat kita seperti apa. Makanya, ketika ada kebijakan dari pusat, kami tidak langsung telan mentah-mentah. Kami sesuaikan. Itu sebabnya PAMSIMAS bisa diterima."

Evaluasi ini juga menunjukkan pentingnya jaringan koordinasi antar level pemerintahan. Dinas PU dan fasilitator teknis memainkan peran sentral dalam menjembatani kebutuhan lokal dengan kebijakan pusat. Tanpa kehadiran mereka, program bisa berhenti di tengah jalan akibat hambatan teknis atau administratif. Di sisi lain, partisipasi masyarakat Desa Logede dalam program Pamsimas menjadi kekuatan tersendiri dalam konteks implementasi. Meski tidak semua warga terlibat secara penuh di awal, keberhasilan pendekatan partisipatif dan sosialisasi terus-menerus menumbuhkan kesadaran kolektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle bahwa dukungan dari aktor-aktor lokal merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan.
Aspek lain yang tidak kalah penting dalam evaluasi ini adalah keberadaan norma-norma sosial seperti budaya gotong royong yang masih kuat di Desa Logede. Budaya ini menjadi modal sosial yang mendukung kelangsungan program. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses pembangunan fisik, tetapi juga aktif dalam pemeliharaan fasilitas. Konteks implementasi yang positif juga terlihat dari keterbukaan komunikasi antar aktor. Forum-forum musyawarah yang rutin diadakan menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi, menyelesaikan konflik, dan menyesuaikan arah implementasi program. Ruang partisipasi ini memperlihatkan bahwa konteks demokratis lokal menjadi pelumas efektif dalam jalannya kebijakan.
Dari sisi perencanaan, peran RPJMDes dan musrenbangdes menjadi krusial dalam menyinergikan kebutuhan desa dengan program pusat. Pamsimas  yang masuk dalam prioritas RPJMDes Logede memperkuat landasan legal dan anggaran untuk keberlanjutan program. Dalam refleksi akhir, konteks implementasi Pamsimas di Desa Logede menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan itu sendiri, tetapi terutama oleh kemampuan aktor lokal dalam menyesuaikan kebijakan terhadap realitas yang ada. Evaluasi ini selaras dengan kerangka teori Grindle yang menekankan pentingnya konteks politik, sosial, dan kelembagaan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. evaluasi terhadap konteks implementasi di Desa Logede memberikan pelajaran penting bahwa setiap program, meski bersumber dari pusat, tetap membutuhkan pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis pada kekuatan lokal. Inilah yang menjadi pembeda antara kebijakan yang sekadar dilaksanakan dan kebijakan yang berhasil mewujudkan tujuan nyatanya di lapangan.
2. [bookmark: _Toc203995863]Hubungan antara konteks lokal dan hasil implementasi
Hubungan antara konteks lokal dan hasil implementasi dalam Program PAMSIMAS di Desa Logede sangat menentukan arah keberhasilan program. Konteks lokal mencakup karakter sosial masyarakat, kondisi geografis, tingkat ekonomi, serta kapasitas pemerintahan desa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Kesesuaian antara konteks lokal dan pendekatan program menjadi faktor kritis dalam mendorong keberlanjutan hasil.
Pertama, struktur sosial masyarakat Desa Logede yang relatif homogen serta budaya gotong royong yang masih kuat menjadi aset penting dalam membangun solidaritas warga dalam pelaksanaan program. Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif yang diusung PAMSIMAS dapat diterima dengan baik karena sejalan dengan norma-norma kolektif yang hidup di tengah masyarakat.
Kedua, kondisi geografis Desa Logede yang berada di dataran berbukit turut memengaruhi strategi teknis yang harus diterapkan. Kegagalan pada pengeboran pertama yang tidak menghasilkan air layak menunjukkan bahwa kondisi alam tidak dapat disepelekan. Penyesuaian teknis pada pengeboran kedua yang sukses merupakan cerminan bahwa implementasi harus adaptif terhadap realitas lokal.
Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penting. Dalam wawancara dengan Bu Eni Kurniasih, Sekretaris Desa Logede, ia menyampaikan:
"Memang benar bahwa kontribusi masyarakat perlu disesuaikan. Banyak warga yang penghasilannya tidak tetap. Maka kami usulkan bentuk gotong royong tenaga sebagai ganti sebagian kontribusi dana."(Eni Kurniasih,2022)
Strategi ini kemudian mampu mendorong partisipasi lebih luas karena tidak membebani masyarakat secara finansial. 
Keempat, keberadaan aktor lokal yang responsif sangat penting dalam menjembatani antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil warga. Peran Kepala Desa dan Ketua KPSPAMS dalam mengadvokasi kebutuhan desa, serta dalam mendampingi masyarakat selama proses perencanaan hingga operasional, memberikan contoh bagaimana kepemimpinan lokal dapat menjadi motor penggerak utama
Kelima, hubungan antara konteks lokal dan hasil implementasi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antar aktor. Di Desa Logede, forum-forum diskusi yang dilakukan secara terbuka menjamin adanya transparansi dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Hal ini meminimalisir kesenjangan informasi yang dapat menimbulkan resistensi sosial.
Keenam, hasil implementasi berupa terbangunnya sistem penyediaan air bersih yang aktif hingga saat ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat dapat berjalan baik apabila dilakukan dengan pemahaman mendalam terhadap kondisi setempat. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle bahwa keberhasilan program tidak lepas dari konteks sosial dan kelembagaan tempat program itu dijalankan.
Ketujuh, pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan juga menciptakan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan suaranya didengar, maka komitmen mereka untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan menjadi lebih besar. Ini terlihat dari tingginya kesadaran warga untuk membayar iuran dan ikut serta dalam pemeliharaan fasilitas. Keberhasilan program ini juga tidak lepas dari kemampuan masyarakat untuk belajar dan beradaptasi. Dalam prosesnya, masyarakat Desa Logede mengalami peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan diskusi rutin, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga aktor aktif dalam manajemen sumber daya air. Keberadaan sistem monitoring dari KPSPAMS dan laporan berkala dari fasilitator menjamin adanya feedback loop yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Monitoring ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti kepuasan pengguna dan keadilan akses layanan. penting juga dicatat bahwa keberhasilan implementasi di Desa Logede tidak terjadi dalam ruang hampa. Faktor eksternal seperti dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten, pelatihan dari pihak ketiga, serta kemitraan dengan sektor swasta memberikan dukungan tambahan yang memperkuat daya dukung program.
Nilai-nilai lokal seperti kepercayaan dan musyawarah menjadi modal sosial yang menyatukan masyarakat. Ketika implementasi program menghargai nilai-nilai ini, maka resistensi sosial dapat ditekan dan partisipasi dapat dimaksimalkan. Hubungan timbal balik antara konteks lokal dan hasil program tidak hanya berlangsung satu arah. Keberhasilan implementasi juga membentuk ulang persepsi warga terhadap kapasitas kolektif mereka. Banyak warga yang awalnya skeptis menjadi lebih optimis terhadap kemampuan mereka dalam menyelenggarakan layanan publik secara mandiri. Salah satu indikator kuat keberhasilan adalah ketika program mampu menyentuh kelompok rentan dan miskin. Di Logede, pendekatan inklusif dilakukan dengan memberi kemudahan akses bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan sambungan rumah dan pembebasan sementara iuran. Faktor pembelajaran kolektif dari pengalaman awal (gagalnya sumur pertama) menjadi titik balik dalam membentuk mentalitas tangguh dalam menghadapi tantangan. Hal ini memperlihatkan bahwa program yang baik adalah yang memberikan ruang untuk trial and error serta koreksi di tengah jalan. Dukungan politik dari elite lokal yang tidak transaksional juga berpengaruh terhadap kemurnian niat implementasi. Tidak terdapat indikasi bahwa program ini dijadikan alat politik, melainkan sebagai kebutuhan riil masyarakat. 
Dalam refleksi umum, hubungan yang erat antara konteks lokal dan hasil implementasi mencerminkan pentingnya pendekatan yang berbasis realitas lapangan, bukan sekadar prosedur administratif. Pendekatan ini bukan hanya menghasilkan output fisik (fasilitas air), tetapi juga membentuk perubahan sosial dalam cara masyarakat memandang pembangunan.
3. [bookmark: _Toc203995864]Implikasi terhadap efektivitas kebijakan berbasis masyarakat
Kebijakan berbasis masyarakat dalam implementasi program Pamsimas memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Salah satu implikasi utama dari pendekatan ini adalah terciptanya rasa kepemilikan (sense of ownership) yang tinggi di kalangan masyarakat. Di Desa Logede, keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap awal perencanaan hingga tahap pemeliharaan infrastruktur telah menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan program.
Implikasi lainnya adalah peningkatan kapasitas lokal. Ketika masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek, melainkan subjek pembangunan, maka secara tidak langsung terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan yang signifikan. Pelatihan teknis bagi anggota KPSPAMS, misalnya, tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pengelolaan air bersih tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan layanan publik.Efektivitas kebijakan berbasis masyarakat juga tercermin dari keberhasilan adaptasi terhadap konteks lokal. Pendekatan partisipatif memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika lokal, seperti kondisi ekonomi masyarakat atau kendala teknis geografis. Sebagai contoh, kegagalan pengeboran sumur pertama tidak menyebabkan program berhenti karena masyarakat dan pemerintah desa segera berkoordinasi mencari alternatif.
Dalam konteks efektivitas, dukungan dari berbagai aktor juga menjadi faktor penting. Pendekatan berbasis masyarakat bukan berarti tanpa struktur. Justru, efektivitasnya ditentukan oleh bagaimana hubungan antaraktor – baik dari pemerintah, fasilitator, maupun masyarakat – dibangun dengan pola kolaboratif. Tanpa koordinasi yang baik, partisipasi bisa menjadi beban administratif semata.
Pak Imdad Durokhman, S.E, selaku Kepala Desa Logede dalam wawancaranya berpendapat :
“Kuncinya mas, kalo mau berhasil progamnya ya harus dijaga bareng bersama-sama. Tapi kan kebersamaan itu ya harus dibangun dulu. Kita beri fasilitas musyarwarah, terbuka dalam keuangan, dan itu yang bisa bikin masyarakat percaya. Kalau ngga gitu main perintah tok, pasti gagal”(Imdad Durokhman, S.E,2022)
Implikasi kebijakan lainnya adalah peningkatan keberdayaan masyarakat. Efektivitas kebijakan berbasis masyarakat bukan semata-mata diukur dari hasil fisik seperti tersedianya air bersih, tetapi juga dari perubahan sosial seperti meningkatnya kesadaran akan sanitasi, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya.Dalam jangka panjang, keberhasilan program Pamsimas membuka ruang bagi replikasi kebijakan serupa dalam sektor lain. Model pelibatan masyarakat yang diterapkan di Logede dapat menjadi referensi dalam pengelolaan sampah, pertanian terpadu, hingga ekonomi desa berbasis komunitas. Efektivitas kebijakan berbasis masyarakat juga membutuhkan sistem insentif yang adil dan transparan. Masyarakat harus memahami manfaat langsung dari keterlibatan mereka, baik dalam bentuk pelayanan yang lebih baik maupun penghargaan sosial atas kontribusi mereka. Dalam kerangka teori Grindle, efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh content of policy dan context of implementation. Kebijakan yang memberikan ruang partisipasi, fleksibilitas lokal, dan mekanisme monitoring internal cenderung lebih berhasil di masyarakat pedesaan seperti Desa Logede.
Namun, ada pula tantangan dalam menjaga konsistensi partisipasi. Dalam beberapa bulan pertama setelah pembangunan selesai, antusiasme tinggi. Namun, ketika manfaat sudah dirasakan dan masalah mulai jarang muncul, partisipasi menurun. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program membutuhkan penguatan motivasi partisipasi melalui kegiatan berkala dan penyegaran informasi. Evaluasi efektivitas kebijakan juga tidak dapat dilepaskan dari aspek keuangan. Di Logede, kemampuan KPSPAMS untuk mengelola dana secara transparan dan akuntabel menjadi contoh baik. Laporan keuangan dipublikasikan, iuran ditentukan secara musyawarah, dan ada mekanisme komplain. Ini menciptakan legitimasi yang memperkuat efektivitas kebijakan.Faktor kepemimpinan lokal menjadi variabel penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan berbasis masyarakat dapat berjalan optimal. Di Desa Logede, dukungan dari kepala desa dan tokoh masyarakat menjadi jembatan antara instrumen kebijakan dan praktik lapangan. Dalam wawancara dengan Pak Mahmudin, Ketua Pokmas, ia menyampaikan :
“Berkat pelatihan dari pemerintah sekarang masyarakat yang ngurus Pamsimas, sudah paham cara make komputer, bikin proposal. Walaupun masih ada beberapa yang masih belum lancar.”(Mahmudin,2023)
Terakhir, efektivitas kebijakan berbasis masyarakat juga memperlihatkan bahwa pembangunan yang dikelola dari bawah memiliki legitimasi yang lebih kuat. Ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses, maka hasilnya akan lebih tahan terhadap tantangan, baik teknis, sosial, maupun politik. Implikasi ini penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan di masa depan. Pendekatan yang terlalu top-down tanpa mempertimbangkan konteks lokal, apalagi tanpa partisipasi masyarakat, akan sulit mencapai hasil yang berkelanjutan. Model Pamsimas di Desa Logede membuktikan bahwa efektivitas kebijakan bukan sekadar keberhasilan teknis, tetapi juga keberhasilan dalam membangun relasi, kepercayaan, dan kapasitas bersama. Oleh karena itu, refleksi terhadap pelaksanaan di lapangan menjadi bagian integral dalam perbaikan kebijakan ke depan. Kebijakan berbasis masyarakat menuntut adanya proses yang lebih panjang dan kompleks, namun hasilnya memiliki dampak sosial yang jauh lebih mendalam. Efektivitas dalam hal ini bukan sekadar output, tetapi juga outcome dan dampak terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. 
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A. [bookmark: _Toc203995867][bookmark: _GoBack]Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi Program PAMSIMAS RM2 tahun 2022 di Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, menunjukkan keterkaitan yang erat antara keberhasilan program dengan konteks lokal desa. Meskipun pelaksanaan program hanya menjangkau satu dusun dari total empat dusun yang ada di Desa Logede, hasilnya sudah cukup berdampak terhadap peningkatan akses air bersih bagi masyarakat, khususnya 934 jiwa dari 180 KK yang menjadi penerima manfaat langsung. Peran kepala desa dan KPSPAMS sangat sentral dalam proses pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan, pengajuan proposal tambahan ketika sumur pertama tidak berhasil, hingga tahap implementasi dan pemeliharaan. Keterlibatan mereka mencerminkan pentingnya kepemimpinan lokal dalam mendukung keberhasilan program berbasis masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari Grindle yang menekankan bahwa aktor lokal, ketersediaan sumber daya, serta kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. 
Masyarakat juga menunjukkan peran aktif dalam berbagai tahapan, terutama dalam bentuk gotong royong, baik tenaga maupun kontribusi lainnya. Partisipasi masyarakat ini turut memperkuat rasa memiliki terhadap fasilitas air bersih yang dibangun. Namun, partisipasi tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti masih rendahnya kapasitas ekonomi sebagian warga, serta perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan lebih optimal dan akuntabel. Kinerja institusi pelaksana seperti KPSPAMS dapat dikatakan cukup memadai, terutama dalam aspek koordinasi dan pengelolaan teknis. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam dokumentasi kegiatan, pelaporan rutin, dan sistem evaluasi yang komprehensif. Hal ini penting untuk segera dibenahi agar keberlangsungan program dapat terjaga.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Logede menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang partisipatif, kepemimpinan yang kuat, dan adanya kolaborasi lintas sektor, program penyediaan air minum dan sanitasi dapat berhasil dijalankan dengan baik. Tidak hanya memberikan output berupa fasilitas fisik, namun juga menghasilkan nilai sosial berupa meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri.
B. [bookmark: _Toc203995868]Saran
1. Pemerintah desa bersama KPSPAMS perlu meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan teknis, administrasi, dan pelaporan program. Pelatihan berkelanjutan dan pendampingan dari pihak eksternal seperti dinas terkait dapat membantu kelembagaan desa lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan program.
2. Kepala desa, tokoh masyarakat, dan elite lokal diharapkan terus memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pelaksana program. Partisipasi warga perlu diperkuat melalui pendekatan yang inklusif, seperti kontribusi non-finansial (tenaga, waktu), agar seluruh kelompok masyarakat dapat terlibat aktif tanpa terkendala oleh faktor ekonomi.
3. Untuk memastikan kelancaran implementasi, perlu dibangun sistem koordinasi yang lebih terstruktur antara desa, pendamping teknis, dan dinas terkait. Forum komunikasi rutin dan saluran pelaporan yang responsif menjadi penting untuk menyelesaikan masalah teknis secara cepat.
4. Setiap tahapan program harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis desa. Fleksibilitas dalam pelaksanaan menjadi kunci untuk menghindari kesalahan teknis dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program.
5. Selain mengandalkan dana dari pemerintah, desa dapat menjalin kerja sama dengan sektor swasta atau mencari sumber dana alternatif. Di sisi lain, semangat gotong royong dan kepemilikan sosial terhadap program harus terus dirawat agar keberlanjutan infrastruktur dan layanan air bersih dapat terjaminn
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Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
LOGEDE

		PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH

		DESA LOGEDE KECAMATAN PEJAGOAN





		No		Uraian		Satuan		Tahun Proyeksi Ke n								Analisa Perhitungan				KETERANGAN

								Tahun Perenc.		5 Th		10 Th		15 Th		Kode		Cara Hitung										1343		891

		1		Jumlah Penduduk Perencanaan		Jiwa		725		781		841		906		1				rata2 kenaikan 1,5% pertahun				0.9969

				Pelayanan Penduduk		%		100		100		100		100		2				juklak 100% pelayanan

						Jiwa		725		781		841		906		3										725

		2		Pelayanan SR		%		100		100		100		100		4				juklak/survey

						Jiwa		725		781		841		906		5		(5)=((4)*(3))/100

						Jiwa/Sb		5		5		5		5		6				juklak

						Jumlah Sb		145		156		168		181		7		(7)=(5) / (6)

				Pemakaian Air		Lt/org/hr		90		90		90		90		8				juklak

						Lt/sb/hr		450		450		450		450		9		(9)=(8) x (6)

						lt/det		0.76		0.81		0.88		0.94		10		(10)=(5)x(8)/86400										1		lt/dt

		3		Pelayanan KU/HU		%		0		0		0		0		11		(11)=100 - (4)										0.001		m3/dt

						Jiwa		0		0		0		0		12		(12)=(11)/100*(3)										43.2		m3/hr

						Jiwa/HU		100		100		100		100		13				juklak

						Jumlah HU		0		0		0		0		14		(14)=(12)/(13)										0.90		m3		0.0642857143		m3/menit

				Pemakaian Air		Lt/org/hr										15				juklak								14		menit		1.0714285714		l/dt

						Lt/HU/hr		0		0		0		0		16		(16)=(15)*(13)

						lt/det		0.00		0.00		0.00		0.00		17		(17)=(12)*(15)/86400

		4		Total Domestik		lt/det		0.75521		0.81		0.88		0.94		18		(18)=(10)+(17)

		5		Total Non Domestik		%		0		0		0		0		19

						lt/det										20

		6		Total Kebutuhan Air		lt/det		0.7552		0.81		0.88		0.94		21		(21)=(18)+(20)

		7		Kehilangan Air		%		20		20		20		20		22				juklak

						lt/det		0.15104		0.16		0.18		0.19		23		(23)=(21)*(22)/100

		8		Kebutuhan Air

				- Rata-Rata		lt/det		0.9063		0.98		1.05		1.13		24		(24)=(21)+(23)												0.4		0.0004

				- Harian Puncak		Faktor		1.1		1.1		1.1		1.1		25				juklak

						lt/det		0.9969		1.07		1.16		1.25		26		(26)=(24)*(25)		Q Pp Tranmisi+Pompa 24 jam										24		60		60		86400

						m3/jam		3.59		3.87		4.16		4.49		26a		(26a)=(26)*3600/1000																		34.56

						m3/hr		86.13		92.79		99.96		107.68		26b		(26b)=(26a)*24

				- Debit Pompa		 Lt/det		1.99		2.15		2.31		2.49		26c		(26c)=26*2		12 jam

				- Jam Puncak		Faktor		1.5		1.5		1.5		1.5		27				juklak(minimun)

						lt/det		1.36		1.46		1.58		1.70		28		(28)=(24)*(27)		Q PIPA DISTRIBUSI

		9		Kebutuhan Air baku		Faktor		3.0		3.0		3.0		3.0		29				faktor keamanan

						lt/det		2.99		3.22		3.47		3.74		30		(30)=(26)*(29)		Besarnya debit perencanaan

				air baku yg tersedia		Lt/det		2.50		2.50		2.50		2.50						misal Kenyataannya

		10		Kapasitas minimum																3X kebutuhan air baku

				bak penampung		m3		17.23		18.56		19.99		21.54		31		(31)=(26b)*20%

































































































































































































































































































PRIGI

		PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH

		DESA PRIGI KECAMATAN PEJAGOAN





		No		Uraian		Satuan		Tahun Proyeksi Ke n								Analisa Perhitungan				KETERANGAN

								Tahun Perenc.		5 Th		10 Th		15 Th		Kode		Cara Hitung										1343		891

		1		Jumlah Penduduk Perencanaan		Jiwa		730		786		847		913		1				rata2 kenaikan 1,5% pertahun				1.0038

				Pelayanan Penduduk		%		100		100		100		100		2				juklak 100% pelayanan

						Jiwa		730		786		847		913		3

		2		Pelayanan SR		%		100		100		100		100		4				juklak/survey

						Jiwa		730		786		847		913		5		(5)=((4)*(3))/100

						Jiwa/Sb		5		5		5		5		6				juklak

						Jumlah Sb		146		157		169		183		7		(7)=(5) / (6)

				Pemakaian Air		Lt/org/hr		90		90		90		90		8				juklak

						Lt/sb/hr		450		450		450		450		9		(9)=(8) x (6)

						lt/det		0.76		0.82		0.88		0.95		10		(10)=(5)x(8)/86400										1		lt/dt

		3		Pelayanan KU/HU		%		0		0		0		0		11		(11)=100 - (4)										0.001		m3/dt

						Jiwa		0		0		0		0		12		(12)=(11)/100*(3)										43.2		m3/hr

						Jiwa/HU		100		100		100		100		13				juklak

						Jumlah HU		0		0		0		0		14		(14)=(12)/(13)										0.90		m3		0.0642857143		m3/menit

				Pemakaian Air		Lt/org/hr										15				juklak								14		menit		1.0714285714		l/dt

						Lt/HU/hr		0		0		0		0		16		(16)=(15)*(13)

						lt/det		0.00		0.00		0.00		0.00		17		(17)=(12)*(15)/86400

		4		Total Domestik		lt/det		0.76042		0.82		0.88		0.95		18		(18)=(10)+(17)

		5		Total Non Domestik		%		0		0		0		0		19

						lt/det										20

		6		Total Kebutuhan Air		lt/det		0.7604		0.82		0.88		0.95		21		(21)=(18)+(20)

		7		Kehilangan Air		%		20		20		20		20		22				juklak

						lt/det		0.15208		0.16		0.18		0.19		23		(23)=(21)*(22)/100

		8		Kebutuhan Air

				- Rata-Rata		lt/det		0.9125		0.98		1.06		1.14		24		(24)=(21)+(23)												0.4		0.0004

				- Harian Puncak		Faktor		1.1		1.1		1.1		1.1		25				juklak

						lt/det		1.0038		1.08		1.16		1.25		26		(26)=(24)*(25)		Q Pp Tranmisi+Pompa 24 jam										24		60		60		86400

						m3/jam		3.61		3.89		4.19		4.52		26a		(26a)=(26)*3600/1000																		34.56

						m3/hr		86.72		93.43		100.65		108.43		26b		(26b)=(26a)*24

				- Debit Pompa		 Lt/det		2.01		2.16		2.33		2.51		26c		(26c)=26*2		12 jam

				- Jam Puncak		Faktor		1.5		1.5		1.5		1.5		27				juklak(minimun)

						lt/det		1.37		1.47		1.59		1.71		28		(28)=(24)*(27)		Q PIPA DISTRIBUSI

		9		Kebutuhan Air baku		Faktor		3.0		3.0		3.0		3.0		29				faktor keamanan

						lt/det		3.01		3.24		3.49		3.76		30		(30)=(26)*(29)		Besarnya debit perencanaan

				air baku yg tersedia		Lt/det		2.50		2.50		2.50		2.50						misal Kenyataannya

		10		Kapasitas minimum																3X kebutuhan air baku

				bak penampung		m3		17.34		18.69		20.13		21.69		31		(31)=(26b)*20%

































































































































































































































































































SAMPANG

		PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH

		DESA SAMPANG KECAMATAN SEMPOR





		No		Uraian		Satuan		Tahun Proyeksi Ke n								Analisa Perhitungan				KETERANGAN

								Tahun Perenc.		5 Th		10 Th		15 Th		Kode		Cara Hitung										1343		891

		1		Jumlah Penduduk Perencanaan		Jiwa		425		458		493		531		1				rata2 kenaikan 1,5% pertahun				0.5844

				Pelayanan Penduduk		%		100		100		100		100		2				juklak 100% pelayanan

						Jiwa		425		458		493		531		3

		2		Pelayanan SR		%		100		100		100		100		4				juklak/survey

						Jiwa		425		458		493		531		5		(5)=((4)*(3))/100

						Jiwa/Sb		5		5		5		5		6				juklak				350

						Jumlah Sb		85		92		99		106		7		(7)=(5) / (6)

				Pemakaian Air		Lt/org/hr		90		90		90		90		8				juklak

						Lt/sb/hr		450		450		450		450		9		(9)=(8) x (6)

						lt/det		0.44		0.48		0.51		0.55		10		(10)=(5)x(8)/86400										1		lt/dt

		3		Pelayanan KU/HU		%		0		0		0		0		11		(11)=100 - (4)										0.001		m3/dt

						Jiwa		0		0		0		0		12		(12)=(11)/100*(3)										43.2		m3/hr

						Jiwa/HU		100		100		100		100		13				juklak

						Jumlah HU		0		0		0		0		14		(14)=(12)/(13)										0.90		m3		0.0642857143		m3/menit

				Pemakaian Air		Lt/org/hr										15				juklak								14		menit		1.0714285714		l/dt

						Lt/HU/hr		0		0		0		0		16		(16)=(15)*(13)

						lt/det		0.00		0.00		0.00		0.00		17		(17)=(12)*(15)/86400

		4		Total Domestik		lt/det		0.44271		0.48		0.51		0.55		18		(18)=(10)+(17)

		5		Total Non Domestik		%		0		0		0		0		19

						lt/det										20

		6		Total Kebutuhan Air		lt/det		0.4427		0.48		0.51		0.55		21		(21)=(18)+(20)

		7		Kehilangan Air		%		20		20		20		20		22				juklak

						lt/det		0.08854		0.10		0.10		0.11		23		(23)=(21)*(22)/100

		8		Kebutuhan Air

				- Rata-Rata		lt/det		0.5313		0.57		0.62		0.66		24		(24)=(21)+(23)												0.4		0.0004

				- Harian Puncak		Faktor		1.1		1.1		1.1		1.1		25				juklak

						lt/det		0.5844		0.63		0.68		0.73		26		(26)=(24)*(25)		Q Pp Tranmisi+Pompa 24 jam										24		60		60		86400

						m3/jam		2.10		2.27		2.44		2.63		26a		(26a)=(26)*3600/1000																		34.56

						m3/hr		50.49		54.39		58.60		63.12		26b		(26b)=(26a)*24

				- Debit Pompa		 Lt/det		1.17		1.26		1.36		1.46		26c		(26c)=26*2		12 jam

				- Jam Puncak		Faktor		1.5		1.5		1.5		1.5		27				juklak(minimun)

						lt/det		0.80		0.86		0.92		1.00		28		(28)=(24)*(27)		Q PIPA DISTRIBUSI

		9		Kebutuhan Air baku		Faktor		3.0		3.0		3.0		3.0		29				faktor keamanan

						lt/det		1.75		1.89		2.03		2.19		30		(30)=(26)*(29)		Besarnya debit perencanaan

				air baku yg tersedia		Lt/det		2.50		2.50		2.50		2.50						misal Kenyataannya

		10		Kapasitas minimum																3X kebutuhan air baku

				bak penampung		m3		10.10		10.88		11.72		12.62		31		(31)=(26b)*20%

































































































































































































































































































Sheet4

				PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH

				DESA SAMPANG KECAMATAN SEMPOR

				Desa

				Kecamatan

				Tahun		Pertumbuhan Penduduk		Renc. Pemanfaat		Target Akses		Jumlah Pemanfaat		Kebutuhan Air								volume

								Pn = Po (1+r)n						Qr		Qhm				Qp		reservoir

						(%)		(jiwa)		(%)		(Jiwa)		(lt/dt)		(lt/dt)		(lt/dt)		(lt/dt)		(M3)

				rencana				425

				1		1.5		431		50

				2		1.5		444		70

				3		1.5		451		90

				4		1.5		458		100

				5		1.5		465		100

				6		1.5		472		100

				7		1.5		479		100

				8		1.5		486		100

				9		1.5		493		100

				10		1.5		501		100

				11		1.5		508		100

				12		1.5		516		100

				13		1.5		523		100

				14		1.5		531		100

				15		1.5		539		100





PipaTrans sampang

		DESAIN JARINGAN TRANSMISI MATA AIR - RESERVOIR TREATMENT  DESA SAMPANG



		DESA				: KEDUNGBULUS

		KECAMATAN				: PREMBUN																														 

		KABUPATEN				: KEBUMEN																																		jarak				H

																																				8/28/22				merah		elevasi		hidrolis

		No. Pipa		Node

USSR: Node:
Titik nomer simpul design pipa yg diawali dng titik pertama(DARI) dan Titik selanjutnya (KE)
												Panjang

USSR: Panjang Pipa:
Disesuaikan dgn hasil pengukuran rencana jalur pipa

		Debit

USSR: Debit Rata-rata:
Asumsi rencana volume aliran air dalam pipa (lihat Sket Gambar Jaringan Pipa)		Diameter 

USSR: Diameter Pipa:
Satuan Diameter (inch=2,54cm), disesuaikan dgn yang ada dipasaran, mis. 1/2". 3/4", 1", 1,5", 2", 2,5", 3 ", 4", 5", 6", 8", 10", 12" dsb.		Koef. 

USSR: Koefisien Kekasaran Pipa:
sebanding dengan HWC, dimana untuk pipa baru:
- pipa Jenis PVC = 120
- pipa Jenis GIP = 110
		Faktor

USSR: Faktor Pengaliran:
Dipergunakan untuk kontrol besaran debit didalam pipa distribusi dan tranmisi, dimana nilai faktor untuk:
- Aliran pipa transmisi = 1,1 (hari max)
- Aliran pipa Distribusi = 1,5 (jam max)
		Total Hf

USSR: Total Head Lose Pipa:
dihitung dari rumus Hazen William,

Hf =((Q / (0,2785*C*(D^2,63))^1,83)*L
dimana :
                 - Q = Debit Air (M^3/dt)
                 - C = Koef. Kekasaran Pipa
                 - D = Diameter Pipa (Meter)
                 - L = panjang Pipa (Meter)
                 - Hf= Total Head Lose (meter)		Sisa Tekanan Pada				Kontrol 				Keterangan				0		22		22.0																				RUMUS										1		0.001		2.54										0.00

				Dari				Head		Hpompa		Ke				Pipa		Rata-2		Pipa		Kekasaran		Pengaliran		Pipa		Node 				Kecepatan Pipa								0		22		92.0																						1		1.0		1		1.0		1		1		1		1		1		1731.23		1		(1,731.23)		1.97		CUKUP

				Titik		Elevasi		Pompa		+Elevasi		Titik		Elevasi		(meter)		(lt/dt)		(Inch)		Pipa		(1,1 / 1,5)		(meter)

USSR: Hitungan Colum K:
Dengan Copy Cell K2 ke cell K..(yang dikehendaki) 		Titik

USSR: Copy dari cell L2 ke Cell 
L…. (yang dikehendaki)
		Pressure (Mka)

USSR: Pressure Akhir :


P = (Z Dari - Z Ke) - Hf pipa + Sisa Tekan di Titik Z Dari.
		

USSR: Node:
Titik nomer simpul design pipa yg diawali dng titik pertama(DARI) dan Titik selanjutnya (KE)
																												(M/dt)

USSR: Copy cell N2 ke
Cell N…. (yang dikehendaki)
		Ket. Kecept.

USSR: Keterangan Kecepatan:
Kriteria Kec. Air dalam Pipa adl :
0,36 <V air di Pipa > 3,6
- apabila kurang dari 0,36 M/dt dpt menimbulkan Endapan dlm Pipa
- apabila lebih dari 3,6 M/dt dpt mengakibatkan Penggerusan dlm Pipa		

USSR: Panjang Pipa:
Disesuaikan dgn hasil pengukuran rencana jalur pipa

		

USSR: Debit Rata-rata:
Asumsi rencana volume aliran air dalam pipa (lihat Sket Gambar Jaringan Pipa)																						50		24		89.2																														L		Q		D		C		ka

		1		2		3						4		5		6		7.0000		8		9		10		11		12		13		14		15		16				50		24		89.2																						COLOM INI Jangan Diotak-atik lagi, 

																								0%		 		SRSP		0.00										50		28		86.3

		1		SRSP		22		70		92.0		1		24.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		1		67.29		0.65		CUKUP		Sumur Resapan		20		50		28		86.3

		2		1		24		67.29		91.3		2		28.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		2		62.59		0.65		CUKUP						50		30

		3		2		28		62.59		90.6		3		30.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		3		59.88		0.65		CUKUP						50		30

		4		3		30		59.88		89.9		4		32.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		4		57.17		0.65		CUKUP						50		32

		5		4		32		57.17		89.2		5		37.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		5		51.47		0.65		CUKUP						50		32		82.1																										inch		M		mm

		6		5		37		51.47		88.5		6		40.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		6		47.76		0.65		CUKUP						50		37

		7		6		40		47.76		87.8		7		44.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		7		43.05		0.65		CUKUP						50		37

		8		7		44		43.05		87.1		8		46.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		8		40.35		0.65		CUKUP						50		40

		9		8		46		40.35		86.3		9		49.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		9		36.64		0.65		CUKUP						50		40		82.1																										2		0.0508		50.8

		10		9		49		36.64		85.6		10		54.0		100		1.200		2		120		1.1		1.41		10		30.23		0.65		CUKUP						50		44

		11		10		54		30.23		84.2		11		58.0		150		1.200		2		120		1.1		2.12		11		24.11		0.65		CUKUP						50		44

		12		11		58		24.11		82.1		TRT		61.0		100		1.200		2		120		1.1		1.41		TRT		19.69		0.65		CUKUP						50		46.0		80.7																										1.5		0.0381		38.1

				Total H		39.0								Total L		800																								50		46.0																												0.5		0.0127		12.7

																																								50		49

																																								50		49

																																								150		54																												1.5		0.0381		38.1

																																								150.00		54

																																								100.00		58

																																								100.00		58

																																								100.00		61.0





































PipaTrans Logede

		DESAIN JARINGAN TRANSMISI SUMUR RESAPAN - TOWER AERASI  DESA LOGEDE



		DESA				: LOGEDE

		KECAMATAN				: PEJAGOAN																														 

		KABUPATEN				: KEBUMEN																																		jarak				H

																																				8/28/22				merah		elevasi		hidrolis

		No. Pipa		Node

USSR: Node:
Titik nomer simpul design pipa yg diawali dng titik pertama(DARI) dan Titik selanjutnya (KE)
												Panjang

USSR: Panjang Pipa:
Disesuaikan dgn hasil pengukuran rencana jalur pipa

		Debit

USSR: Debit Rata-rata:
Asumsi rencana volume aliran air dalam pipa (lihat Sket Gambar Jaringan Pipa)		Diameter 

USSR: Diameter Pipa:
Satuan Diameter (inch=2,54cm), disesuaikan dgn yang ada dipasaran, mis. 1/2". 3/4", 1", 1,5", 2", 2,5", 3 ", 4", 5", 6", 8", 10", 12" dsb.		Koef. 

USSR: Koefisien Kekasaran Pipa:
sebanding dengan HWC, dimana untuk pipa baru:
- pipa Jenis PVC = 120
- pipa Jenis GIP = 110
		Faktor

USSR: Faktor Pengaliran:
Dipergunakan untuk kontrol besaran debit didalam pipa distribusi dan tranmisi, dimana nilai faktor untuk:
- Aliran pipa transmisi = 1,1 (hari max)
- Aliran pipa Distribusi = 1,5 (jam max)
		Total Hf

USSR: Total Head Lose Pipa:
dihitung dari rumus Hazen William,

Hf =((Q / (0,2785*C*(D^2,63))^1,83)*L
dimana :
                 - Q = Debit Air (M^3/dt)
                 - C = Koef. Kekasaran Pipa
                 - D = Diameter Pipa (Meter)
                 - L = panjang Pipa (Meter)
                 - Hf= Total Head Lose (meter)		Sisa Tekanan Pada				Kontrol 				Keterangan				0		45		45.0																				RUMUS										1		0.001		2.54										0.00

				Dari				Head		Hpompa		Ke				Pipa		Rata-2		Pipa		Kekasaran		Pengaliran		Pipa		Node 				Kecepatan Pipa								0		45		75.0																						1		1.0		1		1.0		1		1		1		1		1		1731.23		1		(1,731.23)		1.97		CUKUP

				Titik		Elevasi		Pompa		+Elevasi		Titik		Elevasi		(meter)		(lt/dt)		(Inch)		Pipa		(1,1 / 1,5)		(meter)

USSR: Hitungan Colum K:
Dengan Copy Cell K2 ke cell K..(yang dikehendaki) 		Titik

USSR: Copy dari cell L2 ke Cell 
L…. (yang dikehendaki)
		Pressure (Mka)

USSR: Pressure Akhir :


P = (Z Dari - Z Ke) - Hf pipa + Sisa Tekan di Titik Z Dari.
		

USSR: Node:
Titik nomer simpul design pipa yg diawali dng titik pertama(DARI) dan Titik selanjutnya (KE)
																												(M/dt)

USSR: Copy cell N2 ke
Cell N…. (yang dikehendaki)
		Ket. Kecept.

USSR: Keterangan Kecepatan:
Kriteria Kec. Air dalam Pipa adl :
0,36 <V air di Pipa > 3,6
- apabila kurang dari 0,36 M/dt dpt menimbulkan Endapan dlm Pipa
- apabila lebih dari 3,6 M/dt dpt mengakibatkan Penggerusan dlm Pipa		

USSR: Panjang Pipa:
Disesuaikan dgn hasil pengukuran rencana jalur pipa

		

USSR: Debit Rata-rata:
Asumsi rencana volume aliran air dalam pipa (lihat Sket Gambar Jaringan Pipa)																						50		50		ERROR:#REF!																														L		Q		D		C		ka

		1		2		3						4		5		6		7.0000		8		9		10		11		12		13		14		15		16				50		50		ERROR:#REF!																						COLOM INI Jangan Diotak-atik lagi, 

																								0%		 		SRSP		0.00										50		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		1		SGK		45		30		75.0		1		50.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		1		24.29		0.65		CUKUP				20		50		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		2		1		50		24.29		74.3		TWR		52.0		50		1.200		2		120		1.1		0.71		TWR		21.59		0.65		CUKUP						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Total H		ERROR:#REF!								Total L		100																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																												0.5		0.0127		12.7

																																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																												1.5		0.0381		38.1

																																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																								100.00		ERROR:#REF!





































Sheet2

				SKEMA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

				DESA LOGEDE KECAMATAN PEJAGOAN



PVC Φ : 1/2 " L   : 210 m

Tower Aerasi, 10 m

Sumur Gali Komunal, ± 45 m

PVC Φ : 2" L   : 100 m

PVC Φ : 1 ,5" L   : 200 m

PVC Φ : 1 ,5" L   : 100 m

PVC Φ : 1 ,5" L   : 150 m

PVC Φ : 1 ,5" L   : 200 m

PVC Φ : 1 " L   : 200 m

PVC Φ : 1 " L   : 500 m

PVC Φ : 1 " L   : 150 m

PVC Φ : 1 " L   : 200 m

PVC Φ : 1 " L   : 120 m

PVC Φ : 1 " L   : 100 m

PVC Φ : 1/2 " L   : 200 m

PVC Φ : 1/2 " L   : 200 m

PVC Φ : 1/2 " L   : 100 m

PVC Φ : 1/2 " L   : 300 m

50 Rumah

45 Rumah

25 Rumah

25 Rumah
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BERITA ACARA SOSIALISASI KEGIATAN PAMSIMAS %
TINGKAT DESA

pada hari Rabu tanggal sepuluh Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilaksanakan Sosialisasi
pamsimas di Balai Desa Logede, Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh
masyarakat Desa yang terdiri dari Laki-laki : 24 Orang, Perempuan : 9 Orang, sebagaimana Daftar Hadir
peserta (terlampir). Peserta yang hadir telah menggambarkan keterwakilan masyarakat (Dusun/RW/,

Laki-laki/Perempuan, Kaya/Miskin).

Hasil Pertemuan Sosialisasi Tingkat Desa ini telah disepakati secara mufakat bahwa :

1)

2)

3)

4)

Masyarakat menyatakan berminat dan sanggup untuk melaksanakan kegiatan Pamsimas pada

tahun anggaran 2022
Masyarakat sanggup dan besedia untuk :

a.

C.

Mengumpulkan kontribusi sebesar minimal 10% dari totai RKM dalam bentuk

In-Cash (Uang Tunai} dan/atau In-Kind (Tenaga kerja dan Natura).

Melakukan pengelolaan, yaitu mengoperasikan dan memelihara terhadap sarana air minum
yang dibangun.

Menryediakan lahan yang akan digunakan untuk pembaangunan sarana air minum.

Masyarakat dan Pemerintah Desa beisedia mengikuti pedoman dan petunjuk teknis yang

berlaku di Pamsimas.
Pemerintah Desa bersedia untuk menyedizkan dana untuk pengembangan dan keberlanjutan

SPAM terbangun, termasuk pembiayaan untuk sambungan rumah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Masyar akat

( SYARWIN SYAROFINUHA)

Clpe
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BERITA ACARA PERTEMUAN PLENO TINGKAT DESA
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

Pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua di Desa Logede Kecamatan Pejagoan
Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Pemilihan dan Pembentucan KELOMPOK MASYARAKAT untuk
mengelola dan melaksanakan Kegiatan Pamsimas bersama masyarakat. Pertemuan ini dihadiri oleh masyarakat
desa yang terdiri dari laki-laki 24 orang dan perempuan 9 orang, yang dipimpin oleh Kepala Desa.Perserta yang

hadir telah menggambarkan keterwakilan masyarakat (dusun/RW, laki-laki / perempuan, kaya / miskin dsb.)

Susunan KELOMPOK MASYARAKAT terdi dari :
> 1

1 _Mahmudin Ketua B _

2 Muntingah Sekretaris

3 [Syarwin Syarofinuha Bendahara

4 Parijo " |Koord. TIM Persiapan ]

5 Marwiyah IAnggota TIM Persiapan )

6 |[Umi Khusnani ~ |anggota TIM Persiapan
|7 Muhyanto " |Koord. TIM Pelaksana a

8 JAhmad Fauzi - |Anggota Tim Pelaksana

9 |Priyono Koord. Tim Pengawas

10 Hadi Sunaryo /Anggota Tim Pengawas

11 |Siti Muntasirch B Angjgota Tim Pengawas

Susunan keanggotaan KELOMPOK MASYARAKAT telah dipilih sscara demokratis dengan
mempertimbangkan kesetaraan gender dan kesetaraan sosial.
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Fasilitator Masyarakat

A

(ASIH ROMADHONASARI,SE )

Mengetahui:

Ketua Kelompok Masyarakat

( MAHMUDIN )

Perwakilan Mayarakat

Ny
\

( SYARWIN SYAROFINUHA )
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BERITA ACARA PLENO TINGKAT DESA PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENGELOLA SPAMS (KPSPAMS)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SPAMS

Pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua di Desa Logede Kecamatan
Pejagoan, Kebupaten Kebumen telah dilaksanakan Pembentukan Kelompok Pengelola SPAMS (KPSPAMS) untuk
melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan serta pengembangan dan penge_lqlaan keberlanjutan sarana air
minum dan-sanitasi yang dibangun oleh Kegiatan Pamsimas. Petemuan ini dihadini oleh masyarakat desa yang
terdiri dari laki-laki 24 orang dan perempuan 9 orang,yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Susunan TIM PENGELOLA SPAMS terdiri dari:

Ketua Mahmudin
Sekretaris Muntingah
Bendahara Syarwin Syarofinuha
Seksi Teknis Air Bersih 1 Muhyanto

2 Ahmad Hadik
Seksi Sanitasi dan Kesehatan 1 Umi Khusnani

2 Marwiyah
Seksi Pengaduan Masyarakat 1. Hadi Sunaryo
2. Siti Muntasiroh
Koordinator Sarana 1. Ahmad Fauzi

2 Hadi Nursaiim

Susunan kepengurusan KPSPAMS telah dipilih secara demokratis dengan mempe
Rtimbangkan klasifikasi kesejahteraan dan permbangan jumiah iaki-laki dan perempuan

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ketua KﬁSPAMS
Y
AN, ST (MAHMUDIH )
Mengetahui
Fasilitator Masyarakat Perwakilan Mayarakat

I .
ASIH ROMADHONASAR SE) ( SYARWIN SYAROFINUHA
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BAB IV. REKAPITULASI KEGIATAN DAN BIAYA RKM

4.1 KEGIATAN DAN BIAYA RKM DIUSULKAN MELALUI KEGIATAN PAMSIMAS

#

A PELATIKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN TINGKAT MASYARAKAT o ;
(Al Pelatihan Teknik Konstruks: Sarana Air Minum & Santtas) Paket | 1458 500 1458530 i R T 1458 500
Al Pelabhan Adminsstras: dar Xeuangan Pakel | 1454000 1,454 600 2w NN e 1.454 000
| ‘> L] m%._ua Promos: Kesshatar - v _ 427 oo,cl N B ._ 427 muo - N I - o iﬁ._wm 80
AV Pelatihan Pengelolaan dan Pemslharaan Sarana : | 1485000 1,465.090 ¢ R T -l 1,485 000
MY BBy SRS el otk < £ 5 ; R E75 5808500 | TR 2 RS I 27 i 5,804,500

PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM W j i P |

SumurResapan ) B i 4 Unit i 26,042,000 ¢ 7800000 - 1330000 35,172,000
Pembangunan Rumsh ~anel B 7T .3.8@.1‘ 5,631 So 5 o E o 3291 750 15119750
B Pengadaan dan Pemasangan Listk _ 3500 wat | 5500000,  8s0000 T .1 - 6.350 000
BN Pengadaan dsn Pemasangan Pompa 1 Unit i 39,360,000, 1750000 TR T Y
__BV__ Pembangunan Tower Aeras: dan Treaiment 1 , Unit | 130676600 43,689,000 30,337,000 - 55550800 130,676,500
W.I __BVI___Pemasangan Perpipaan i | 861990007 39.262,000 417420000 5000000 195,000 5199 000
___ [BVI__Pemasangen Sambungan Rumah s | 1293400000 117.450,000 11890000 ] ] 129,340 000
8 VIl Up Kualtas Air 1,500,000 | - - 1,500,000

100,000,000 -~

. FE: A 23R
D PENINGKATAN PHBS MASYARAKAT DAN SEKOLA|

- _ Penyuluhan Tenlang 578"/ 3 I A 486,000
Pemicuan STBM .0 843.000 : . - 443 000
___DW__ Media promosi dan informas: 000 0000 RO A T 670,000
__ DN Moniloring dan Pelaporar ‘ 20,600 o N - _ 220,000
" Disekolsh i L . S i 996 000
IOV Penyutuhan Tentang STBM ! = ot S S . a0 00
'DVI_ Media promosi dan informasi 830,000 860,000 e .y = 650,000
IOV Montorng can Pelaporan , 190000 150 000 N ., e
' B pesid 2 ~cb it d e E e S0 3 665,000 5 3,665,000
| | i |
E. [BIAYA OFERASIONAL POKMAS ) L ] . i ] ! SR R ———

- ASONAL 10,050,000 10,050,000 | - : 10,050,000

iE | Biaya Operasional Pokmas .00V, U000 | |
: o0 1 oa g 110,080,000 . ;- E 10,050,000

F.  |ALAT PELINDUNG DIR!
IFl Alat Petindung Din

480,500 |

420,500 180 520

480,500
5,000,000 488,467,000

20
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. BULAN DAN MINGGU KE

Bulan 2
35,172,000 00
Lo Kak 1,500 000 00
Pembangunan Tower Aerasi dan Treatiment 1 Unit 130,66.60000[ 2
??wl | | Unt | 16.119.750.00
o T“l'@lvg..hqﬁ 3200 Wan | 6,350,000 00
Pengadam dan Pemasangan Pompa 1 Unit | 21,110,000.00]
Pemsangan Perppam M , $6.199,000.00|
| -
Pemasangan Sambungan Rumsh | 143 Cont 12934000000 2
C. |Pelatihan S [ T T
" —_— | ]
Pelntthan Teknik Koustraks Sarma Ax Mimm & ) Paket 1,617.000.00
m}. e - — — — -
Pelthen Admiioras dom Kenmpm ) Paket 1,626,000 00
i —— o i “Paket 1,4%1,000.00|
B R t .
|Peiathan Pengelolean dan Pemelharaan Sarana As ] Paket | 1,438,000.00
 |MomdeSams |
D. |Promesi kesehatan
|| PHBS & \Mavaraker 1 Paket | " 1,660,000.00
lﬁtvmmm. dSckom 1 Paket 1998,000.01)
E | Alat Peimdung Dy N ‘ | , ,
{APD | 1 Paket |
TBOPPOKMAS | Paket | 10,613,000 00
TOTAL 446,467,000 00
RENCANA PEKERJAAN MINGGUAN (%) - -
RENCANA PEKERJAAN KOMULATIF MINGGUAN % ‘
REALISASI PEKERJAAN KOMULATIE MINGGUAN (%)
DEVIAS] o ‘ B (%) - o
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BAB V. RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TINGKAT MASYARAKAT

Rencanakan pengadaan barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam RKM,
dimana prosesnya hanus sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Pamsimas di Tingkat Masyarakat,
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Kontrak Kelompok Masyarakat dilakukan

dengan mekanisme musyawarah dalam penentuan pihak penyedia barang/jasa.
Musyawarah ini dimaksudkan agar tercipta transparansi.

Daftar Pemaketan dan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa

Harga Satuan | Jumlah Biaya Melode Pengadan| V‘a‘nhn!’oh&nun

G 7 ]
1IB20000] 2976.00000]  Suney harga Seplember
123,000 00| 13,325.000.00
95.00000] 21.120.00000 | !
Piga PVC 172° 2300000] 580760000 | !
h o :
[ o Sub Total Paket 1 \ 43,222,50.00
Paket 2 Material Umum [+ T 6 ] 616050751  BLEOSCT5|  Suney hargs ] Si;ter;:ber
Pasir Baty_Kerikil Kayu |
4 Bus Surnur. Tutup Bus | | t
N __[Bameu Batu Bata fuk 1 |
4 Sub Toial Paket 2 51,606,075.00
- Peket 3 Haterial Pabikan T Tk 26015000( 28015000  Surey harga September :
Samen, Besi. Bendrat |
Paku | 1
Sub Total Paket 3 28,015,000.00
[Matenal Pabrkan 1 Is BNTI00] 26177700]  Sunwy har Sopember | .
#/ater meter 1.5". Tangga. Pager BRC A e !
f Pipa GIP 15" Manhole 80x30 i
[Ayakan Assesors Piga 1
oo i SubTotal Paketd ‘ 2.471.700.00 e
Pare SR [ 4000 00| 1T S0 00000 | Sure, barga | Wewabs 1
s o i i
Lo i SubToul Paket S m.aso.oon,u?
IFm:s Pengadaan dan Pemasangan Pompa |1 pakel | 4111000000] 4111000008]  Suney harga September ]
3 _ | T B - SFIA 12
e Sub Total Paket § ; 41,110.000.00 T
Pengadaan dan Pemasangen Lisink L 1 T oo 63000000 | 535000000 Surey haga September Ssowas |
o | - 36500 Wait

M . ~ i

6,350,000.00
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